SEMINAR SEJARAH LOKAL

DINAMIKA
MASYARAKAT
PEDESAAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH
NASIONAL
1983



®

SEMINAR SEJARAH LOKAL

DINAMIKA

MASYARAKAT
PEDESAAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN =
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL -
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH
NASIONAL '
1983



Penyunting :
Drs. Anhar Gonggong



DAFTAR ISI

Sambutan DIREKTUR DIREKTORAT SEJARAH
DAN NILAI TRADISIONAL ..................

PENGARAHAN DIREKTUR JENDRAL KEBUDA-
YAAN DEPARTEMENP &K ..................

Pergolakan di Paulohy (Teluk Elpaputih)
oleh : R.Z. Leirissa, MA ...................

Membangun Prasarana Untuk Merangsang Penulis-
an Sejarah Lokal Demi Integrasi Nasional.
oleh : Sudiono M P. Thondronegoro ........

Dari Subsistensi Ke Perdagangan Desa Pantai Mari-
baya : 1950 — 1978.
oleh : AM. Djuliati Surojo ...............

Aspek historis Dari Pembangunan Pedesaan Di
Jawa Tengah. oleh : Sugijanto Padmo ........

”Wong Cilik” Problema dan Dinamika Surakarta
Abad 19. oleh : Suhartono .................

Derakan Protes Masyarakat Pedesaan di Aceh Ter-
hadap Militerisme Jepang. Kasus Bayu Pandaan
oleh : Muhammad Ibrahim .................

KEPUTUSAN MENTRI PENDIDIKAN DAN KE-
BUDAYAAN

DAFTAR PESERTA — PEMBAWA MAKALAH
DAFTAR PENINJAU SEMINAR SEJARAH LOKAL

LAPORAN PANITIA PENGARAH SEMINAR SE-
JARAH LOKAL DI DENPASAR.

hal.

17

F o

47

65

77



SAMBUTAN DIREKTUR DIREKTORAT SEJARAH
DAN NILAI KEBUDAYAAN

ARTI PENTINGNYA SEJARAH LOKAL DALAM
PEMBANGUNAN NASIONAL

PENGANTAR

Seorang tokoh Antropologi yaitu A; Montagu menyatakan
bahwa manusia sebagai salah satu bentuk kehidupan berbeda
dengan makhluk hidup lainnya karena ia telah mampu menga-
rungi adaptive zone atau arena adaptasi secara aktif, Kemampuan
manusia mengarungi arena adaptasi itu merupakan perwujudan
betapa keunggulan manusia dalam menanggapi lingkungannya
dalam arti luas serta segala tantangan yang dihadapi itu telah
mendorong untuk belajar, menciptakan dan menyampaikan
diri dengan mengembangkan kebudayaan yang tidak hanya
mempermudah kehidupan tetapi yang pada gilirannya sebagai
lingkungan buatan yang baru menguasai tingkah laku manusia.
Demikian manusia berhasil membina dirinya dengan menang-
gapi lingkungannya secara aktif, mencoba memahaminya se-
belum menentukan sikap dan berbuat.

Keberhasilan manusia mengarungi adaptive zone itu
dimungkinkan karena kemampuannya untuk belajar dan meng-
ajar atau menyampaikan pengalaman, pengetahuan dan idea-
ideanya kepada sesamanya baik yang hidup segenerasi inaupun
yang hidup dalam generasi yang berlainan. Kamampuan manusia
untuk belajar dan mengajar itu merupakan faktor yang amat
penting dalam perwujudan kebudayaan. Oleh karena itu sejarah
kehidupan manusia pada hakekatnya merupakan pelajaran
yang harus difahami oleh setiap orang yang ingin hidup ber-
masyarakat secara baik.

Di dalam proses belajar dan mengajar itu manusia tidak
membatasi ruang maupun lingkup waktu, Di manapun manusia
hidup ia akan mengejar pengetahuan, mencari pengalaman
dan mengembangkan idea-ideanya sesuai dengan situasi dan
kondisi setempat serta kemampuan perorangan maupun masya-
rakat yang bersangkutan, Akan tetapi lingkup pengetahuan
yang diserapnya tidak terbatas pada apa yang tersedia di tempat
dan dialami sendiri di suatu-waktu, Manusia dengan kemam-
puannya mengembangkan dan menggunakan lambang-lambang
dapat memperoleh dan menyampaikan pengetahuan, pengalam-
an dan gagasan mereka secara intra generasi maupun inter
generasi. Karena itulah maka pengetahuan manusia bersipat
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akumulatif semakin lama semakin bertimbun dan diperkaya
oleh pengetahuan yang diwarisi dari generasi terdahulu maupun
dengan apa yang mereka peroleh sendiri selama hidupnya.

 SEJARAH

Berdasarkan kenyataan itu, dengan tepat pula A. Montagu
. menyatakan bahwa "Manusia telah menciptakan hari depannya
. melalui karya-karyanya hari kini atas dasar apa yang telah di-
- perbuat di masa lampau’’. Berpegang pada pernyataan tersebut,
maka segala peristiwa dan kejadian di masa lampau yang ber-
kaitan dengan kehidupan masyarakat manusia menjadi penting
artinya sebagai pedoman di masa kini serta pengarahan di masa

v mendatang.

Sejarah sebagai perwujudan tanggapan aktif manusia

terhadap lingkungan dalam arti luas (termasuk segala tantangan
'yang dihadapi) merupakan cermin yang tidak hanya memantul-
kan wajah kemanusiaan di masa lampau, melainkan mengan-
. dung kekuatan inperatif terhadap orang yang mau bercermin
- untuk berbuat atau tidak berbuat. Pada gilirannya sikap dan
tindakan atas dasar pengalaman sejarah itu akan mempengaruhi
hari depan manusia yang bersangkutan.

SEJARAH LOKAL

~ Berkatian dengan kehidupan sosial bangsa Indoensia yang
sedang membangun, kedudukan dan peranan sejarah amat
pentmg Pengetahuan sejarah amat diperlukan bukan sekedar
sebagai sumber- pengetahuan yang inspiratif, akan tetapi juga
sebagai pedoman untuk berkarya di hari kini serta menciptakan
hari depan sesuai dengan cita-cita serta nilai-nilai Pancasila yang

' telah sama-sama kita sepakati.

Arti pentingnya sejarah bagi masyarakat Indonesia itu
menjadi lebih kuat kalau diingat bahwa bangsa Indonesia
merupakan masyarakat majemuk dengan latar belakang ke-
‘budayaan kemasyarakatah, keagamaan dan sejarah yang ber-
aneka ragam. Penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa yang
merupakan masyarakat mejemuk merupakan pekerjaan yang
tidak ringan dan harus diselenggarakan dengan seksama. Ia
memerlukan kesabaran, ketekunan dan penuh pengertian
baik- di antara penyelenggara pemerintahan maupun anggota
‘maSyarakat Untuk mendukung misi tersebut, diperlukan
data dan informasi yang memadai tentang kebudayaan dan
kemasyarakatan Indonesia baik untuk kepentingan penyusunan
kebijakan dan pelaksanaannya maupun untuk memperluas
cakr wala masyarakat tentang negara dan bangsanya.



Mengingat kenyataan akan masyarakat Indonesia yang
tersebar luas di kepulauan Nusantara dengan lingkungan fisik,
sosial dan budaya yang beraneka ragam itu, maka pengetahuan
sejarah yang diperlukan tidak terbatas pada apa yang terjadi
secara nasional, melainkan juga apa yang terjadi secara lokal,
yang justru selama ini kurang mendapat perhatian secara men-
dalam. Sejarah lokal yang benar-benar merupakan kejadian
setempat maupun sejarah lokal sebagai kejadian setempat yang
mempunyai kaitan secara nasional mempunyai kedudukan dan
peranan informan, inspiratif, dan impiratif yang sama penting-
nya dalam usaha memahami masa lampau, menghayati masa
kini dan merencanakan masa depan bangsa karena pada ha-
kekatnya masyarakat Indonesia itu bersifat Bhineka Tunggal
Ika.

TUJUAN SEMINAR

Atas dasar pernyataan dan kenyataan itulah Direktorat
Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan
menyelenggarakan Seminar Sejarah Lokal yang sebentar lagi
akan dibuka secara resmi oleh Ibu Direktur Jenderal Kebudaya-
an. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Ketua Panitya, tujuan
seminar ini antara lain ialah hendak mengundang perhatian para
cendekiawan, khususnya sejarawan, untuk memberikan perhati-
an pada peristiwa yang terjadi setempat (lokal) bukan untuk
menonjolkan rasa kedaerahan yang sempit melainkan justru
untuk mengungkapkan kesadaran sejarah sebagai satu bangsa
yang teguh pendiriannya serta kuat berpegang pada cita-cita
kemerdekaan sebagaimana tersimpul dalam mukadimah Un-
dang-Undang Dasar 1945.

Akhirnya dengan segala hormat kita nantikan pengarahan
Ibu Direktur Jenderal Kebudayaan agar seminar mencapai
hasil yang memadai dan bermanfaat bagi negara dan bangsa
sesuai dengan dana yang disediakan, menggunakan waktu dan
pemusatan pemikiran para peserta yang telah dicurahkan
untuk keperluan ini.

Dirrektur Sejarah Dan Nilai Tradisional
Direktorat Jenderal Kebudayaan,

Dr. S. Budhisantoso.



PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN P DAN K

Dalam kehidupan budaya nasional, sejarah bangsa wajar
kita beri tempat berprioritas tinggi, Sejarah bangsa itulah,
yang justru mempersatukan semua individu sebagai unsur
bangsa kita, yang telah berjuang untuk mencapai kemerdekaan-
nya dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur
atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sambil
mempertahankan pula kepribadian sendiri, identitas budaya,
sebagai ciri khas kebangsaannya.

Memang ciri khas kebangsaannya itu yang mampu meng-
angkat suatu bangsa menjadi subyek sejarah, karena justru
kepribadiannya sendiri sanggup membuat sejarah bangsanya.
Atas dasar ciri khas dan sejarah itu pun suatu bangsa dapat
dinilai dalam tingkatan martabat yang sama dengan bangsa-
bangsa merdeka lain.

Sebagai bangsa yang berhasil mencapai kemerdekannya
atas kekuatan sendiri, sewajarnyalah kita merasa berkewajiban
untuk mempelajari sejarah nasional kita dengan seksama. Pe-
rang Kemerdekaan dan semua peristiwa yang menuju ke ter-
capainya kedaulatan bangsa kita banggakan dan perhatian
sebagai unsur sejarah nasional yang paling menonjol. Seperti
saya sebutkan tadi, hal itu wajar.

Namun demikian, riwayat serta keadaan Kkita sebagai
bangsa, kita sadari pula sebagai bukan hanya meliputi saat
kehidupan bangsa dalam jangkauan nasional. Sejarah bangsa
secara nasional baru bisa diperhitungkan nilai, dan dalam
kaitan, kemerdekaan bangsa sejak 1945. Akan tetapi, kita
ketahui semua betapa jauh sebelumnya bangsa kita sudah hidup
di wilayah ini, sekalipun, memang, belum dalam kaitan nasional
sebagai satu bangsa yang berdaulat di seluruh wilayahnya,
namun masih dalam batasan suku bangsa dan daerah masing-
masing. Walaupun demikian, dalam batasan itu pun, kita keta-
hui bangsa kita telah mampu juga membuat sejarah. Hal ini
cukup terbukti dari aneka macam berita kesejarahan, yang
telah beredar, sejak awal sekali tentang wilayah kita, dan yang
timbul baik di luar maupun di dalam daerah bersangkutan,
meliputi, tidak jarang pula, kepentingan bagian besar, bahkan
keseluruhan wilayah kita.



Maka dapat dikatakan, bahwa di bidang sejarahpun keada-
an bangsa kita tepat sesuai dengan lambang negara yang telah
kita pilih : Bhinneka Tunggal Ika. Jelas pula, bahwa dalam
mempelajari dan meneliti sejarah bangsa kitapun berkepenting-
an dengan menelaah kedua aspek bangsa, ialah ke-bhinneka—an,
maupun ke—tunggal—annya.

Di bidang sejarah hal itu dengan sendirinya berarti, bahwa
di samping sejarah yang berjangkauan nasional dan meliputi
bangsa Indonesia secara menyeluruh serta sebagai bangsa ber-
daulat, kitapun mempelajari dan meneliti sejarah yang terjadi
pada masing-masing sukubangsa kita dan di masing-masing
sukubangsa kita dan di masing-masing daerah. Sejarah jenis
itulah yang kita sebut dengan istilah teknis sejarah lokal dan
yang sekarang ini kita jadikan pokok seminar.

Ingin saya garisbawahi di sini, bahwa dalam sejarah lokal
itupun tampak jelas kaitan dengan keadaan sosial-budaya
bangsa kita seperti telah disebutkan, yaitu Bhinneka Tunggal
Ika. Demikianlah dalam sejarah lokal itupun kita hadapi kedua
aspek bangsa : _

1; Aspek bhinneka, yaitu sejarah lokal yang meliputi pe-

ristiwa-peristiwa terbatas dalam hubungan kehidupan
masing-masing sukubangsa atau daerah.

. Aspek tunggal ika, yaitu sejarah lokal yang, sekalipun
menyangkut peristiwa di daerah atau pada sukubangsa
tertentu, namun memiliki kaitan dengan peristiwa
sejarah yang berjangkauan nasional, atau yangkejadian-
nya telah didasari pemikiran yang berjangkauan nasional.

Kedua aspek sejarah lokal itu sama pentingnya apabila
dinilai dari sudut ilmiah, Maka kedua aspek itu pula berhak
dan perlu diperhatikan dan diteliti secara ilmiah.

Namun demikian, ingin saya tegaskan, bahwa ilmu beserta
penelitiannya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia
secara keseluruhan. Maksudnya, sebagai sarjana dan ilmiawan,
dalam pekerjaan yang betapa ilmiahnyapun sifatnya, kita tidak
mungkin melepaskan diri dari tanggung jawab kita sebagai ma-
nusia, termasuk tanggung jawab sebagai manusia Indonesia
yang hidup di dalam perbatasan negara Indonesia dan dalam
hubungan erat dengan bangsa Indonesia itu.

Hal ini saya anggap sangat penting dan hendaknya dijadi-
kan pegangan dalam kehidupan ilmiah kita. Sejarah, lagi pula,
termasuk bidang sosial budaya. Dan, sebagaimana kita ketahui,
penelitian di bidang sosial-budaya di Indonesia tidak jarang
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mengandung bahaya dapat menjerumuskan peneliti yang ku-
rang berpengalaman dan waspada. dalan: mempertajamkan un-
sur bhinneka bangsa, keaneka-ragaman dan perbedaan-perbeda-
annya. dengan melupakan kaitannya dengan keadaan tunggal
bangsa. yaitu dasar budaya yang diketahui memang sama serta
tujuan kita untuk membina kesatuan dan persatuan dalam ke-
hidupan bernegara.

Dalam usaha kita meningkatkan kesadaran bersejarah

secara umum dan dalam penelitian sejarah lokal secara khusus,
kita tidak ingin membangkitkan justru rasa kedaerahan atau
kesukuan yang sempit. ‘
Perhatian kita untuk ke aneka-ragaman, ke—bhineeka—an
bangsa, bukan bertujuan memisah-misahkan dan memecah-
belah. Unsur bhinneka bangsa kita perhatikan untuk dapat
menyajikan pilihan guna memberi nuansa, variasi warna-warni
yang menarik dalam pengembangan kebudayaan nasional,
namun dengan tetap berpijak pada kesamaan dasar yang me-
mang ada serta mengarah ke kesatuan dan persatuan bangsa.
sesuai dengan prinsip Wawasan Nusantara.

Untuk bidang sejarah lokal secara khusus hal itu berarti,
bahwa yang hendaknya ditekankan dalam perhatian kita ialah
kesamaan dan kebersamaan dalam sejarah kita sebagai satu
bangsa yang memiliki dasar budaya yang sama, memakai bahasa
daerah yang semuanya termasuk rumpun bahasa yang sama
dan yang hidup dalam wilayah yang sama serta telah sepakat
membangun negara kesatuan dalam persatuan. Artinya. yang
ditekankan bukan justru keaneka ragaman pengalaman sejarah
yang dapat merusak rasa kesatuan, memecah-belah bangsa
dan mempengaruhi kita untuk berpikiran kedaerahan atau
kesukuan secara sempit.

Di samping itu saya merasa perlu pula mengingatkan di
sini, bahwa sejarah merupakan ilmu, sehingga berkembang terus
seperti ilmu-ilmu lain. Dan sebagaimana layaknya suatu ilmu,
setiap penemuan dalam penelitian tentu tidak pernah mungkin
dapat dianggap sebagai tuntas secara mutlak, sekalipun peneliti
bersangkutan sendiri. dalam antusiasme bekerja. kadang-kadang
cenderung merasa telah mendapatkan sesuatu yang sefinal-
finalnya. Hal ini memang sering menjadi masalah. Masyarakat
awam acapkali kurang memahami sifat ilmu, yang dalam per-
kembangnnya selamanya bisa berubah, mengikuti terungkap-
kannya data yang tersedia dan yang juga selalu bisa bertambah-
tambah. Demikianlah setiap ilmu berkembang tanpa henti-
hentinya. tidak ada data yang dapat dianggap memberi jawaban
yang mutlak final.
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- Maka jelas kiranya, bahwa dalam pengungkapan hasil
penelitian kita perlu bersikap hati-hati dan bijaksana. Tanggung-
jawab sebagai sarjana dan ilmiawan memang dengan sendirinya
menuntut sikap berhati-hati dan bijaksana itu, karena justru
sarjana dan ilmiawan selalu sadar akan relatif-nya setiap pene-
muan.

Selanjutnya, ingin saya tegaskan kembali, bahwa sejarawan
sebagai sarjana dan ilmiawan pula, memikul tanggungjawab
sebagai warga negara Indonesia, anggota masyarakat Indonesia
dan bangsa Indonesia, sehingga perlu tetap menyadari tujuan
kita berbangsa dan bernegara, yaitu membina kesatuan dan
persatuan. Penyebarluasan penemuan dan hasil penelitian yang
bagaimana juga tidak dapat dianggap tuntas secara mutlak,
dan yang mungkin bisa menimbulkan salah tafsir, salah paham,
hendaknya dibatasi pada para ahli saja, yang mampu meng-
evaluasi relativitasnya dan mengerti sangkut-paut ilmiahnya,
bukan diedarkan untuk konsumsi masyarakat luas yang awam
dan tidak terdidik dalam konvensi ilmiah secara umum dan
ilmu sejarah secara khusus.

Dengan harapan, bahwa seminar ini akan berhasil mening-
katkan kemampuan ilmiah, memperdalam kesadaran sejarah
dan juga memperkuat tanggungjawab kita kepada negara dan
bangsa, saya buka Seminar Sejarah Lokal secara resmi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi sekalian usaha
baik kita.
Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Dr. Haryati Soebadio
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PERGOLAK AN DI PAULOHY (TELUK ELPAPUTIH)
1836 — 1837

R.Z. Leirissa,
UNIVERSITAS INDONESIA

I

Teluk Elpaputih terletak di pesisir selatan Seram Barat. Di
sekitarnya terdapat desa-desa (negeri-negeri) Latu (Islam),
Hoaloy (Islam), Paulohy (Kristen),Samasuru(Kristen), Makariki
(Kristen), dan Amahay (Kristendan Islam). Sejak pertengahan
abad ke—19 sejumlah suku (clan) di pedalaman teluk itu telah
dipindahkan ke pesisir pula sehingga sampai kini ada pula desa-
desa Mani, Sahulau, Liang (dekat Samasuru — Paulohy), Ruma-
sosial, Waraka, Apisano, (dekat Makariki), Jalahatani dan Sou-
hpku (dekat Amahay), Untuk jelasnya lihat peta yang dilam-
pir.

Analisa mengenai pergolakan di desa Paulohy dalam tahun-
tahun 1836-—1837 akan menggunakan gagasan dari Smelser
(collective behaviour)!. Ternyata sebagian besar dari pergolakan
di Seram Barat dalam paroh pertama abad ke—19 dapat digo-
longkan dalam apa yang dinamakan Smelser “’hostile outburst™2
Determinan-determinan untuk pergolakan jenis ini yang dibica-
rakan di sini adalah cleavages dalam masyarakat yang menimbul-
kan sructural conduciveness bagi suatu pergolakan tertentu,
kemudian hambatan-hambatan melakukan peran dengan wajar
sebagai determinan structural strain. Selanjutnya akan diperli-
hatkan bahwa hasutan-hasutan dan desas-desus merupakan
generalized believe yang memang khas dalam pergolakan jenis
ini. Peristiwa yang meletuskan pergolakan serta pengerahan
massa untuk menentang kepala desa serta reaksi kepala desa dan
pihak-pihak yang mendukungnya (pemerintah) akan menyusul
pula. Dengan demikian diharapkan dapat muncul suatu penje-
lasan yang mantap mengenai peristiwa di tahun 1836—1837 ter-
sebut.

Perlu pula dikemukakan di sini, bahwa data yang dipakai
dalam makalah ini adalah sebagian (kecil) dari data yang kami
kumpulkan dalam rangka penelitian pergolakan di Seram Barat
dalam abad ke—19.3 Sebab itu kepada pihak-pihak yang me-
mungkinkan penelitian itu kami mengucapkan banyak terima
kasih.



II

Dalam kenangan rakyat Maluku, pulau Seram dinamakan
pulau Ibu (Nusa Ina). Bentuk pulau ini memang nampaknya
seperti merangkul pulau-pulau lainnya di Maluku Tengah
(Ambon, Haruku, Saparua, Nusalaut atau kepulauan Ambon-
Uliase). Selain itu banyak penduduk Ambon—Uliase mengang-
gap dirinya berasal dari salah satu tempat di Seram. Dan dalam
abad-abad yang lalu pulau ini memang merupakan sumber ma-
kanan (sagu) bagi kepulauan tersebut.

Namun dalam struktur penjajahan di abad ke—17 sampai
bagian pertama abad ke—20, Seram menduduki posisi marginal.
Sistem pemerintahan yang dibangun penjajah di Maluku, khu-
susnya di Maluku Tengah, bertujuan melancarkan monopoli
rempah-rempahnya. Untuk Maluku Tengah cengkeh menjadi
pusat segalanya. Cengkeh hanya diusahakan di kepulauan Am-
bon—Uliase saja. Seram, khususnya Seram Barat, direbut VOC
dari kerajaan Ternate4 dan digunakan sebagai garis perlawanan
terhadap “perdagangan gelap” cengkeh, dan sebagai tempat
mendapatkan bahan-bahan kayu untuk bangunan dan perkapal-
an. Selama itu di daerah ini tidak pernah terdapat pejabat-pe-
jabat administrasi pemerintahan (kecuali di Saway untuk meng-
hadapi bajak laut5 dan di Luhu untuk mengawasi perkebunan
sagu milik pemerintah). Baru dalam pertengahan abad ke—19
diusahakan untuk menjadikan Seram beberapa afdaeeling
dengan status yang sama seperti di kepulauan Ambon—Uliase.
Sebelum itu wilayah Seram Utara bagian Barat termasuk dalam
keresidenan Hila (di pulau Ambon), Seram Barat dalam keresi-
denan Saparua, dan Seram Timur dalam keresidenan Banda.

, Kecuali kunjungan-kunjungan dinas yang dilakukan sewak-
tu-waktu, tidak ada hubungan langsung antara ibukota karesi-
denan-karesidenan tersebut dengan Seram. Bila muncul pergo-
lakan-pergolakan (yang sangat sering terjadi) maka parapejabat
Belanda mengirimkan suatu ”Kommissie” yang terdiri atas be-
berapa kepala desa di Ambon—Uliase yang mereka percaya,
untuk membuat laporan dan meleraikan keadaan. Perlu ditam-
bahkan bahwa laporan-laporan komisie-komisie ini merupakan
dokumen-dokumen yang paling berharga dalam Arsip Nasional
RI di Jakarta.

Ada dua istilah yang sering digunakan untuk melukiskan
masyarakat Seram, yaitu Patasiwa (Seram Barat), dan Patalima
(disebelah timurnya). Di sini akan diuraikan mengenai Patasiwa
karena menyangkut masalah yang sedang dianalisa. Orang-orang
Patisiwa di Seram Barat terbagi dalam dua kelompok besar,
yaitu Alune (di sebelah Timur Laut) dan Wemale (di bahagian
lainnya dari Seram Barat). Secara antropologis mereka berbeda.
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Clan-clan Wemale biasanya bersifat matrilokal, sedangkan Alune
patrilokal. Ini membawa akibat yang luas seperti yang dibahas
oleh van Wouden dalam disertasinya di tahun 19356 Ciri-ciri
pokok dari kebudayaan Wemale dibahas dengan seksama oleh
Jensen7 sebagai hasil penelitian dalam rangka Frobenius Expe-
dition di Seram tahun 1933. Dan sebelumnya seorang antro-
polog lainnya, yaitu Duyvendak 8 sudah membuat satu disertasi
mengenai upacara inisiasi di kalangan Patasiwa.

Berdasarkan analisa-analisa itu dapat kita simpulkan bahwa
ada perbedaan dan bersamaan antara masyarakat pedalaman
yang belum dipengaruhi unsur-unsur asing dalam abad ke—19,
dan masyarakat pesisir yang sudah lama dipengaruhi unsur-un- -
sur asing. Menurut Jensen9 clan Wemale dinamakan Nuru atau
Luma dan bisa bersifat endogam ataupun exogam. 19 Setiap clan
terdiri atas sejumlah descent group yang dinamakan Luma-inai
(Luma = rumah, Inai = ibu, karena matrilokal). Keseluruhan
clan tersebut dikepalai oleh seorang Lumalatu yang secara te -
murun dipilih dari suatu Luma—inai tertentu dan yang berdiam
dalam rumah pusaka clan yang bersangkutan. 11

Menurut Van Wouden ada pengelompokan clan-clan se-
hingga terbentuk sejumlah tribe. Tetapi mengenai hal ini ia
kurang jelas karena sumbernya memang langka.12 Beberapa ke-
lompok masyarakat Wemale yang bisa disebut tribe adalah (se-
kitar Teluk Elpaputih) : Mani, Liang, Sahulau, Waraka, Apisano,
Souhuku, dan lain-lain. yang dalam pertengahan abad ke—19 di-
pindahkan ke pesisir di teluk itu. Selain itu ada beberapa clan
yang telah menetap sehingga bisa dinamakan desa (negeri), yaitu
Somit, Watui, Ahiolo, Waraloin, dan sebagainya. Di abad ke—19
kelompok-kelompok itu menguasai tribe-tribe yang ada diseki-
tarnya.

Penduduk pesisir yang berdiam dalam desa-desa (negeri) se-
bagian besar rupanya berasal dari pedalaman juga. Sebab itulah
mitos-mitos, legenda-legenda, serta sistem sosial yang ada di
pedalaman banyak yang bisa kita jumpai kembali dalam masya-
rakat pesisir ini. Terutama mitos tentang penciptaan manusia
pertama (Nunusaku), mitos tentang asal-usul ubi-ubian (Hainu-
wele), dan sebagainya. nampak pula di sini. 13 Upacara-upacara
inisiasi merupakan bagian penting pula dari masyarakat pesisir
sekalipun mereka sudah beragama Islam atau Kristen. Dan
struktur sosto-politik yang dinamakan Saniri juga mencakup
masyarakat pesisir (lihat bagian ke IV).



I

Struktur masyarakat desa Paulohy sesungguhnya tidak
berbeda dengan yang terdapat di desa-desa lainnya di pesisir
Seram Barat. Di sini akan dibahas beberapa cleavage yang laten
sebagai structural conduciveness dari gerakan-gerakan yang ber-
sifat hostile” tersebut. Di satu pihak ada sejumlah pejabat yang
lebih banyak merupakan alat kekuasaan pemerintah (jajahan)
sekalipun mengandung unsur-unsur primordial juga. Di lain
pihak terdapat sejumlah pejabat desa yang merupakan bagian
integral dari sistem budaya pedalaman. Tergolong pada jenis
pejabat pertama adalah kepala desa yang di teluk Elpaputih di-
namakan Orangkaya. Selain itu ada pula sejumlah Kepala Soa
yang menguasai bagian-bagian dari desa. Sebenarnya Orangkaya
berasal dari salah satu Soa juga dan sering pula merangkap se-
bagai kepalanya. Kekuasaan Orangkaya dan Kepala soa didasar-
kan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi semua negeri
di Maluku Tengah (Staatsblad 1824/19a). Keenam soa di desa
Paulohy adalah Laturiu (soa pertama), Kaihema (soa kedua),
Kuripuny (soa ketiga), Kakiyai (soa keempat), Soparowey (soa
kelima) dan Tamaela (soa keenam).

Sekalipun para Kepala Soa sangat terikat pada sistem
pemerintah jajahan, tetapi secara intern mereka sesungguhnya
adalah kepala dari clan (Lumalatu), dan keluarga-keluarga yang
terdapat dalam setiap Soa adalah bagian dari clan itu (Lumai-
inai). Namun karena pengaruh Kristen maupun Islam semua
clan pesisir bersifat patrilokal dan Patrlinial. Istilah lain untuk
Lumalatu adalah Ma-ina-uma (Ama = Bapak, Ina = Ibu, Uma =
Luma). Penyatuan unsur bapak dan ibu dalam satu tokoh me-
nandakan bahwa tokoh itu mewakili kesatuan kelompoknya
(Nuru/Luma).

Masih tergolong dalam pejabat-pejabat desa yang menjadi
bagian dari struktur pemerintahan kolonial adalah Marinyo
Negeri atau pesuruh dari Orangkaya. Selain itu terdapat pula
seorang guru sekolah (guruw midras) di setiap desa yang biasa-
nya bukan penduduk asli negeri itu. Kemudian ada Marinyo
Sekolah (Pesuruh Sekolah), Tuagama (penjaga gereja di negeri-
negeri Kristen).

Hanya guru desa yang menerima gaji sebagai imbalan tugas-
tugasnya. Orangkaya mendapat jatah kwarto (pekerja) dari
antara penduduk negerinya (bergilir).



Pejabat-pejabat desa yang tidak menjadi bagian integral
dari sistem pemrintahan penjajahan adalah pertama-tama para
Mauwen atau pemuka dalam upacara inisiasi. Mereka juga di-
anggap sebagai orang yang paling tahu dan paling berhak
mengenai masalah kebudayaan dan agama suku. Sebab itu
pengaruh mereka kadangkadang sangat besar. Praktis setiap
clan mempunyai seorng Mauwen. Para Mauwen ini dikoordinir
dalam suatu desa oleh Mauwen Besar ("Mauwen Elake). Selain
itu ada pula pejabat-pejabat yang dinamakan kapitan (malesi)
yang berfungsi sebagai pemimpin perang (di pedalaman sebagai
pemimpin pengayauan).

Dalam masyarakat pesisiran ini polarisasi antara para Mau-
wen dan para Orangkaya dan kepala Soa merupakan kenyataan
yang laten. Dalam situasi-situasi tertentu, terutama apabila
mengangkut masalah adat-istiadat, para mauwen, dengan mudah
mengerahkan masyarakat desa untuk melawan para Orangkaya
dan Kepala Soa yang dilihat sebagai simbol kekuasaan asing.
Situasi konflik itu makin meningkat terutama karena adanya
larangan-larangan untuk mengadakan upacara inisiasi (kakehan).
Alasannya adalah bahwa upacara-upacara ini selain membangkit-
kan agrisifitas di kalangan pemuda, juga berkaitan dengan
pengayauan.l4 Situasi inilah yang memungkinkan timbulnya
pergolakan di Paulohy dalam tahun 1836—-1837.

v

Sebelum melanjutkan determinan-determinan lainnya da-
lam pergolakan ini, ada baiknya dibentangkan dulu institusi
Saniri yang memainkan peranan penting terutama pada tingkat
penyelesaian pertikaian (Social control). Desa-desa pesisir dan
pedalaman, serta tribe-tribe Seram Barat (Patasiwa) mempunyai
suatu sistem khas untuk menyelesaikan perselisihan antara desa/
tribe yang terutama diakibatkan pengayauan. Institusi ini dina-
makan Saniri (pertemuan). Ada tiga pusat pertemuan, masing-
masing menyangkut masyarakat yang berdiam sekitar (1) Sungai
Sopalewa (Baralewa (Barat Laut, Alune), (2) Sungai Eti (Barat
Daya, Womale), (3) Tala (Tenggara, Wemale).15 Sebenarnya
sebelumnya masih ada satu pusat pertemuan lagi, yaitu antara
penduduk sekitar sungai Uli (Timur Laut, Wemale) tetapi dalam
abad ke—19 mereka rupanya tidak terlibat dalam pengayau-
an.16 Pertemuan atau Saniri dilakukan di tempat-tempat ter-
tentu dari waktu-ke-waktu dan dengan izin dari pemerintah Se-
lain itu dari waktu-ke-waktu pula (sekitar sepuluh tahun sekali)
ketiga Saniri itu mengadakan Saniri Besar untuk menyelesaikan
permasalahan yang timbul di antara ketiga wilayah itu.



Setiap wilayah (aliran sungai) dikepalai oleh seorang Ke-
- pala Saniri atau Inama (Ina, Ama, unsur penyatuan dalam diri
pemimpin). Dan setiap wilayah (aliran sungai) dibagi lagi dalam
empat bagian masing-masing dengan kepalanya sendiri (salah
satu bagian itu langsung di bawah Kepala Saniri). Masing-masing
kepala, seperti halnya Kepala Saniri, mempunyai hal dan kewa-
jiban tertentu dalam Saniri. Selain itu para pejabat ini bersifat
temurun dalam clan-clan tertentu dari desa-desa tertentu. Ke-
cuali Kepala Saniri, kebanyakan pejabatlainnya berdiam di desa-
desa pedalaman. Ini sebabnya pemerintah kolonial menganggap
Kepala Saniri sebagai alatnya untuk menguasai pedalaman.
Pengangkatan dan pelepasan Kepala Saniri dilakukan per surat
pengangkatan seperti halnya para Orangkaya dan Kepala Soa. la
juga diberi semacam pakaian kebesaran. Di sini tidak perlu
dikemukakan proses Saniri (penyelesaian pertikaian) karena
tidaklangsung mengenai permasalahan yang dibahas dalam
makalah ini. 17

\Y

Kembali pada pergolakan di Paulohy, Pada tahun 1832 di-
adakan suatu Saniri Tala (daerah Paulohy termasuk ke dalam-
nya). Masalahnya sebenarnya adalah persengketaan Watui (peda-
laman) dengan beberapa desa dan tribe pesisir. Saniri ini dihadiri
oleh Asisten Residen Saparua, Engelhart. Pada saat itu para
Mauwen Paulohy dipimpin Mauwen Besarnya, Lukas Niyai,
meminta agar mereka diizinkan mengadakan upacara inisiasi
bagi para pemuda Paulohy. Permintaan ini ternyata ditolak oleh
Engelhart. 18 Tidak lama sesudah itu Engelhart memerintahkan
Orangkaya Paulohy untuk membuka jalan baru di sekitar desa
itu. Dalam proses itu dua di antara rumah upacara inisiasi (tu-
tue) harus dibongkar. Ini membangkitkan amarah penduduk
terhadap Orangkaya. Dan ia pula disalahkan penduduk dalam
masalah ijin upacara inisiasi yang ditolak Asisten Residen ter-
sebut. 19

Sejak itu mulai muncul perasaan menentang Orangkaya
yang makin lama makin meningkat. Memang dokumen-doku-
men yang dipakai di sini tidak berhasil mengungkapkan bagai-
mana proses tuduh-menuduh dan desas-desus serta hasutan-
hasutan yang timbul itu. Tetapi hal itu bisa kita simpulkan dari
situasi kemudian dan beberapa peristiwa yang ada sangkut-paut-
nya. Umpamanya perintah Orangkaya untuk membangun gereja
" baru ditentang oleh penduduk. Masalah leverantie kayu yang
menjadi kewajiban penduduk juga mulai macet. Lebih-lebih lagi
instruksi yang datangnya dari Engelhart untuk membuang
semua tengkorak yang tergantung di baileu (balai desa).20



Keadaan ini dengan sendirinya membangkitkan apa yang oleh
Smelser dinamakan ’’generalized belief” dan persebarannya
yang dilakukan melalui desas-desus dan hasutan.

Keresahan hati ini makin meningkat lagi ketika pada tang-
gal 10 Oktober 1836 Orangkaya Paulohy memerintahkan be-
berapa soa untuk mengambil kayu bagi pembangunan rumah-
rumah desa (sesuai instruksi pula).2l' Di tengah-tengah peker-
jaan ini pada tanggal 4 Nopember 1836 sejumlah pemuda
Paulohy tiba-tiba muncul dari hutan. Dengan berteriak-teriak
memaki-maki Orangkaya mereka menyerbu rumah Orangkaya
dan merusak perabotan rumahnya yang terdiri dari satu meja
besar, enam buah kursi, sebuah jala, sebuah perahu pengangkut
(arombay), setengah lusin gelas henever, beberapa kayu kain
berharga (patola dan uti-uti), dan lain-lain. Kelompok pemuda
ini juga menyerbu kebun-kebun Orangkaya yang terletak di
Hoale, Hunutawy, Epe, Nary, Leuw dan menebas sekitar 400
pohon sagu. 22

Dua hari kemudian kelompok ini kembali ke hutan ber-
sama keluarga mereka. Para pemimpin kelompok ini adalah
Kepala Soa Markus Kakiayi, Mauwen Besar Lukas Niayi, serta
Kepala Bicara (juru bicara) Mezak Laturiu, serta beberapa pe-
muda lainnya.23 Tempat yang mereka pilih sebagai “markas”
adalah hutan dekat Laulohy yang bernama Umeputy.24

Setelah mengadakan perundingan, mereka mengajukan
tuntutan kepada Asisten Residen Engelhart. Yang diminta ada-
lah pemecatan Orangkaya dan menggantikannya dengan orang
lain. Sebagai alasan mereka menyebut sejumlah “’kejahatan”
Orangkaya berupa penyalahgunaan kekuasaan seperti menyita
milik desa, tidak membayar upah leverantie kayu yang diterima-
nya di Ambon, paksaan pada penduduk untuk menyumbangkan
sebagian dari sagu mereka, pengrusakan kebun negeri di Waime-
ten sehingga menimbulkan permusuhan antara Paulohy dan
Amahay Islam dan lain-lainnya.26 Dalam suatu kesempatan
Markus Kakiayi sendiri menyurat pada Engelhart untuk me-
nguatkan tuduhan tersebut.27 Pendeknya banyak masalah yang
menyangkut tugas sebagai Orang kaya. Tidak pernah disinggung
masalah pokok yang disebut di atas. Yang diinginkan memang
hanya satu, yaitu pemecatan Orangkaya yang dianggap biang-
keladi permasalahan pokok tersebut.

Perlawanan ini berlangsung cukup lama, yaitu dari Nopem-
ber 1836 sampai Mei 1837. Dari waktu ke waktu para pemim-
pin di Umeputi turun ke Paulohy sehingga makin banyak pen-
duduk yang memihak pada mereka. Malah suku-suku (tribe)
yang berada di sekitar Paulohy dapat mereka tarik untuk me-
nentang Orangkaya juga, seperti orang-orang Mani, Wasya dan
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Samahu, Dengan kekuatan ini mereka mulai menyerang tribe-
tribe di sekitar Paulohy yang memihak pada Orangkaya se-
hingga mulai berjatuhan korban-korban. 28 Keadaan sedemikian
menakutkan Orangkaya sehingga akhirnya ia melarikan diri
ke Makariki, desa yang letaknya agak jauh dari Paulohy. 29
Dalam laporannya kepada Asisten Residen Engelhart, Orang-
kaya Paulohy membentangkan bahwa sikap orang-orang Pau-
lohy sudah berulang kali terjadi, antara lain di masa ayahnya
menjadi Orangkaya, selain itu juga di masa tiga Orangkaya
lainnya. Katanya : "Paulohy sudah meninggalkan agama kami
orang-orang sarany serta anak-anak midras dan - pekerjaan
Gubernemen.” 30

VI

Dalam menghadapi permasalahan ini mula-mula Asisten
Residen Engelhart mengambil langkah-langkah rutin seperti
yang selalu dilakukan para Asisten Residen bila muncul situasi
serupa. Segera setelah menerima surat pertama dari Orangkaya
Paulohy pada bulan Nopember yang melaporkan peristiwa
tanggal 4 Nopember itu, 31 ia mengirim suatu "Kommissie”
yang terdiri atas Raja Nolot dan Raja Tuhaha (di pulau Saparua)
untuk memeriksa situasi dan melaporkannya. Ia juga memberi
perintah rahasia agar biang keladi kerusuhan itu ditangkap.32

Komisie tersebut memang berhasil ke Umeputy, tetapi
mereka mendapat keterangan-keterangan yang sengaja diputar-
balikkan. Dikatakan pada mereka bahwa biang keladinya
adalah Kepala Soa lain yang sebenarnya memihak pada Orang-
kaya33 Pada kesempatan ini pula Kommissie menerima surat-
surat dari Kakiyai dan pengikut-pengikutnya yang memben-
tangkan mengapa mereka menentang Orangkaya dan menuntut
agar Asisten Residen memecatnya. Engelhart menjawab surat
mereka via Orangkaya Samasuru. 34 la minta agar mereka
kembali ke Palohy sehingga masalahnya bisa diperiksa dengan
tenang. Sudah tentu mereka tidak setuju.

Karena menghadapi jalan buntu, maka Engelhart mengam-
bil jalan tipu muslihat. Kembali dikiranya suatu ”Kommissie”
yang kini terdiri dari Raja Nolot dan Pati Itawaka (pulau
Saparua) dengan tugas menghubungi Umeruti dan memberi
tahukan bahwa tuntutan mereka yaitu pemecatan Orangkaya
diterimanya. Mereka diajak ke Baileu (balai desa) Paulohy"
untuk menyaksikan upacara pemecatan itu. Upacara ini benar-
benar diadakan sekalipun tidak dihadiri Orangkaya dan ayah-
nya sudah dikenakan hukuman buang keluar Maluku Tengah.
Sementara itu mereka terus saja melakukan upacara-upacara
kecil dalam desa Paulohy yang melambangkan perlawanan.35
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Dengan demikian tidak ada jalan lain bagi Asisten Residen
untuk meminta bantuan Kepala Saniri Tala untuk menyaksikan
perselisihan ini. Kepala Saniri mengadakan perjalanan ke El-
paputih, berbicara dengan semua pihak. Tetapi pekerjaan mele-
raikan ini memang memakan waktu yang lama karena membu-
tuhkan serangkaian musyawarah sesuai kebiasaan setempat. Sa-
yangnya kita tidak memiliki dokumen-dokumen mengenai
proses musyawarah ini karena tidak pernah dilaporkan oleh Ke-
pala Saniri kepada Asisten Residen. Hanya pada bulan Januari
1837 ia pernah menyurat pada Engelhart di mana ia membenar-
kan tuduhan Kakyai dan kawan-kawannya bahwa Orangkaya
Paulohy telah melakukan serangkaian tindakan yang berten-
tangan dengan hak dan kewajibannya sebagai Orangkaya. 36

Namun demikian, pada bulan Mei 1837 Kepala Saniri
berhasil juga. Sebab itu Asisten Residen Engelhart lalu mengirim
suatu “Kommissie” lagi untuk menyaksikan upacara penyele-
saian/perdamaian. “"Kommissie” kali ini terdiri dari Raja Nolot
(pulau Saparua), dan Raja Sena (pulau Seram Tengah). Utursan
Kepala Saniri, yaitu Kepitan Makuresi, dan Kommissie tersebut
menemui Markus Kakiayi serta kawan-kawannya di hutan
dan melakukan serangkaian perundingan terakhir. Dalam suatu
pertemuan yang dihadiri semua Mauwen dan para pemimpin
lainnya, penduduk Paulohy memutuskan untuk menerima
perintah Kepala Saniri untuk mengadakan perdamaian. Sebab,
tulis Raja Nolot dan Raja Sepa dalam laporannya, “Kepala
Saniri ada seakan Ibu dan Bapak pada mereka itu, tyada baw-
leh lawan titahnya.” 37

Upacara perdamaian dilakukan di Baileu Paulohy (tanpa
dihadiri Orangkaya yang masih berada di Makariki), dengan
pimpinan Kapitan Makaresi yang menjabat sebagai Utusan
resmi dari Kepala Saniri. 38

VII

Sebagai epilog perlu dikemukakan di sini, bahwa perdamai-
an pada bulan Mei 1837 itu tidak dihadiri oleh Markus Kakiay.
Bersama sejumlah pengikutnya ia tetap berkeliaran di kalangan
tribe sekitar Paulohy. 39 Pada tahun 1947 ia merencanakan
suatu perlawanan baru. 40 Kemudian dalam tahun 1855 ia
terlibat dalam suatu peperangan antara tribe-tribe itu di bawah
pimpinan Mani dan Sahulau melawan pemerintah. Perlawanan
ini memakan waktu yang cukup lama, dan pemerintah harus
mengerahkan ekspedisi militer untuk mengatasinya. 41 Dalam
peperangan yang berkobar di tahun 1857 — 1858 itu, Markus
Kakiayi tertangkap. Ketika itu ia sudah menjadi Mauwen
Besar. Penangkapan itu dimungkin oleh perantaraan Pati Latu,
yang dalam Saniri menjabat Utusan Kepala Saniri (Siwaleta)
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dan menguasai wilayah sekitar Elpaputih. 42 Dalam tawanan
Markus Kakiayi memberi keterangan-keterangan mengenai
keadaan kakehan kepada Belanda. 43 Setelah itu ia dijatuhi
hukuman mati. Vonnisnya dilaksanakan di Saparua dan jena-
zahnya tidak dikembalikan ke Paulohy tetapi dimakamkan di
suatu tempat di bawah tembok benteng Duurstede (onder
het placis van het fort Duurstede’’) 44. Maksudnya agar kelak
tidak timbul suatu kultus di antara penduduk Elpaputih menge-
nai Kakiayi.

Akibat yang kedua dari peperangan ini adalah diturunkan-
nya sejumlah tribe ke pesisir Elpaputih. Sebenarnya usaha ini
sudah dijalankan sejak tahun 1820—an. Beberapa di antara
tribe itu memang sudah mulai membangun negeri-negerinya
di pantai ketika itu. Tetapi usaha ini senantiasa dihalang-halangi
oleh Sahulau yang pernah bisa menandingi kekuasaan Kepala
Saniri di wilayah itu. Dengan dikalahkannya Sahulau pada ta-
hun 1858, dan dipindahkannya tribe ini ke pesisir pula, maka
penghalang itupun lenyap. Beberapa tahun kemudian sejumlah
pensiunan pegawai Hindia Belanda mencoba membuka per-
kebunan yang dalam tahun 1860—an makin meningkat jum-
lahnya.

VIII

Perlawanan di Paulohy antara 1836 — 1837 merupakan
kejadian yang menarik. Struktur ’hostile outburst™ seperti itu
kemudian banyak berulang, tidak saja di Paulohy tetapi hampir
di semua desa di wilayah Seram Barat. Terutama sejak pada
tahun 1862 sistem monopoli cengkeh di Ambon — Uliase di-
hapuskan, dan ditingkatkannya usaha-usaha membuka perke-
bunan swasta di pesisir Seram Barat. Perlawanan-perlawanan
sejak tahun 1860—an itu malah makin lama makin meningkat
intensitasnya sehingga banyak kemungkinan berubah menjadi
perlawanan yang bersifat normatif.

Tetapi sekalipun sejak tahun 1860—an bentuk-bentuk
collective-behavior di Seram Barat makin meningkat dalam jum-
lah dan intensitas, tetapi tidak satupun dari perlawanan-perla-
wanan itu yang mencakup keseluruhan Seram Barat. Malah
tidak ada yang mencakup satu aliran sungai” sekalipun.
Ini memang menimbulkan masalah untuk memilih salah
satunya dari perlawanan-perlawanan ini untuk mewakili yang
lainnya. Lebih-lebih lagi bila diingat bahwa perlawanan-perla-
wanan ini baru berakhir pada awal abad ke—20. 45

"Berbeda dengan hostile outburst” seperti di Paulohy,
peristiwa-peristiwa serupa yang terjadi sebelumnya mempunyai
struktur yang sedikit berlainan. Ini terutama nampak dalam
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peristiwa perselisihan antara Kairatu dan Kamariang (di daerah
Tala) antara 1821 sampai 1823 tetapi yang berkepanjangan
sampai 1928. Dalam hal ini pihak-pihak yang konflik adalah
pihak yang memihak pada Kepala Saniri (Kamariang) dan yang
menentangnya (Kairatu). Konflik diakhiri sama sekali dengan
dipecatnya Kepala Saniri pada tahun 1828 dan dikenakan
hukuman dibuang keluar Maluku. 46 Ini jelas menunjukkan
bahwa cleavage yang menimbulkan conduciveness berlainan
dengan struktur peristiwa Paulohy. Beberapa peristiwa lainnya
yang terjadi di Kamariang (1834), 47 kemudian sebelumnya di
Kaibobo (1822) 48 juga memperlihatkan bahwa kita harus
mencari cleavages lain yang sebenarnya memang ada di semua
desa (negeri) pesisir.

Keadaan di daerah Sopalewa sebelum tahun 1860—an
juga tidak jauh berbeda dengan konflik Kairatu—kamariang
(1823 — 1828). Di sanapun strukturnya berintikan keinginan
Kepala Saniri untuk mempertahankan kekuasaannya, 49 Malah
daerah yang sebelumnya sangat dipengaruhi Raja Jailolo sampai
tahun 1828 ini, 50 lebih resah dari pada daerah Tala (dan
daerah Eti). Salah satu masalah yang menonjol ~ di tahun-
tahun 1830--an adalah pertentangan Kepala Saniri dengan
penguasa-penguasa dari “Negeri Sembilan” (pesisir daerah ke-
empat di Seram Barat yang berpusat pada Sungai Uli). 51
Terutama yang diperebutkan adalah wilayah Maloan yang
terkenal karena ekspor berasnya serta perdagangan pada
umumnya. Mungkin sekali tidak termasuknya daerah ini dalam
struktur Saniri (Saniri Tiga Air) justru disebabkan karena
menonjolnya aspek perdagangan, sehingga aspek-aspek kultural
lain, seperti upacara inisiasi dan sikap anti unsur-unsur asing
yang melekat padanya, tidak bisa lagi bertumbuh di sini.

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa perlawan-
an-perlawanan di Seram Barat sejak tahun 1860—an mempunyai
struktur yang tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di
Paulohy. Di sini konflik utama adalah antara unsur-unsur
sosial-budaya yang asli dan yang asing, Kedua, sebelum tahun
1860—an struktur konflik sangat berbeda dan cleavages yang
menimbulkan konflik (conducivehess) harus dicari dalam
struktur sosial-budaya setempat.
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MEMBANGUN PRASARANA UNTUK MEMBANGUN
PENULISAN SEJARAH LOKAL DEMI INTEGRASI
NASIONAL

Sediono M.P. Tjondronegoro*

I. PENDAHULUAN

Raymond Aron,] seorang sejarawan Perancis terkenal
pernah menulis — bila diterjemahkan ke dalam bahasa Ing-
gris — sbb. : ‘ ‘

”In order to know what he is in history man must dis-
cover that he belongs to a collectivity which shares a his-
tory common to several collectivities. Society and its
history represents the environment in which each realizes
himslef, an environment inflicted upon him, and which
he judges.”

Dan ARON menarik kesimpulan bahwa Manusia sebenarnya
adalah subyek dalam sejarah tetapi juga turut menentukan
jalannya sejarah. pernyataan seperti dikutip di atas sengaja
kami pilih, oleh karena ahli sejarah Perancis yang terkenal itu
dengan jelas melihat kaitan antara manusia, masyarakat (col-
lectivities) dan sejarah. Dan dalam pada itu ARON menghayati
bahwa manusia dalam hidup bermasyarakat bukan saja dihadap-

kan dengan berbagai alternatif, tetapi harus bertindak dan
memilih di antara alternatif, sehingga hukum eksistensi inilah
yang membuat variasi dalam sejarah.

Manusia “mewujudkan diri dan kelompoknya” (self
realisation) dengan perbuatan-perbuatan seperti dikemukakan
di atas dan dalam artian itu dapat dikatakan membuat sejarah.

Masyarakat dan kebudayaan kita sebelum masa kemerde-
kaan telah mengalami penindasan dan tekanan-tekanan kekua-
saan sehingga mudah dibayangkan bahwa pilihan alternatif
pada masa penjajahan jauh lebih terbatas dibandingkan dengan
masyarakat yang hidup dalam kebebasan politik, ekonomi dan
sosial. Inilah merupakan salah satu keadaan terpenting yang
menghambat pertumbuhan sejarah lokal. Sejarah Nasional pun
tidak diberi kesempatan untuk berkembang oleh karena tentu
perkembangan seperti itu akan membahayakan sistem pen-
jajahan.

* Gurubesar Sosiologi pada Institut Pertanian Bogor.
1 Raymond Aron (1938), Introduction a la Philosophie se I’Histoire.
Edisi Inggris, hal. 319.
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Dalam prasaran pendek ini penulis tidak bermaksud
mendalami sejarah lokal atau membedakan antara penulisan
sejarah Nasional dan sejarah Lokal oleh karena penulis sendiri
bukanlah seorang sejarahwan, walaupun di bidang yang lebih
ditekuni, ialah sosiologi, ilmu sejarah sangat membantu dalam
memahami masalah dan menafsirkan keadaan.

Penulis lebih bermaksud mengupas masalah pengembangan
sarana dan prasarana untuk merangsang penulisan sejarah lokal
yang selama beberapa abad terakhir telah terbengkalai. Selanjut-
nya perlu difahami juga faktor-faktor apa yang diperlukan un-
tuk melakukan rekaman serjarah loka] yang berfaedah untuk
penulisan sejarah Nasional.

II. KESADARAN SEJARAH

Apabila kita artikan kesadaran sejarah sebagai suatu ke-
mampuan bangsa untuk mengenal (mengidentifikasi) diri dalam
pertumbuhan mengikuti krinolgi, maka mungkin memang
kesadaran seperti itu belum terlalu kuat. Satu sebab utama ialah
karena dalam beberapa abad yang telah silam kepulauan Indo-
nesia menjadi daerah jajahan bangsa asing, sehingga setiap
usaha mengidentifikasi diri sebagai bangsa mendapat tantangan
dari pihak penguasa asing secara systematis.

Akan tetapi di samping itu tampaknya juga ada kelemahan-
kelemahan tertentu yang melekat pada kebudayaan dan ma-
syarakat sukubangsa-sukubangsa di Indonesia, yaitu bahwasa-
nya kebiasaan merekam dalam bentuk tulisan yang dapat disim-
pan berabad-abad kurang meluas dan diterapkan. Akibatnya
ialah bahwa warisan sejarah lebih banyak ditururkan dari pada
diteruskan dalam bentuk buku. Juga sebelum zaman penjajahan
bangsa kita yang berada pada fase “’semi leteracy’ mengakibat-
kan miskinnya warisan sejarah tertulis kita, dari generasi yang
terdahulu kepada generasi yang berikutnya.

Pusat-pusat kerajaan kita dahulu benar meninggalkan
prasasti dan tulisan-tulisan di atas daun lontar, akan
tetapi pada umumnya terjemahan dan/atau transkripsi ke
dalam bahasa yang lebih dapat dijangkau oleh khalayak pem-
baca masih sangat kurang dilakukan.

Satu faktor penghambat lain dalam penyebaran luasan
sejarah adalah masyarakat feodal, yang - dimanapun juga —
lebih mementingkan perkembanganan kebudayaan, termasuk
kegiatan kaum sastrawan atau leterati di pusat kerajaan (Ne-
gara Agung).

Memang “’sejarah tutur” lebih khas untuk masyarakat pe-
tani, dan penyampaiannya dalam bentuk seperti ceritera rakyat
(legenda), pantun dan nyanyian sering sudah tercampur dengan
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perlambangan (sysmbolism) yang mencerminkan sikap dan
falsafah hidup.

Betapapun juga menarik dan indahnya bentuk-bentuk
demikian, sebenarnya fakta dan tafsiran sudah tercampur
baur sehingga pada dasarnya sudah berlawanan dengan cara-
cara penulisan sejarah yang “obyektif”.

Kesadaran yang timbul akibat perbauran fakta dan penaf-
siran tadi, disatu pihak melemahkan kesadaran akan waktu (kro-
nologi) dan dipihak lain perlambangan turut mencampuri citra
sesuatu kejadian faktual. Fakta semakin didesak oleh lambang
yang biasanya terlepas dari ’saat’ atau 'masa’ dalam pengertian
(dimensi) waktu, sedangkan untuk sejarah kronologi itulah
sangat penting. Suatu kejadian sejarah hanya dapat dipahami da-
lam kronologi tadi Analisa sejarah pada hakekatnya bertolak
dari fakta sebagaimana direkam dan dihayati secara kronologi.

Memang suatu fakta sejarah untuk berbagai lapisan masya-
rakat dapat difahami dan ditafsirkan berbeda, menurut pan-
dangan hidup masing-masing lapisan. Justru tugas sejarahwan
yang obyektif adalah memahami pola-pola penafsiran seperti itu
untuk dapat melakukan rekaman yang ’obyektif’, seyogyanya
tanpa bias kepada salah satu lapisan.

Demikian sebenarnya cara penulisan sejarah obyektif
menggambarkan peranan yang dimainkan berbagai kelompok
masyarakat sehingga pendekatan seperti ini lebih erat kaitannya
dengan sejarah sosial. Untuk ilmu sosiologi sejarah dalam per-
spektif demikianlah yang sangat membantu dan berfaedah, jus-
tru karena manusia mempunyai naluri hidup dalam kelompok
(collectivity).

Ini tidak berarti bahwa pendekatan sejarah lain tidak ada.
Sebaliknya tampaknya sejarah ’cara mempelajari sejarah’ yang
dikenal adalah justru berdasarkan mengkisahkan tokoh-tokoh
dan peribadi-peribadi yang sebagai individu memainkan peranan
yang menonjol. Sejarah kaisar-kaisar dan raja-raja sebagai
penguasa dengan segala keanehan masing-masing jauh lebih
banyak mengisi halaman-halaman dalam buku sejarah dunia dari
pada ’sejarah rakyat’, ’sejarah kelompok’ dan sebagainya.

Bahan dasar untuk penulisan sejarah tokoh-tokoh relatif
lebih mudah diperoleh, bahkan tidak jarang sastrawan yang
merekam kehidupan tokoh-tokoh diberi imbalan untuk pekerja-
annya, sehingga perhatiannya adalah ’sentris’ pada tokoh terse-
but. Biografi atau otobiografi merupakan sumber yang umum
dimanfaatkan dalam pendekatan ini.

Kesadaran sejarah lebih dapat dipupuk dengan sejarah
tokoh-tokoh yang mengabdi pada rakyat dan negaranya; tokoh
seperti itu dapat dilihat sebagai eksponen dari pada kelompok
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yang lebih besar. Sejarah yang mempelajari tokoh dalam segi-
segi kepribadiannya mungkin semakin kurang penting apabila
kita ingin mengembangkan sejarah lokal.

Karena pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat di-
tarik kesimpulan bahwa sejarah lokal yang ingin kita kembang-
kan mungkin lebih dekat kepada sejarah sosial dari pada kepada
sejarah tokoh-tokoh dan kepribadian mereka semata-mata.

III. REKAMAN SEJARAH

Dari pokok-pokok pengarahan yang diberikan oleh Panitia
Pengarah Seminar ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran
akan perlunya sejarah sosial sudah lebih menonjol. Misalnya
sub-thema yang disarankan hampir semua mengandung segi ke-
masyarakatan sebagai yang kami kemukakan : (a) stratifikasi
sosial dan pola kepemimpinan lokal; (b) dinamika masyarakat
pedesaan; (c) pendidikan sebagai faktor dinamisasi sosial, dan
(d) komunikasi antar daerah antar suku bangsa dan pembauran.

Agaknya peranan tokoh-tokoh dalam masyarakat kecil
(community) dan besar (society) sudah cukup diperhatikan
sejarahwan dan direkam tanpa ada rangsangan yang khusus.
Memang rekaman sejarah dalam masyarakat feodal lebih cen-
derung berpusat pada penguasa. Jasa-jasa kaum sastrawan dan
literati yang merekam biografi penguasa lebih dirasakan di pu-
sat-pusat kerajaan dahulu kala.

Merekam sejarah dengan berpijak pada kebutuhan dan ke-
pentingan rakyat banyak memang merupakan pendekatan yang
lebih mutakhir, dan tidak mengherankan apabila di negara kita
kekurangan inilah yang sangat dirasakan setelah bangsa kita di-
jajah selama beberapa abad.

Selama rekaman dilakukan oleh penulis-penulis di pusat
juga terdapat bias penafsiran ke pusat. Bahkan kadang-kadang
orang asing yang berasal dari luar lingkungan kebudayaan sen-
diri lebih mampu menulis dan menafsirkan secara obyektif.

Di kepulauan Nusantara kita dahulu kala kelihatannya juga
tidak dikenal pusat-pusat kaum literati lain di luar pusat keraja-
an yang merekam sejarah dengan pandangan yang "bukan pusat’
Seperti di benua Eropah misalnya dalam abad pertengahan di-
kenal biara-biara sebagai pusat penampungan dan pemeliharaan
ilmu. Bahkan kebiasaan merekam beberapa jenis statistik, mi-
salnya registrasi kelahiran dan kematian, dilakukan oleh biara-
wan-biarawan sehingga mereka mengetahui apa yang terjadi di
lingkungan masyarakat biasa. Tradisi asing ini juga dikenal di
Indonesia, dan sampai sekarang missie atau zending masih be-
kerja di daerah-daerah yang relatif terpencil (Irian Jaya, Flores,
Timor Timur dan sebagainya).
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Mereka karena itu mengetahui keadaan setempat lebih baik
dari pada penguasa-penguasa di daerah yang berpusat di kota
kecil. Di kalangan sementara birokrasi asing pada zaman penja-
jahan telah timbul kebiasaan juga untuk menulis sejarah setem-
pat, sebagai pelengkap laporan-laporan dinas yang harus ditulis
oleh pamong tersebut. Mereka umumnya sudah diberi latihan di
lingkungan universitas sebelum dikirim ke Hindia Belanda.

Kebiasaan seperti itu masih kurang tampak di kalangan
birokkrasi kita setelah zaman kemerdekaan, dan mungkin me-
mang latar belakang banyak penguasa daerah dewasa ini tidak
mengandung kepekaan untuk merekam sejarah di lingkungan
mereka melakukan tugas.

Sejarah lokal yang berniat merekam ’sejarah sosial’ daerah
sebagai mana dikemukakan dalam empat sub-thema di atas
memang membutuhkan lebih banyak latihan dari pada yang di-
miliki rata-rata birokrat di daerah sekarang. Berarti sementara
ini bukan merekalah yang dapat diandalkan sebagai perekam
sejarah lokal. ,

IV. PENGEMBANGAN SARANA.

Dapat dipertanyakan siapakah yang dapat diserahi pere-
kam sejarah lokal yang tidak mempunyai bias yang terlalu kuat
pada penguasa semata-mata?

Jawabannya rasanya tidak terlalu sukar, dan perlu kita cari
di dalam gugus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lain
dari pada zaman penjajahan sekarang kita telah memiliki guru-
guru sekolah lanjutan yang tersebar jauh dari pusat dan pemi-
nat-peminat terhadap sejarah, guru-guru sejarah di kalangan
guru tingkatan itulah yang tampaknya paling dekat dengan
’perekam sejarah’ lokal yang kami bayangkan. Kedudukan sosial
mereka sedikit di ’ketepian’ tidak sepenuhnya mempunyai bias
ke pusat, dan cukup hidup di tengah-tengah masyarakat untuk
dapat menghayati kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak.

Pengembangan sarana seperti dikemukakan di atas mung-
kin juga tidak dapat dilakukan sekaligus dan serentak, tetapi
harus secara bertahap mengingat dana dan sarana serta tenaga
pelatih yang terbatas. Apabila pada tingkat Kabupaten belum
dapat dimulai menyiapkan perekam-perekam sejarah di kalang-
an guru sekolah lanjutan mungkin dapat dimulai di tingkat
propinsi. Dari masa ke masa pengertian 'lokal’ (yang kami arti-
kan sebagai tingkat sub—Nasional) masih dapat diperinci se-
hingga akhirnya memang dapat menjangkau daerah pedesaan.

21



Pada tahun 1960—an beberapa Propinsi telah mulai dengan
menulis monografi daerah dan itu sebagai pangkal tolak — wa-
laupun belum dapat disamakan dengan penulisan sejarah lokal —
sudah merupakan usaha awal yang perlu di sokong.

Beberapa Propinsi di wilayah Indonesia yang mempunyai
latar belakang sejarah yang agak menentukan dalam pertum-
buhan bangsa dan budaya kita mungkin dapat didahulukan
dan diberi prioritas yang lebih tinggi dari pada Propinsi laini
yang mungkin sekarang mempunyai bobot ekonomi yang besar
tetapi dalam artian integrasi sosial (kesadaran nilai dan budaya
etc) kurang artinya.

Usaha ini sedikit mengingatkan kita pada kebutuhan
angkatan bersenjata Amerika Serikat dalam perang dunia kedua
untuk mengerti masyarakat-masyarakat kecil di daerah Pasifik,
akhirnya turut merangsang diadakannya studi-studi anthropo-
logi. Seri Human Relations Area Files merupakan sumber
rekaman yang kaya dan sangat menambah pada pengetahuan
mengenai kebudayaan dan masyarakat yang tergolong sederhana
dan belum mempunyai landasan industri.

Sudah dijelaskan bahwa salah satu tugas penting ilmu
sejarah adalah menemukan kebenaran, dan sejarah masyarakat
manusia memerlukan kesadaran akan kepentingan masa silam
sebagai subyek studi untuk lebih dapat menghayati "’self realiza-
tion” manusia pada zamannya. Perilaku manusia dan fungsi
kebudayaan kontemporer lebih dapat kita mengerti setelah
menyelami masa yang silam itu. Justru, karena menurut Ray-
mond Aroon, sejarah tidak beranggapan bahwa garis tradisi
diwariskan secara linear dan bahwasanya masyarakat manusia
dapat mengadakan ’pilihan’ antara beberapa alternatif merekam
sejarah sangat bermanfaat untuk mengikuti liku-liku pertum-
buhan masyarakat dalam berbagai aspeknya.

Untuk lebih merangsang penulisan sejarah lokal dapat di-
selenggarakan lomba penulisan sejarah di tingkat Nasional.
Berbagai museum yang sudah ada dapat diberi subsidi untuk
memelihara dan mengembangkan koleksi, terutama buku
dan dokumen tertulis lain. Lambat laun penulisan sejarah
regional berdasarkan tulisan sejarah lokal dapat diseminarkan
untuk menemukan titik-titik temu secara obyektif. Dalam
hal ini ada pra anggapan bahwa sejarah Nasional dan sejarah
Lokal dapat ditulis secara simultan sambil mengadakan saling
penyesuaian melalui dialog yang obyektif dan konstruktif.

Semakin sejarah lokal dapat diercepat penulisannya se-
makin cepat pula penulisan sejarah Nasional dapat diberi umpan
balik. Akan tetapi di samping itu sejarah lokal juga mempunyai
kehidupan sendiri dan sesuai dengan lambang negara kita
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BHINEKA TUNGGAL IKA kehidupan itu harus dihormati.
Proses ini perlu dirangsang dan adakalanya dialog akan meng-
alami saat-saat kritis akibat perbedaan tafsiran. Namun demi-
kian dialog ini sendiri mengandung kekayaan sejarah yang tak
terhingga, sambil merangsang generasi-generasi berikut untuk
menghormati proses mencari kebenaran melalui sejarah yang
direkam pada tingkat Nasional maupun Lokal.

V.KESIMPULAN .
— Sebagai telah digariskan oleh Panitia dalam penentuan
sub thema dapat disetujui bahwa dalam penulisan sejarah
lokal tekanan diberikan kepada ’sejarah sosial’,

— Dalam membangun sarana untuk rekaman sejarah lokal
setyogyanya prioritas diberikan kepada guru-guru sekolah
lannjutan yang mengajar sejarah,

— Kepada mereka dapat diberikan latihan-latihan khusus
untuk mencari format penulisan yang dapat diterapkan
dalam kurun waktu tertentu,

— Penulisan sejarah Lokal pada tingkat sub—Nasional dapat
dimulai pada tingkat Propinsi atau Kabupaten, tergantung
dari pada potensi tenaga yang tersedia,

— Dalam memilih Propinsi/Kabupaten kriterium ’sumbangan
kepada kebudayaan bangsa” dapat dipakai sebagai salah
satu tolok ukur atau Kriterium,

— Tenaga-tenaga yang merckam sejarah dapat diberi rang-
sangan melalui lokakarya dan perlombaan berhadiah,

~— Dialog antara tingkat Nasional dan Lokal perlu dipelihara
untuk mencapai kebenaran dan tingkat kejujuran yang
tinggi dalam merekam sejarah.
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bebasan untuk memilih tempat tinggal baru. 13)

Contoh lain, perpindahan menurut kemauannya sendiri
dapat ditunjukkan pada petani yang mengalami kekurangan
air pada musim kemarau. Sebenarnya keperluan air bukan
hanya menyangkut dirinya. tetapi yang lebih penting adalah
untuk ternaknya. Kerbau, sapi, dan kambing merupakan satu-
satunya kekayaan petani yang mudah dibawa berpindah. Ternak
dan pemiliknya merupakan kesatuan. Perhitungan mengenai
cacah, sebenarnya bukan hanya jumlah tenaga laki-laki dewasa
yang kuat bekerja tetapi termasuk anggota keluarga lain yang
dapat membantu dan juga sepasang atau dua pasang kerbau
atau sapi yang mempercepat proses penggarapan sawah. Per-
pindahan disertai ternaknya secara musiman terjadi di daerah
yang kurang air, misalnya di Distrik Wonogiri, Baturetno,
Setelah datang musim hujan mereka kembali ke desa asal-
nya. 14)

Di daerah onderneming penggunaan hewan sebagai tenaga
angkut sudah tidak asing lagi. Terutama di tebon, kerbau
dan sapi mempunyai saham besar pada musim tebang, meng-
angkut tebu yang sudah ditebang dari sawah ke npenggilingan-
penggilingan. Sebagai tenaga angkut biasa, sebagai penarik
gerobag atau kereta juga tak kalah pentingnya, kerbau, sapi
atau kuda sudah lama berperan membantu pemiliknya menjadi
dinamis. Di sawah-sawah yangjauh dari desanya, hewan-hewan
itu diajak menginap sampai berbulan-bulan. Di koplakan,
mereka diajak menunggu muatan dan mengangkutnya sekaligus
sampai berminggu-minggu, baru kemudian pulang ke desanya.
Demikian pula di hutan jati di daerah Sukowati banyak memer-
lukan hewan pengangkut yang pelaksanaannya di bawah peng
awasan priyayi blandong. 15).

Sudah disinggung di muka bahwa yang menyebabkan
makin dinamisnya wong cilik terutama adanya tekanan dari
luar yaitu setelah onderneming menggantikan kedudukan para
patuh, sehingga hak-haknya yang semula diterima oleh patuh
kemudian digantikan oleh ondermeming. Berbagai jenis pajak,
baik berupa uang, tenaga kerja dan pundhutan yang berlebihan
menjadikan beban berat bagi wong cilik. Cara-cara yang lazim
untuk menghindarinya adalah minggat, meninggalkan desanya
sekaligus melepaskan diri dari pajak, Tentu saja desa-desa
lain tidak mau menerima karena sudah diketahui bahwa orang
itu mbangkang, menolak kewajibannya sebagai kuli. Orang-
orang semacam ini tidak mempunyai tempat tinggal tetap
sehingga mereka disebut wong anginan. Biasanya mereka hidup
dengan cara yang tidak legal, bergabung dengan para bajing-
an dan benggol-benggolnya. 16)

Para pembangkang pajak ternyata lebih reaktif menghadapi
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DARI SUBSISTENSI KE PERDAGANGAN
DESA PANTAI MARIBAYA : 1950 — 1978

A .M. Djuliati Suroyo
Pengantar

Tulisan ini merupakan hasil penelitian awal sejarah pedesa-
an masa kini. Sebagai penelitian awal baru dapat mengungkap-
kan secara deskriptif perkembangan suatu desa pantai, dengan
terutama menyoroti satu aspek saja, yaitu aspek sosial ekono-
mis.

Dengan menonjolkan aspek sosial ekonomis ini kami men-
coba menampilkan dinamika masyarakat pedesaan, dalam meng-
hadapi alam yang harus mereka taklukkan dan manfaatkan,
untuk mempertahankan hidup mereka. Dinamika ini menam-
pakkan diri pada ketajaman mereka untuk memilih alternatif-
alternatif dari berbagai usaha, baik usaha tani maupun usaha
non tani, yang dapat menguntungkan, atau yang terjangkau oleh
kemampuan modal mereka. Bahwa orang-orang desa mempu-
nyai kepekaan akan permintaan pasar yang sedang banyak di-
cari. Bahwa mereka dapat mencoba usaha baru yang memberi
harapan, atau menghentikan usaha lama yang merugikan. Bahwa
mereka cukup hati-hati dan penuh perhitungan untuk meman-
faatkan fasilitas atau kesempatan yang diberikan pemerintah.
Mereka terbuka dengan pengaruh luar, namun juga mempunyai
kepribadian untuk mempertahankan lingkungan dan milik
masyarakat mereka yang dipandang baik.

Desa yang dipilih untuk penelitian adalah desa yang sepin-
tas lalu sangat biasa. Tiada sesuatu yang menonjol di bidang so-
sial budaya, misalnya mempunyai tradisi wayang atau ketoprak
yang mendalam, atau kesenian Islam yang tinggi. Tidak pula
menonjol di bidang sosial politik, misalnya pernah menjadi
pusat gerakan tertentu atau pusat suatu pemberontakan. Bah-
kan juga tidak sebagai pusat kegiatan ekonomi yang menon-
jol seperti pusat kerajinan tangan, batik atau pelabuhan nelayan
sekalipun. Namun dari tipe desa yang tidak istimewa ini ter-
nyata mengandung dinamika kehidupan yang cukup unik,
bagaimana mereka menanggapi tantangan alam, faktor-faktor
yang mempengaruhi, serta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Desa Maribaya juga menunjukkan salah satu tipe desa pan-
tai, yaitu desa yang berbatasan dengan pantai, atau yang di-
pengaruhi ekologi pantai. Anggapan umum bahwa desa di pantai
adalah desa nelayan ternyata tidak seluruhnya benar. Justru
sebagian besar desa di pantai adalah desa tambak, kemudian
desa nelayan, dan desa pertanian menempati jumlah terkecil.!
Desa Maribaya merupakan desa pertanian, meskipun terdapat
sedikit pertambakan.
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sepikul beras, 5 — 15sen untuk setiap potong kain. Pasar-pasar
seperti Jatinom, Jurangjero, Somopuro dan Pedan misalnya,
karena sukar dicapai, di situ harga penjualan menjadi lebih
tinggi. 7)

Pengangkutan barang dagangan dilakukan dengan nyunggi,
mikul, nggendong untuk barang-barang dagangan yang beratnya
kurang dari 60 kg, tetapi yang lebih dengan menggunakan
gerobag atau diangkut kuda. Jarak tempuh biasanya sekitar
3 hari perjalanan, misalnya pedagang garam dari Kuwu, Grobog-
an menjual garamnya ke daerah Sragen, Wonogiri atau Klaten.
Mereka setiap hari hanya dapat menempuh jarak sekitar 20 km,
sehingga setiap malam mereka menginap di koplakan. Tempat
ini adalah untuk menginap pedagang danjuga untuk mengganti-
kan kuli pengangkut; biasanya letaknya di perbatasan, misal-
nya di Prambanan, Jatinom, Kedungbanteng, dll. Kalau garam
atau beras dijual ke daerah Yogyakarta maka kembalinya,
pedagang itu membawa minyak kelapa, gula kelapa dll. 8)

- Jalan-jalan besar yang digunakan untuk pengangkutan
barang ke arah Yogyakarta dan Semarang terdapat pusat-
pusat perbengkelan untuk memperbaiki kereta atau gerobag.
Desa Karangwuni dan Ngawonggo, di jalur jalan besar yang
menuju Yogyakarta menjadi bengkel besar. Dua desa ini meng
hubungkan arah utara — selatan sehingga di sini menjadi per
temuan dan penggantian alat pengangkut. Sunggingan, Boyolali
di jalan menuju Semarang menjadi koplakan dan sekaligus
sebagai bengkel.

Perkembangan orderneming tebu dan pengolahannya me-
merlukan banyak tenaga kerja. Munculnya kerja glidigan (dag-
loon) mengundang petani melepaskan sawah garapannya dan
menjadi kuli-kuli patrik gula. Demikian pula perluasan tanaman
kopi memerlukan tenaga kerja banyak, bukan saja tenaga laki-
laki yang terlibat tetapi juga wanita dan anak-anak. Pada waktu-
waktu musim tebang tebu dan petik kopi desa menjadi sepi,
semua nya memburu uang harian di tebon dan kopen. Pada
tahun 1875 kuli harian mendapat upah 24 — 40 sen/hari, wanita
dan anak-anak 15 sen dan tukang-tukang antara 25 — 100
sen. 9) Pada 1887, masih dalam periode depresi pertanian,
upah lebih rendah daripada 1875, tetapi kuli-kuli itu mendapat
sedikit candu dan makan. 10) Selain itu mendapatkan uang
dari hasil pembuatan keranjang, anyaman daun kelapa, penjual-
an pupuk kandang, dll.

Oleh karena peredaran uang sudah sampai ke desa-desa,
maka orangorang Cina menyerbu ke desa dengan maksud
menyerap kembali uang yang masuk desa.

Desa-desa menjadi sasaran orang Cina. Mereka menjajakan
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cantik itu. Kasan menjawab bahwa itu ibunya.
Bajak laut dengan golok saktinya menyuruh pohon
kelapa meliukkan batangnya ke bawah untuk dipe-
tik buahnya. Dan benar batang kelapa tersebut
meliuk ke bawah. Kasan memetik kelapa muda dan
diberikan kepada 39 orang bajak laut. Ternyata ke
39 orang tersebut mati setelah meminum air kelapa
muda. Seorang yang belum meminumnya mohon
ampun kepada Empu Kasan agar diselamatkan.
Kasan memperbolehkan ia berlayar. Tetapi pera-
hunya kemudian dihempaskan ombak kembali ke
pantai, namun ia selamat. Tempat tersebut kemu-
dian diberi nama Maribaya, lepas dari bahaya.

Terlepas dari benar tidaknya legenda asal usul
nama desa tersebut, dapatlah disimpulkan beberapa
hal penting. Di satu pihak, desa ini ternyata mem-
punyai tradisi lokal yang kuat, di mana para tokoh
berasal dari desa sekitar, bukan dari utusan suatu
kerajaan besar di luar desa (versi I). Hal ini menun-
jukkan identitas desa sebagai suatu kesatuan
masyarakat yang mandiri. Di pihak lain, dalam
versi II, nampak adanya hubungan dengan pusat
kekuasaan yang lebih besar, pusat kebudayaan be-
sar, yaitu Majapahit, dalam bentuk senjata pusaka
yang diberikan kepada Empu Kasan hingga ia men-
jadi lebih sakti. Dengan demikian desa juga mem-
punyai hubungan dengan kekuasaan yang lebih
besar atau dengan peradaban besar. Redfield
menganalisa hubungan ini dari segi interaksi kebu-
dayaan. Bahwa kebudayaan masyarakat tani, atau
masyarakat desa di sini, suatu masyarakat asli yang
akrab dengan alam, disebut dengan istilah ’kebu-
dayaan kecil” (Little Tradition), selalu mengada-
kan interaksi dengan “kebudayaan besar’’ (Great
Tradition) dari suatu pusat kerajaan atau agama
besar, dan mengadakan akulturasi, hingga tercipta-
lah tradisi agama di desa-desa, atau kesenian kraton
seperti gamelan yang digemari di desa.2 Konsep
hubungan masyarakat petani dengan kekuasaan
politik yang lebih besar lebih lanjut dijelaskan oleh
Wolff dari segi hubungan struktural. Bahwa suatu
masyarakat petani (di Jawa dapat disamakan
dengan desa) selalu merupakan bagian dari masya-
rakat yang lebih besar dan mempunyai kedudukan
di bawah dari kekuasaan negara, di mana kekuasa-
an tersebut dapat menuntut berbagai hal, misalnya
pajak.3 Namun teori ke dua antropolog tersebut
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perlu dikaji dengan fakta sejarah. Apabila kita
menerima teori bahwa tradisi desa sebagai “tradisi
kecil”, maka akulturasi dengan “tradisi besar’’ akan
sangat tergantung kepada tanggapan masyarakat
desa itu sendiri. Masyarakat desa Maribaya tidak
menampakkan pengaruh yang kuat, baik dari kebu-
dayaan kraton, maupun kebudayaan Islam yang
mendalam. Mungkinkah hal itu disebabkan letak-
nya yang jauh dari pusat kerajaan besar seperti
Demak atau Mataram? Demikian pula ceritera
mengenai hubungan pusat dan desa, seperti tercer-
min pada penyerahan senjata sakti dari Majapahit
kepada Empu Kasan (versi II), tidak pula mengaki-
batkan hubungan sub ordinasi yang nyata. Kiranya
ceritera tersebut lebih untuk memperoleh karisma
dari kebesaran Majapahit, guna mempertinggi ke-
dudukan dan wibawa tokoh lokal. Meskipun kewa-
jiban membayar pajak, tenaga kerja dan upeti dari
desa-desa kepada raja di sebagian besar daerah di
Indonesia menunjukkan kebenaran teori Wolff. Hal
lain dari legenda tersebut adalah bahwa persaingan,
pertentangan dan peperangan antara tokoh-tokoh
desa dapat terjadi, baik pada jaman dahulu, mau-
pun waktu-waktu kemudian. Hal ini lebih me-
nguatkan pendapat, bahwa desa bukanlah tempat
yang selalu tenteram, aman, rukun dan tidak
berubah, melainkan banyak juga persaingan, per-
selisi“han, dan perubahan seperti masyarakat lain-
nya.

Perkembangan Wilayah dan Migrasi Penduduk.

Bilamana desa Maribaya didirikan, tak seorangpun menge-
tahuinya. Yang sudah jelas, nama desa ini telah tercantum da-
lam laporan kolonial mengenai pemilikan tanah dan kerjawajib
negara pada tahun 1888.5 Pada jaman Belanda desa Maribaya
masih terdiri dari 2 desa, yaitu desa Maribaya di sebelah Timur
dan Desa Pengasinan di sebelah Barat. Kira-kira tahun 1930
Desa Pengasinan digabungkan pada Desa Maribaya. Penggabung-
an tersebut akibat persengketaan ke dua orang Lurah dari kedua
desa tersebut mengenai tanah bengkok (tanah jabatan pengganti
gaji). Tanah bengkok lurah Pengasinan sebagian terletak di desa
Maribaya, tetapi lurah Maribaya tidak mengakuinya. Hal ini
menjadi sengketa yang berlarut-larut. Pemerintah Kolonial
akhirnya memutuskan penggabungan kedua desa. Karena Desa
Pengasinan yang jauh lebihkecil, ialah yang digabungkan ke da-
lam Desa Maribaya. Dengan demikian hanya ada seorang kepala
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desa atau lurah, dengan tanah bengkok yang cukup besar.6
Apakah dengan tindakan ini konflik berakhir, tidaklah jelas.
Sejak itu tidak terjadi perubahan batas wilayah desa.

Migrasi penduduk rupanya terjadi sejak jaman dahulu.
Migrasi alamiah terjadi akibat komunikasi antar desa. Seseorang
bermukim di desa tetangganya karena perkawinan, atau karena
mendapat pekerjaan di desa tersebut, atau karena alasan pribadi
ia lebih baik pindah ke desa lain. Namun sekali-sekali terjadi
juga gelombang migrasi yang agak besar dari luar desa ke Desa
Maribaya. Setelah penggabungan desa tahun 1930, pemah ter-
jadi perpindahan penduduk dari Kali Prahi (daerah Pemalang)
ke Maribaya. Sebab perpindahan tidak jelas. Pada waktu itu
masih tersedia tanah kosong yang belum diolah, hingga para
pendatang dapat mengerjakan tanah tersebut untuk nafkahnya.
Gelombang ke dua perpindahan penduduk terjadi sekitar tahun
enam puluhan, ketika mulai ditanam melati sebagai tanaman
perdagangan. Usaha ini menarik buruh-buruh tani untuk bekerja
di kebun melati, juga buruh tani dari luar desa. Banyak dari
mereka kemudian bermukim di Maribaya karena perkawinan,
dan mengusahakan juga tanaman melati kecil-kecilan, bila
punya tanah. Usaha melati yang makin baik sampai saat peneli-
tian dibuat (1979) menarik buruh-buruh tani ke desa ini yang
merupakan migrasi musiman.

Selain gerakan dari luar desa ke desa terjadi pula perpin-
dahan penduduk dari desa ke luar desa. Misalnya terjadi ketika
masa paceklik panjang sekitar tahun 1955 dan 1963. Berapa
jumlah yang pergi tidak diketahui. Tidak jelas pula apakah
mereka pindah untuk seterusnya, atau untuk sementara sampai
pertanian kembali menjadi baik. Juga migrasi musiman ke kota
pada waktu tidak banyak kerja pertanian tidak diketahui jum-
lahnya. Menurut kesan orang di desa jumlahnya tidak banyak,
karena hanya 12 km dari kota besar (Tegal) dengan transportasi
yang sangat mudah.

Pada tahun 1978 jumlah penduduk Maribaya adalah 2.603
orang, dengan luas desa 319,142 Ha, atau mencapai kepadatan
penduduk 816/km?2.

Secara singkat perkembangan penduduk Maribaya dipeng-
aruhi faktor alamiah (pertumbuhan karena bertambahnya anak
dan perkawinan) maupun karena faktor ekonomis, dengan ka-
dar yang lebih kecil. :
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Perkembangan Sosial Ekonomi : 1950 — 1978.

Seperti telah di singgung sebelumnya, Maribaya tidak ber-
peranan dalam peristiwa sejarah di bidang politik baik tingkat
nasional, daerah maupun tingkat lokal. Demikian pula peranan-
nya di bidang sosial budaya. Lain halnya dengan bidang sosial
ekonomi. Bidang ini mencakup usaha-usaha manusia untuk
mempertahankan hidupnya yang dihadapi setiap hari, serta
memelihara kehidupan bermasyarakat dengan orang-orang lain.
Kondisi masyarakat dan lingkungan dapat sangat berbeda,
sehingga menghasilkan perkembangan yang berbeda pula antara
daerah yang satu denganyang lain. Dinamika masyarakat akan
nampak dalam bagaimana mereka memilih atau menciptakan
alternatif-alternatif dalam kondisi tertentu. Bagaimana mereka
menerima hal-hal baru yang baik dan menguntungkan, atau
menolak hal-hal yang merugikan atau bertentangan dengan ke-
adilan atau moralitas mereka.

Desa Maribaya terletak 12 km di sebelah Timur kota Tegal,
ditepi jalan raya Jakarta — Semarang yang padat lalu lintas.
Desa ini merupakan desa pantai, dari tipe desa pertanian, yaitu
sebagian besar penduduknya mendapatkan nafkahnya dari per-
tanian, Sejak dahulu desa ini tak pernah menjadi pelabuhan
nelayan, penduduknyapun tak pernah menjadi nelayan. Mung-
kin hal ini berhubungan erat dengan ekologi daerah Maribaya.
Adanya dua sungai di batas Timur dan Barat yang bermuara di
pantai menimbulkan endapan lumpur yang terus menerus, mem-
bentuk daratan baru yang kurang cocok untuk pendaratan
perahu. Tanah desa bagian Utara yang terjadi dari endapan lum-
pur berair payau (campuran air asin dan air tawar), baik untuk
usaha tambak atau pertanian bukan padi. Sedang tanah sebelah
Selatan jalan raya, meliputi areal terbesar sangat baik untuk per-
tanian, karena berair tawar. Dari kondisi ekologis ini rakyat
banyak mengusahakan pertanian dan pcrtambakan, dan perkem-
bangan di bidang ini paling menonjol. Baru kemudian tumbuh
usaha lain. seperti yang akan diuraikan berikut ini.

a. Perkembangan pertanian dan pertambakan.

Sebelum tahun 1950 an petani Maribaya bertani padi
dan palawija, kacang tunggak dan cabai, serta bawang
merah. Saluran tersier yang telah dibangun pada jaman
Belanda mengairi 91 Ha sawah, sedang 32 Ha sawah
mendapat air dari irigasi % teknis (sawah tadah hujan).
Hasil panen selain untuk mencukupi kebutuhan sendiri
dijual lewat tengkulak-tengkulak yang datang ke desa.
Dengan demikian para petani telah memproduksi tanam-
an untuk pasar, meskipun merupakan kelebihan dari
yang dikonsumsi, atau karena memerlukan uang kontan
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untuk membeli kebutuhan yang lain. Pertanian waktu
itu masih terbatas pada pertanian subsistensi.

Setelah tahun 1950 petani mulai melihat kemungkin-
an pengembangan usaha lain, yaitu pertambakan. Ke-
mungkinan mereka mencontoh desa-desa tetangganya,
misalnya di Kecamatan Losari, di mana tambak sudah
diusahakan sekitar tahun 1940-an, dengan menggunakan
jenis tanah yang sama, yaitu tanah endapan lumpur yang
telah mengeras. Terutama juga mereka mendapat do-
rongan dengan adanya tambak percontohan yang diusa-
hakan Dinas Perikanan Kodya Tegal pada tahun 1954 di
Maribaya. Karena usaha tambak memerlukan inventasi
modal yang besar, maka terbatas kepada beberapa pe-
tani yang mampu saja. Di Maribaya hanya 6 orang pe-
tambak dari sejumlah 565 keluarga. (1978). Usaha tam-
bak bandeng menanambah pendapatan petani, karena
ikan bandeng sangat laku di pasar di kota-kota. Namun
usaha ini mengandung risiko besar, karena tingginya
mortalitas bibit bandeng (nener), disamping panen ban-
deng jauh lebih lama dari pada panen padi (bandeng se-
telah 6—8 bulan, sedang padi unggul 3 — 4 bulan). Maka
meskipun sampai saat ini petani tambak masih terus
mengusahakan tambak bandeng, namun usaha mereka
tidak meningkat atau meluas di desa ini. Disamping
karena faktor alam, produksi bandeng di sini lebih kecil
daripada di desa-desa lain.

Perkembangan di bidang pertanian sangat baik setelah
tahun 1966 setelah pemerintah mengusahakan pening-
katan produksi pangan melalui Pelita I, II dan III. Hal
ini terjadi pula di Maribaya. Para petani yang semula
memakai bibit lokal seperti osog, andel, cempa, dapat

anen 2 kali setahun, kini memakai bibit unggul seperti
R 36 dan IR 28 dapat menanam 3 kali setahun, karena
penanaman padi sampai panen hanya 3 bulan 4 bulan
dengan pembibitan padi. Meskipun dalam kenyataan ha-
nya 2 kali menanam dalam setahun, karena tanah harus
diistirahatkan. Meskipun beaya menjadi tinggi karena
ditambah pupuk dan obat hama, namun hasil yang di-
reroleh dapat 3 kali lipat daripada bibit yang lama.
Hal yang menarik adalah bahwa petani cukup hati-hati
untuk mengambil kesempatan kredit BIMAS. Setelah
mendapat pengalaman yang pahit, misalnya bibit dan
puluk datang sangat terlambat, sebagian petani tidak lagi
mengikuti BIMAS, melainkan mengusahakn sendiri
bibit dan pupuk serta obat hama. Dengan demikian
mereka mengambil alih teknologi padi tanpa harus ter-
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ikat kepada hal-hal yang bisa merugikan. Tentu saja ini
hanya dapat dilakukan oleh petani kaya yang dapat
membeayai sendiri pengelolaan sawahnya.

hal-hal yang bisa merugikan. Tentu saja ini hanya dapat
dilakukan oleh petani kaya yang dapat membeayai sen-
diri pengelolaan sawahnya.

Pada tahun 1966 petani Maribaya mengembangkan
tanaman perdagangan secara besar-besaran, yaitu melati.
Bunga melati yang belum mekar dipergunakan untuk
campuran teh konsumsi dalam negeri, yang banyak di-
perlukan pabrik-pabrik teh di Jawa Tengah. Konsumsi
teh yang makin naik di dalam negeri membutuhkan
banyak bunga melati. Ternyata dengan pupuk buatan
(urea) yang cukup, pohon melati dapat terus menerus
berbunga lebat. Tanaman melati merupakan tanaman
keras (perrenial crop) yang mudah pemeliharaannya. Ti-
dak perlu banyak air, tahan hujan, tahan air payau, dan
cocok dengan tanah pasir bercampur tanah liat seperti
banyak terdapat di Maribaya dan tanah pesisir Utara
Jawa. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh
para petani. Tanaman yang telah ada sejak awal tahun
lima puluhan ini dipacu oleh beberapa petani kaya
dengan perluasan kebun, terutama tanah kering diman-
faatkan, penggunaan pupuk dan obat hama, penanaman
bibit melati unggul. Setelah mulai berbunga (setelah 8
bulan), melati dapat berbunga setiap hari, hingga dapat
memberikan pendapatan setiap hari. Usaha baru ini se-
gera diikuti oleh petani-petani lain, kaya maupun mis-
kin, hingga petani melati melebihi jumlah petani padi,
meskipun untuk petani kecil sifatnya sebagai tanaman
sampingan , yang dapat menambah sedikit uang setiap
hari. Usaha melati mempunyai sifat yang luwes, dapat
diusahakan dengan modal besar dan tanah yang luas,
dapat pula dengan modal kecil. Karenanya dapat mem-
berikan keuntungan kepada segala lapisan. Namun,
usaha ini sangat tergantung kepada kekuasaan pabrik-
pabrik teh yang memerlukannya. Umur bunga melati
tidak lebih dari 12 jam untuk dapat diproses di pabrik,
lebih dari itu tidak dapat dipergunakan. Ketidak mam-
puan petani mempertahankan harga menyebabkan keun-
tungan dari melati adalah marginal. Bahkan makin sed-
kit produksi melati, makin tinggi dapat ia memberi
harga.

Sejak tahun 1970-an pertanian di Maribaya makin
banyak mengadakan diversifikasi, baik dari modal pen-
duduk setempat, maupun modal dari luar desa. Perluas-



an areal tebu dari pabrik gula, menyebabkan beberapa
petani kaya menyewakan tanahnya untuk penanaman
tebu, baik sistem sewa biasa, maupun sistem bagi hasil
(Tebu Rakyat Intensifikasi). Dibandingkan dengan tani
padi, tebu pada umumnya kurang menguntungkan me-
nurut petani yang bersangkutan. Namun ia memperoleh
uang sewa, dan tidak perlu menanggung risiko.”? Selain
tebu, penanaman bawang merah dan cabai secara ko-
mersial dilakukan di Maribaya oleh sebuah kongsi dari
luar desa, dengan cara menyewa sawah penduduk per
tahun. Tanaman ini memerlukan modal yang lebih
banyak daripada padi, karena bibit lebih mahal dan
sangat peka terhadap hama. Namun juga padat karya
seperti padi, dan hasil penjualan dapat lebih tinggi dari
padi atau lebih rendah. Oleh karena itu petani kecil ti-
dak tertarik menanam bawang, karena kurangnya mo-
dal, risiko tinggi dan tidak menguasai pasar.

Dengan makin banyaknya tanaman perdagangan (cash
crops), luas tanam padi berkurang dibandingkan tahun-
tahun 50-an. Demikian pula tanaman palawija, bahkan
makin berkurang karena terdesak tanaman melati. Te-
tapi hal ini tidak mengakibatkan kekurangan pangan
pada penduduk, karena produksi padi justru naik akibat
teknologi, dan pendapatan petani baik dari hasil pro-
duksi maupun dari upah buruh dapat dibelikan bahan
pangan di pasar desa lain.

Usaha di bidang peternakan nampaknya tidak meng-
alami banyak perubahan kwantitatif maupun kwalitatif
dari jaman sekitar tahun 50 an. Hewan besar yaitu
kerbau terutama berfungsi sebagai alat produksi pertani-
an, yang dapat dijual apabila membutuhkan uang kon-
tan yang agak besar. Pemeliharaan dilakukan dengan sis-
tem gaduh, dimana seorang penggembala mendapat
bagian dari anak hewan, sebagai imbalan dari pemeliha-
raannya.

. Usaha non Pertanian.

Selain mengusahakan pertanian, pertambakan dan
peternakan, rakyat desa juga melakukan usaha lain un-
tuk mempertahankan hidup dan memperbaiki kwalitas
hidupnya.

Salah satu usaha yang menyolok adalah pembuatan
bata merah. Menurut penduduk sekitar tahun 50-an
telah ada pengusaha genting di desa ini, namun justru
kemudian dihentikan dan berpindah keusaha tani. Jenis
tanah cukup baik untuk bata merah, hanya pemasaran
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waktu itu sangat terbatas. Usaha bata merah rupanya
mulai dipacu setelah tahun 1966, dimana mulai di-
bangun banyak sarana fisik, hingga banyak membutuh-
kan bahan bangunan. Perkembangan usaha bata mem-
punyai kemiripan dengan perkembangan usaha melati.
Usaha ini dilakukan baik oleh penduduk yang kaya mau-
pun yang tidak kaya, karena pengolahannya yang relatif
mudah, menggunakan teknologi tradisional yang dapat
berjalan dengan modal kecil. Modal utama adalah tanah
liat, yang banyak terdapat di pekarangan mereka, atau
tanah sekitar desa. Pembuatan cukup dengan memben-
tuk tanah dengan ukuran tertentu, kemudian dibakar di
dalam tungku dari tanah, dengan menggunakan kayu
sebagai bahan bakar. Modal dapat diperoleh dengan
murah, bahkan untuk keperluan membuat rumah sen-
diri, cukup dengan mengumpulkan kayu bakar dari ran-
tingranting. Tetapi untuk menjadi usaha yang diperda-
gangkan tentu memerlukan modal besar, baik untuk
bahan bakar, tenaga kerja, angkutan dan sebagainya.
Keuntungan bagi petani kecil yang mempunyai usaha
sampingan bata merah adalah dapat memperbaiki ru-
mahnya dari dinding bambu menjadi tembok dengan
murah. Tidak mengherankan bahwa di desa ini 90%
rumah penduduk adalah rumah tembok, meski dengan
bentuk dan isi yangsederhana. Sedang untuk usaha bata
komersial hanya mungkin pada orang-orang kaya, yang
jumlahnya tidak banyak.

Usaha non pertanian yang lain adalah berjualan kecil-
kecilan, baik bakul di pasar atau membuka warung di
rumahnya. Usaha ini memerlukan modal kecil atau be-
sar, tergantung jenis yang dijual. Keuntungan sedikit,
dan memakan waktu kerja penuh setiap hari. Profesi ini
khusus dikelola oleh wanita, yang memiliki ketelitian
dan kesabaran dalam pelayanan dan perhitungan kecil-
kecil. Isteri seorang buruh tani berjualan makanan kecil
dari ketela jagung atau tepung kanji. Dengan pinjaman
uang, ia memutar modal untuk membeli bahan-bahan.
Mungkin dia tidak mempunyai untung dalam bentuk
uang, tetapi mereka sekeluarga dapat turut makan dari
berjualan makanan tersebut. Bagi petani kaya usaha
dagang adalah penanaman modal baru dari hasil keun-
tungan di bidang pertanian. Keuntungan lebih besar,
meskipun dengan risiko rugi yang juga lebih besar.
Usaha warung telah ada di desa ini sejak jaman Belanda.
Pada tahun-tahun terakhir bertambah banyak warung-
warung makan didirikan di tepi jalan raya, kebanyakan



diusahakan oleh orang pendatang dari luar desa.

Beberapa Akibat Perkembangan Sosial Ekonomis

Perkembangan sosial ekonomis desa Maribaya selama
kurang lebih 28 tahun memberi dampak ke berbagai aspek
kehidupan masyarakat, yang disamping akibat-akibat positif
juga mengandung akibat-akibat negatif. Karena tidak mungkin
untuk mengamati semua aspek, maka akan kami pusatkan ke
beberapa aspek saja, yang akan diuraikan satu per satu.

a. Komersialisasi dan kesempatan kerja di desa

Dengan makin banyaknya penduduk desa terlibat dalam
usaha tani maupun usaha non tani yang berorientasi kepada
pasar, maka desa makin menjadi sasaran usaha, baik oleh
orang di desa sendiri, maupun orang dari luar desa atau kota.
Berkembanglah petani-petani wiraswasta yang memperluas
usaha taninya untuk dijual di pasaran. Seorang petani kaya
mengusahakan sawah padi sampai 10 hektar, mengusahakan
tambak, tebu rakyat intensifikasi (TRIS I), menanam kelapa

- bibit unggul (kelapa genjah). Atau petani kaya usaha melati
‘berhektar-hektar dengan -menggunakan buruh tetap -.dan
buruh tidak tetap, menjadi tengkulak melati bagi petani-
‘petani kecil serta mengusahakan angkutan sendiri ke kota.
Semuanya dilakukan secara komersial, dengan memakai
buruh-buruh upahan dan hubungan jual beli yang lugas.
Perkembangan ini membuka kesempatan kerja kepada buruh
tani di desa yang mencapai jumlah 50% dari seluruh kepala
keluarga (tahun 1978), dan buruh tani dari luar desa (bara)
yang datang pada waktu banyak kerja pertanian. Untuk
1 hektar sawah digunakan 10 orang untuk mencangkul,
50 orang wanita untuk menanam, 15 wanita untuk menyiang
dan sekitar 50 orang untuk panen. Kiranya juga petani kecil
(pemilikan tanah 0,25 — 0,50 Ha) me nakan tenaga
buruh tani selain keluarganya sendiri8. Mereka ini untuk
menekan beaya tidak mengadakan panen sendiri, melainkan
diborongkan kepada orang lain dengan sekaligus menjual
padinya (tebasan).

Selain berkembangnya wiraswasta petani setempat,
juga orang-orang kota atau luar desa menjalankan usaha
di desa, seperti penanaman bawang merah, mendirikan
rumah makan, pabrik di tepi jalan besar, ssmuanya mendo-
rong komersialisasi. Pertanyaan yang penting : apakah
desa menjadi makin makmur, dalam arti apakah proses
komersialisasi ini menambah pendapatan rakyat desa secara
merata yang menjamin haridepan mereka? Dari gambaran
di atas kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum
pendapatan desa meningkat, lebih banyak kesempatan kerja
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diperoleh para buruh tani, Tetapi ternyata pendapatan ini
tidak merata, bahkan secara proporsional terjadi perkem-
bangan yang timpang, seperti nampak pada uraian berikut.

. Polarisasi kekayaan

Berkat kemajuan teknologi pertanian, produksi perta-
nian meningkat pula (apabila tidak rusak oleh hama atau
puso). Meskipun tidak diadakan perhitungan produksi dan
perbandingan hasil dahulu dan sekarang, tetapi dari pengaku-
an petani sendiri terdapat kenaikan untuk petani pemilik
di atas 100% per hektar.9 Makin luas pemilikan tanah,
makin banyak pula kenaikan produksi dan keuntungan pe-
tani. Sedang makin kecil pemilikan makin kecil pula kemam-
puan petani untuk memperoleh beaya produksi, hingga
hasil bersih yang diperolehnyapun makin sedikit. Sedang
bagi buruh tani, upah yang diperoleh dalam bentuk uang
tidak menunjukkan kenaikan bila dinilai dengan beras 10.
Dengan demikian dapat digambarkan terjadinya akumulasi
keuntungan, modal dan kekayaan pada beberapa orang
kaya di desa, apakah itu petani padi atau melati, atau bawang
merah. Secara umum pendapatan rakyat desa meningkat,
baik petani, buruh tani, atau yang lain. Apalagi dengan tim-
bulnya tanaman perdagangan serta meluasnya usaha-usaha
lain. Namun hal ini belum dapat meningkatkan kesejahteraan
mereka, khususnya golongan buruh tani dan petani gurem
(pemlhk tanah kurang dari 0,25 Ha) secara riil.

. Pemilikan tanah dan pertumbuhan golongan buruh tani.

Polarisasi kekayaan di desa juga merupakan akibat
dari pemilikan tanah yang timpang, yaitu adanya sebagian
orang memiliki tanah yang luas, sedang sebagian besar pen-
duduk bertanah sempit atau tak bertanah. Keadaan ini juga
terjadi di Maribaya. Menurut kesaksian seorang penduduk
lanjut usia di Maribaya, pada jaman Belanda terdapat 3
macam tanah menurut status pemilikan, yaitu : tanah yasan,
atau tanah yang dimiliki perorangan (sebagai warisan, hadiah,
pembelian dan sebagainya). Kedua adalah tanah krajan,
atau tanah yang dikuasai desa (communaal grondbezit).
Tanah tersebut dibagi-bagikan kepada petani secara per-
manen dengan luas yang kurang lebih sama besar. Tanah
krajan ini tidak boleh dijual dan dikenakan pajak lebih
tinggi daripada tanah yasan. Yang ketiga adalah tanah bondo
deso, yaitu tanah yang diperuntukkan bengkok lurah, pa-
mong desa dan untuk keperluan desa yang lain.

Dengan menengok sejenak ke masa lampau dapat di-
ketahui bahwa sekitar tahun 1888 hampir seluruh tanah di
dataran rendah di Keresidenan 'Il‘egal (di mana Maribaya



adalah salah satu Kecamatan) merupakan tanah komunal
(tanah krajan)17. Hanya di sana sini tanah-tanah tegalan
merupakan tanah yasan. Kemungkinan berkembangnya
tanah yasan adalah sejak awal abad ke 20, setelah diadakan
penelitian mengenai kemiskinan penduduk pedesaan Jawa,
di mana Pemerintah Kolonial. makin meningkatkan usaha-
usaha perbaikan pertanian rakyat. Kenyataan di Maribaya
bahwa pajak tanah krajan lebih tinggi daripada tanah yasan
menunjukkan bahwa tanah krajan merupakan sawah-sawah
yang subur, sedang tanah yasan adalah tegalan dan sawah
yang kurang subur. Dapatlah disimpulkan bahwa perkem-
bangan pemilikan tanah perorangan antara tahun 1900 —
1945 relatif sedikit, sebab orang tidak berminat memiliki
banyak tanah yang tidak subur, sedang tanah sawah yang
subur kebanyakan adalah tanah krajan yang tidak boleh
dijual.

Setelah tahun 1945 Pemerintah R.I. melikwidasi tanah
krajan menjadi tanah milik perorangan, maka pemilikan
tanah mulai berkembang. Bila sebelum itu pemilikan tanah
tidak menunjukkan perbedaan luas yang besar, sebab tanah-
tanah krajan adalah relatif sama besarnya, maka setelah
1945 orang bebas memperjual belikan tanah. Studi de Vries
menyebutkan jumlah 8 juta petani tetapi hanya 7,5 juta
pemilik tanah, atau 6,3% merupakan petani tak bertanah
di Jawa tahun 1930!2. Namun dari studi mikro, misalnya
di Pasuruan, pemilik tanah yang betul petani hanyalah
67% saja. Juga data di Kabupaten Tegal menunjukkan pen-
duduk pemilik tanah adalah 52,2% dibandingkan penduduk
tak bertanah sejumlah 47,8% pada tahun 190313, Dapat
disimpulkan bahwa pada umumnya sampai tahun 1930—
an di Jawa jumlah petani pemilik lebih banyak daripada
buruh tani. Bila hal ini berlaku pula di Maribaya, rhaka
antara tahun 1945 — 1978 (selama 33 tahun) telah terjadi
perkembangan pemilikan tanah yang relatif makin menyusut,
yaitu petani pemilik tanah menurun menjadi 35,5% sedang
buruh tani (petani tak bertanah) berjumlah 64,5% dari
seluruh golongan petani (petani pemilik + petambak +
buruh tani). Meningkatnya jumlah buruh tani dibandingkan
jumlah petani pemilik menunjukkan makin banyaknya petani
pemilik yang melepaskan tanah miliknya karena dibeli oleh
petani kaya, disamping faktor pertumbuhan penduduk
petani pada umumnya. Polarisasi pemilikan tanah juga telah
terjadi dengan makin besarnya perbedaan luas pemilikan
tanah. Pada waktu itu (1978) terdapat kira-kira 9 orang
yang memiliki tanah di atas 1 Ha dengan luas maksimum
sekitar 11 Ha, dari 453 keluarga petani.
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Dengan demikian adanya proses polarisasi kekayaan
yang terus menerus akan meningkatkan jumlah buruh tani
dan buruh non tani.

d. Kerusakan lingkungan.

Perkembangan sosial ekonomi akibat pengolahan alam
manusia disamping mengembangkan lingkungan hidup juga
merusakkan sebagian lingkungan hidup. Yang pertama
adalah penggundulan hutan dan pohon-pohon di pantai.
Pohon-pohon bakau (manggrove) yang tumbuh di sekitar
pantai dan di tepi sungai yang sangat berguna untuk me-
nahan erosi tanah dan tempat tinggal berbagai burung dan
binatang laut tidak lagi terdapat. Demikian pula hutan pantai
yang masih ada pada tahun 1950—an dan pohon-pohon
kelapa telah habis ditebang penduduk untuk konsumsi kayu
bakar penduduk. Hal ini berakibat pada kerusakan tanah dan
kesehatan lmgkungan

Kerusakan lain adalah pengambilan tanah yang tidak
teratur untuk pembuatan bata merah. Banyak pekarangan
penduduk berlobang-lobang karena tanah dipakai untuk
pembuatan bata. Bila dibiarkan akan menyebabkan kerusak-
an lingkungan seperti tanah longsor, banjir dan lain-lain.

Sedikit Tentang Sosial Budaya.

Meskipun bidang ini tidak termasuk dalam cakupan pe-
nelitian, namun sebagai kesan ingin juga dikemukakan. Bidang
sosial budaya berkembang lebih lambat dan dinamika masyara-
kat, boleh dikatakan lamban menanggapi keadaan yang ber-
ubah. Hal ini berhubungan erat dengan kondisi setempat.

Awal tahun 1950 hanya ada satu sekolah formal, yaitu
Sekolah Dasar 3 tahun warisan jaman Belanda. Keadaan ini
tidak berubah sampai tahun 1970 an. Sekitar tahun itu peme-
rintah menambah lokal SD menjadi 6, dan baru lengkap menjadi
SD 6 tahun. Juga sekitar tahun itu dibuka madrasah dengan
satu kelas (?) dengan 35 murid dan 1 guru. Nampaknya seperti
di desa-desa lain anak-anak putus sekolah setelah kelas 3 agak
banyak. Hal ini berhubungan erat dengan kemiskinan pendu-
duk, terutama keluarga buruh dan petani kecil. Anak kelas
3 sudah termasuk usia kerja (10 tahun) yang lebih bermanfaat
untuk membantu bekerja untuk keluarganya daripada berse-
kolah yang mengeluarkan beaya.
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Kegiatan keagamaan nampak mulai berkembang sejak
tahun 1969 dengan adanya kelompok-kelompok pengajian,
khususnya pengajian ibu-ibu, dan pengajian muda mudi yang
diselingi secara gembira. Sebegitu jauh belum menonjol satu
kehidupan beragama sehari-hari. Kiranya hal ini disebabkan
keadaan golongan atas desa. Golongan atas desa di sini terutama
adalah petani kaya, lurah dan pedagang. Nampaknya diantara
mereka tidak ada yang berperanan sebagai pemelihara dan pem-
bawa kebudayaan baru. Elite keagamaan nampak sangat kurang
berperanan, meskipun ada satu dua orang haji. Yang juga
menarik adalah tiadanya seorang guru yang tinggal di desa itu
sejak jaman Belanda, meskipun mereka selalu datang mengajar.
Maka desa ini kekurangan penggerak budaya atau modernisator
di bidang sosial budaya, meskipun potensi pendudukung cukup,
Namun terlepas dari kelemahan tersebut rakyat desa cukup
mempunyai nilai moral agama yang mereka pertahankan. Hal
ini tercermin dari misalnya rasa tidak senang mereka dengan
tumbuhnya rumah-rumah makan di tepi jalan yang nampaknya
dipakai juga untuk tempat pelacuran. Dan sampai saat itu tidak
ada seorang wanita desa tersebut bekerja di tempat-tempat itu.

Beberapa kesimpulan awal.

Setelah menguraikan dengan agak panjang perkembangan
suatu desa masa kini, kita kembali kepada topik makalah ini
yaitu bagaimana dinamika masyarakat pedesaan menampakkan
dirinya, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta akibat-
akibat yang ditimbulkannya. Suatu desa kecil telah berkembang
dari desa subsisten, yaitu yang terutama hanya mencukupi
kebutuhan pangan minumum, berkembang menjadi desa yang
melayani pasar. Beberapa kesimpulan awal dapat dikemukakan
adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan masyarakat desa digerakkan oleh pendukung
masyarakat pedesaan sendiri, yaitu manusia-manusia di
desa itu sendiri. Khususnya perkembangan di bidang sosial
ekonomis, dinamika masyarakat dipengaruhi oleh faktor-
faktor intern dan ekstern.

Faktor-faktor intern meliputi :

a. Ekologis, adanya lingkungan alam tertentu, dengan sumber
daya alam dan sumber daya manusia yang memungkinkan
usaha-usaha tertentu. Dalam hal ini usaha tambak, sawah,
melati, bata.

b. Tekanan penduduk dan pémilikan tanah. Penduduk yang
makin banyak dan tanah yang makin sempit, mendorong
adanya diversifikasi pertanian dan usaha non pertanian.
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¢. Elite desa, yaitu adanya orang terkemuka di desa yang
kaya, yang mempunyai rangsangan inovatif untuk men-
coba hal-hal baru dan berjiwa wiraswasta, yang kemudian
diikuti orang banyak.

Faktor-faktor ekstern meliputi :

a. Rangsangan pasar, yaitu adanya permintaan akan barang
tertentu dari luar desa dalam jumlah besar secara terus
menerus.

b. Komunikasi, yaitu adanya sarana perhubungan yang mu-
dah dan lancar, sehingga mudah mendapatkan informasi
dari tempat lain, memudahkan angkutan barang. Dalam
hal desa ini adanya jalan raya antar kota.

c. Modernisasi, terutama diperkenalkannya teknologi perta-
nian, penggunaan pupuk buatan, obat hama dan bibit
unggul, dapat meningkatkan produksi bermacam-macam
tanaman.

. Perubahan desa menjadi desa komersal membawa dampak

yang positif maupun negatif bagi rakyat desa.

Dampak positif berupa meningkatnya pendapatan rakyat,
baik dari hasil produksi yang meningkat, pendapatan buruh
yang meningkat karena frekwensi kerja yang meningkat,
kesempatan kerja yang makin luas. Dampak negatif berupa
polarisasi kekayaan karena tidak meratanya pendapatan,
hal ini menyebabkan juga pemilikan tanah yang makin
luas untuk beberapa orang dan makin sempit untuk sebagian
besar orang, serta jumlah buruh tani yang makin banyak.

. Kerusakan lingkungan merupakan dampak negatif juga, dan

hal ini disebabkan tingkat ekonomi rakyat kebanyakan yang
rendah, hingga guna menekan beaya hidup mereka meman-
faatkan hutan dan tanah tanpa bertanggungjawab terhadap
pelestariannya.

. Dinamika masyarakat di bidang sosial budaya terasa lamban

dan tertinggal jauh dengan perkembangan sosial ekonomi,
karena kurang berperanannya pemelihara kebudayaan dan
pembawa kebudayaan baru. Keadaan demikian akan mele-
mahkan masyarakat desa sebagai kesatuan budaya dalam
menghadapi unsur-unsur luar desa yang mulai merebut
ruang hidup rakyat desa, dan yang tumbuh dari perkembang-
an ekonomi yang cenderung timpang.
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TUntuk sistem TRIS belum ada penilaian, karena waktu itu pe-
tani baru mencoba pertama kali.
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LAMPIRAN 1.

DATA DESA MARIBAYA
Sumber :Monografi Desa, 1978.
a. Luas Wilayah.
Luas wilayah seluruhnya 319.142 Ha. (Sie)
Tanah pertanian : .
1. Sawah 138,115 Ha
2. Tegal + kebun 48,129 _
—————————— 186,244 Ha.
Tanah pekarangan 53,045
Tanah tambak 24,891
Tanah u. lain-lain 54,692
—————————— 132,628 Ha
b. Tanah Bondo Deso
Bengkok Lurah 10.895 Ha
”» Carik 3,195
’ Pamong Desa 9,069
(9 orang)
Grantungan Ulu-Ulu 0,695
© 23.854 Ha
Tanahu SD 0,134
. Bale Desa 0,120
- Kuburan 2,905
Grantungan guru 1,270
Tanah u. Lain-lain 19,375
23,704

Jumlah seluruh tanah
Bondo Deso 47,558 Ha

Persentase tanah bengkok terhadap tanah pertanian seluruhnya
12,6 %



c. Penduduk dan pekerjaan Jumlah kepala Keluarga (KK) 586

Jumlah KK Petani 155 ——— (persentase) 26,5 %
.,  Petambak 6 - 1
» Buruh Tani 292 ’ 50
»  Brhnontani 43 ' 7
,»  Pedagang 41 . 7
,»  Lain-lain 49 ’ 8,5
Jumlah 586 S 100 %
Penduduk menurut pendidikan.
1. Belum bersekolah 495 —— 19 %
2. Tidak bersekolah 1051 —— 40,5
3. SD tidak/belum tamat 333 —— 12,9
4. SD tamat 694 —— 26,7
5. Di atas SD 22 —— 0,8
2595
Jumlah murid SD = 168
Jumlah guru SD = 6
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ASPEK HISTORIS DARI PEMBANGUNAN PEDESAAN
DI JAWA TENGAH

Soegijanto Padmo

Sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Jenderal Pemba-
ngunan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri 1) Pem-
bangunan desa yang kini sedang dilaksanakan di Indonesia me-
rupakan kegiatan untuk meletakkan dasar dan merupakan satu
kesatuan dengan konsepsi pembangunan Nasional sebagaimana
ditetapkan dalam GBHN. Hal ini berarti bahwa tujuan pemba-
ngunan nasional yaitu : pembangunan manusia seutuhnya dan
pembangunan masyarakat seluruhnya. Mengingat bahwa sekitar
80% penduduk Indonesia bermukim di pedesaan 2) yang
merupakan sumber potensi human resources di samping sumber
kekayaan alam, maka jelaskah betapa pentingnya kedudukan,
peranan dan fungsi dari daerah pedesaan sebagai dasar atau
basis pembangunan nasional.

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan
telah tampak sejak negara ini memperoleh kedaulatannya,
antara lain berupa program yang dilancarkan pada tahun 1951
dengan nama “Rencana Kesejahteraan Istimewa” (RKI). Se-
benarnya RKI merupakan kombinasi dari apa yang disebut
”Rencana Kasimo” yang dilancarkan oleh pemerintah RI di
Yogyakarta pada tahun 1948 pada masa revolusi dan ”Rencana
Kesejahteraan™ dari Pemerintah Hindia Belanda yang akan di-
laksanakan di daerah yang dikuasainya. Setelah pengalihan
kekuasaan dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pamerintah RI
pada Desember 1949, dua rencana tersebut dikombinasikan
dan disebut RKI.3) Sasaran utama dari RKI adalah sektor
pertanian di mana rencana jangka panjang yang berupa melak-
?Ianakan intensifikasi dan perluasan areal tanaman padi di luar
awa.

Program Pembangunan Pemerintah RI dilakukan secara
bertahap sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan
Lima Tahun 1956 — 1960, yang disiapkan oleh Biro Perancang
Negara di bawah Dr. Juanda. Pada dasarnya Rencana ini me-
rupakan kelanjutan dari RKI tetapi ditambah dengan pem-
bangunan pertanian tanaman non-pangan seperti industri
kehutanan, meningkatkan tanaman ekspor, dan sebagainya.4)

Sebelum Repelita 56 — 60 dilaksanakan seluruhnya,
Rencana Pembangunan yang lain dicanangkan Pemerintah.
yaitu Rencana Pembangunan Nasional Semesta 1961 — 19695)
Rencana Delapan Tahun ini telah memikirkan usaha untuk
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melaksanakan desentralisasi dalam pembangunan yaitu dengan
memberi otonomi yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah
serta menciptakan perekonomian Daerah yang ber-swasembada
atau sef reliant. Tiga tahun pertama tekanan kegiatan diletakkan
pada penyediaan pangan dan sandang.

Apa yang dikemukakan di atas nyatalah bahwa selama dua
dasa warsa pertama pembangunan di negeri ini menitikberatkan
pada peningkatan produksi pangan dan devisa. Usaha untuk
membenahi diri serta mencari pembayaran luar negeri yang
diperoleh dari kegiatan ekspor merupakan kegiatan yang men-
desak, karena kebutuhan primer berupa pangan, sandang
maupun papan bagi rakyat perlu segera dicukupi setelah rakyat
menderita sekian lama pada perjuangan revolusi fisik. Bersama-
an dengan itu pemerintah juga berbenah diri, di mana sektor
agraria juga tak luput dari perhatiannya. Berbagai peraturan
perundang-undangan tentang pertanahan dikeluarkan, yaitu :

a. Undang-undang tentang desa perdikan dikeluarkan
tahun 1946.

b. Undang-undang tentang hak konversi (Vorstenlands
Grondhuur Reglement) pada tahun 1948.

c. Undang-undang tentang klein land — en tuinbow,
tahun 1950.

d. Undang-undang tentang tanah yang dulu digunakan oleh
Jepang tahun 1950.

e. Undang-undang tentang sewa tanah untuk pabrik gula
(Grondhuur Ordonansi) tahun 1951.

f. Undang-undang tentang onwettige okupasi pada tahun
1952.

g. Undang-undang tentang tanah perkebunan yéng digarap
rakyat, tahun 1954.

h. Undang-undang tentang tanah pertikelir, tahun 1958

i. Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Bagi
Hasil tahun 1960.6)

Terkonsentrasinya 70% penduduk Indonesia pada tanah
seluas 7% di Jawa, pemusatan pemilikan tanah di tangan
beberapa gelintir tuan tanah, memberi implikasi terjadinya
struktur sosial dan ekonomi yang timpang. Berlangsungnya
‘eksploitasi oleh perusahaan perkebunan atas petani, maupun
penindasan tuan tanah atas buruh tani akan melengkapi causa
bagi timbulnya gerakan protes atau bentuk-bentuk keresahan
lain di kalangan masyarakat petani. 7)
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Paper ini berusaha membahas pembangunan pedesaan yang
dilaksanakan oleh pemerintah selama tiga dasa warsa sejak
Indonesia memperoleh kedaulatannya. Cakupan spesial adalah
Propinsi Jawa Tengah. Beberapa hal yang akan dibahas antara
lain apa sebenarnya pembangunan desa itu, bagaimanakah pen-
dekatan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah serta se-
berapa jauh pembangunan pedesaan yang selama ini dilaksana-
kan telah dirasakan oleh masyarakat.

Disadari sepenuhnya bahwa pembangunan pertanian
merupakan titik-tolak bagi pembangunan tahap berikutnya
yaitu industrialisasi; di mana pada fase tertentu peranan industri
secara proporsional meningkat dan peranan pertanian secara
proporsional menurun. Taraf produktivitas tertentu diperlukan
dari berbagai komoditi pertanian yang relevan dari jenis industri
yang akan dikembangkan.

Guna mencapai pembangunan pedesaan di mana sektor
pertanian merupakan salah satu sasaran utama perlu diciptakan
suatu kondisi yang favorable bagi masyarakat untuk mem-
bangun. Masyarakat pedesaan di Indonesia sebagaimana dari
negara-negara berkembang masih memerlukan ditumbuhkannya
suatu iklim sosial yang lebih baik. Di masyarakat pedesaan
masih dapat dijumpai adanya eksploitasi oleh sekelompok
kecil warga desa, upah yang tidak adil, bunga pinjaman yang
tinggi, dan pembangian hasil panen antara penyakap dan pemi-
lik tanah yang tidak adil. Perombakan struktur sosial tanpa
diikuti oleh perombakan struktur ekonomi maupun ditunjang
oleh penyediaan yang cukup, kegiatan pembangunan juga tak
bisa diharapkan berhasil.

Lebih baik kiranya bila terlebih dahulu diketengahkan
apakah yang dimaksud dengan pembangunan pedesaan itu.
Menurut Herodero8), pembangunan pedesaan adalah suatu
upaya yntuk menegakkan keadilan dan menghilangkan dis-
kriminasi, yang akan membantu masyarakat untuk mencapai
sekurang-kurangnya standard hidup minimal. Hal yang sama
dikemukakan oleh Jacoby9) dengan mengatakan bahwa pem-
bangunan pedesaan hanya bisa berhasil bila emansipasi telah
ditegakkan di antara petani miskin di pedesaan. Jadi secara
jelas Heredero maupun Jacoby menunjukkan bahwa sasaran
pembangunan desa adalah petani miskin di pedesaan, sedang-
kan strategi yang harus dijalankan dalam pembangunan ter-
sebut adalah melaksanakan perombakan struktur sosial yang
dinilai timpang itu. Adapun pengertian pembangunan desa
sendiri adalah pembangunan yang ditujukan kepada sekelom-
pok masyarakat tertentu yaitu masyarakat yang tinggal di
pedesaan.10)
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Semenjak Persatuan Bangsa-Bangsa mencanangkan awal
Dasa Warsa Pembangunan yang pertama di tahun 1960, sejarah
perkembangan ide-ide dan nilai pembangunan nampak meng-
alami perubahan kualitatif yang mendasar. Manifestasi perubah-
an tersebut tercermin di dalam ketidakpuasan para ahli di dalam
menanggapi tantangan pembangunan. Apabila pada awal Dasa
Warsa Pembangunan yang pertama para ahli dan negarawan
terlalu terpateri dengan problema ’what is development and
how to develop” maka pada awal Dasa Warsa Pembangunan
tercermin dalam tantangan baru ’’develoopment for what
and for whom”. 11) Pergeseran tantangan pembangunan ini
tidak lagi semata-mata menyangkut ikhtiar intelektual untuk
mencapai tujuan tertentu, namun memperhitungkan pula siapa
pengambil manfaat pembangunan dan bagaimana proses pem-
bangunan dilaksanakan.

: .

Perhatian terhadap kelompok the most economically
deprived di pedesaan dalam berbagai program f)embangunan,
mulai diprioritaskan pada dasa warsa 1970-an.12) Kelompok
miskin di pedesaan seperti petani gurem, buruh tani, petani
penyakap, maupun bakul kecil dipedesaan mulai memperoleh
uluran tangan dari pemerintah.13) Hal tersebut tak berarti bah-
wa kelompok termiskin itu harus diisolir dan dianggap kelom-
pok yang homogeen dan dapat diperlakukan terlepas dari
masyarakat yang mengelilinginya. Kenyataan menunjukkan
bahwa kelompok miskin di pedesaan berbeda di antara mereka
sendiri dalam umur, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Di
samping itu hubungan mereka dengan golongan kaya di pedesa-
an bervariasi menurut faktor yang berbeda seperti sejarah,
geografi, dan hubungan sosial-ekonomi dan budaya. Situasi so-
sial itu erat sekali hubungannya dengan struktur agraria di pe-
desaan, di mana polarisasi penguasaan tanah atau sumber-sum-
ber lain mengakibatkan timbulnya ketimpangan dalam lain
seperti eksploitasi terhadap golongan miskin di desa atau dis-
paritas dalam distribusi pendapatan.

Pada dasa warsa pertama setelah Pemerintah RI memper-
oleh kedaulatan, Pemerintah RI dihadapkan pada kenyataan
yang sulit yaitu impor beras dalam jumlah besar dan menurun-
nya peranan ekspor pertanian. Dengan demikian perhatian
pemerintah dipusatkan pada peningkatan produksi pangan dan
menggalakkan produksi tanaman ekspor, sebagaimana tampak
pada kebijakan pemerintah pada masa itu. Tekad untuk men-
cukupi kebutuhan beras sendiri telah p la dilontarkan sedini
akhir dasa warsa 1950-an, yaitu dengan dicanangkannya pro-
gram Menteri Pertanian dengan nama “Rencana Swa Sembada
Beras” atau SSB.14
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Diperoleh kesan bahwa kegiatan pembangunan yang di-
lakukan pemerintah sejak memperoleh kedaulatan sampai
dengan Pelita pertama 1969- 1974, Pelita kedua, maupun Pelita
ketiga. titik berat pembangunan masih diletakkan pada pem-
bangunan fisik.!15) Berbagai pendapat dilontarkan oleh kelom-
pok yang berbeda. Tak kurang pihak pemerintah sendiri yang
diwakili oleh Direktorat Pembangunan Daerah mencoba mem-
beri semacam tanggapan terhadap pandangan yang datang baik
dari cendekiawan maupun tokoh lembaga non-pemerintah yang
aktif terlibat dalam pembangunan desa. Adapun pihak cende-
kiawan dari universitas maupun tokoh pembangunan desa dari
lembaga non-pemerintah berpendapat bahwa orientasi pem-
bangunan saat ini masih menekankan aspek kuantitatif, sedang-
kan aspek kualitatif seperti pendidikan kedesaan yang tak kalah
pentingnya bagi kelanjutan pembangunan dimasa depan belum
memperoleh perhatian dari pemerintah. Sedangkan pihak
pemerintah berpendapat bahwa untuk mendidik masyarakat
dengan memberi kesempatan berpartisipasi dalam proses pem-
bangunan telah diberikan secara bertahap. Yang penting dalam
hal ini masih ada titik lemah di dalam pembangunan dan secara
jujur mengakuinya dan memperbaikinya di masa datang. Sejauh
ini memang pemerintah telah berusaha meningkatkan partisipasi
masyarakat ini dalam proyek Inpres, pemberian desentralisasi
dalam perencanaan pembangunan, proses pencarian dan peng-
ajuan proyek dari bawah, merupakan bukti dari niat pemerintah
tersebut.16) Apa yang dikemukakan oleh Direktur Jenderal
Pembangunan Daerah itu tak ada yang salah, tetapi perlu diingat
bahwa umumnya proyek Inpres di mana masyarakat pada
umumnya tinggal menerima saja, maka yang sering dijumpai di
dalam kenyataan adalah bahwa proyek itu dibangun tanpa
sepengetahuan rakyat.

Mengingat bahwa sektor pertanian masih merupakan ke-
giatan utama bagi masyarakat pedesaan, maka pembangunan
pertanian dapat dipandang sebagai necessary condition meski-
pun bukan sufficient condition bagi pembangunan desa 17)
Sehubungan dengan itu pemerintah dengan giat menggalakkan
program Bimbingan Massal sejak tahun 1960-an. Ribuan hektar
tanah sawah berhasil di-Bimaskan setiap tahun, ribuan ton beras
berhasil disimpan oleh Bulog guna mencukupi persediaan
pangan di tahun mendatang. Namun dalam program Bimas ini
dicantumkan suatu syarat bahwa setiap peserta harus bisa
menunjukkan Kartu Tanda Hak Milik Tanah yang digarapnya.
Sebagai diketahui mayoritas petani pedesaan merupakan petani
gurem yang pada umumnya mereka tak memiliki surat hak
milik tanah atau sertifikat sebagai jaminan untuk memperoleh
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kredit Bimas tersebut. Dengan demikian petani gurem yang
merupakan mayoritas petani di pedesaan terlepas dari jangkauan
program ini. Di samping itu tak jarang pamong desa mengguna-
kan sertifikat yang sama untuk memperoleh kredit di bank
dalam program Bimas ini beberapa kali. Pengamatan yang di-
lakukan penulis di Kabupaten Sleman menunjukkan adanya do-
minasi sumber atau pelayanan oleh sekelompok kecil masyara-
kat desa. Dengan modal sertifikat tanah pamong desa dan ke-
luarganya bisa memanfaatkan kredit Bimas secara tidak wajar.
Kemudian lewat relasi yang bekerja di lembaga pemerintah ia
bisa menembus hambatan birokrasi dalam usahanya untuk me-
mutar modalnya dalam usaha produktif seperti dalam bentuk
penggilingan padi. Dengan demikian pamong desa dan keluarga-
nya merupakan sebagian kecil dari kelompok yang secara eko-
nomis kuat yang semakin hari semakin kaya karena bisa me-
manfaatkan setiap program pembangunan yang dilaksanakan
pemerintah.

Dengan diperkenalkannya teknologi baru di pedesaan cen-
derung mendorong timbulnya usaha tani yang luas, maupun
usaha yang bersifat kapitalistis seperti penggunaan traktor
tangan, penggunaan buruh upahan secara lebih banyak, dan
memproduksi untuk keperluan pasar. Pengamatan di Kabupaten
Demak menunjukkan bahwa pamong desa cenderung untuk
menanam padi lokal yang hasilnya relatif lebih rendah daripada
padi VUTW, karena harga padi lokal jauh lebih tinggi daripada
padi VUTW. Munculnya golongan menengah dari lapisan masya-
rakat pedesaan merupakan gejala yang belum terlihat sebelum
adanya teknologi baru.l8) Golongan menengah ini muncul se-
bagai penerima teknologi paling awal yang kemudian tampil
sebagai kelompok yang secara ekonomis kuat dan berhasil
memegang kekuasaan di pedesaan.

Erat kaitannya dengan kenaikan produksi pertanian adalah
pemasaran. Tebasan sebagai salah satu bentuk pemasaran hasil
sudah ada sejak sebelum tahun 1950.19) Pada dasa warsa tera-
khir tampak bahwa lembaga tebasan ini menunjukkan adanya
perubahan dalam intensitas. Sebelum varietas unggul tahan
wereng diperkenalkan para penebas yang beroperasi di desa
pada umumnya adalah berasal dari desa di sekitarnya. Tetapi
dengan diperkenalkannya padi jenis VUTW para penebas bukan
saja beroperasi di desa sekitarnya tetapi sampai menembus batas
kecamatan bahkan kabupaten. Pengamatan di daerah Banyumas
menunjukkan bahwa pada musim-musim tertentu penebas dari
daerah Kabupaten Tegal membeli padi di daerah ini. Meluasnya
serta makin intensifnya sistem tebasan karena didorong oleh
beberapa faktor pertama, karena salah satu sifat jenis VUTW
adalah mudah rontok maka guna menghindarkan kerugian yang
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timbul karena padi yang rusak petani lebih suka menebaskan
daripada memanen sendiri; kedua, dengan menebaskan petani
tak direpotkan dengan meéngatur peserta derep . karena tak
mungkin baginya untuk mengzinkan setiap orang di desanya
untuk turut memanen, terutama bila sawah miliknya hanya
sempit; ketiga, kewajiban untuk segera membayar hutan Bimas
segera setelah panen memaksa petani untuk segera memperoleh
uang kontan.

Para sarjana berpendapat, misalnya Sulistyo,20) bahwa
penggunaan bibit dan cara bertanam modern bila disertai de-
ngan pengairan, secara dramatis bisa mengubah sifat pokok dari
kerja pertanian. Lebih banyak kerja yang diperlukan pada ham-
pir tiap tahapan mengolah tanah pertanian. Namun bila ingat
bahwa rata-rata pemilikan tanah oleh penelitian LPIS bahwa
rata-rata pemilikan tanah di Kabupaten Klaten pada 1972 ada-
lah 0,22 hektar; 4 kecamatan di Kabupaten Jepara pada 1971

adalah 0,54 hektar; Kabupaten Sragen pada 1974 adalah 1,11
hektar; Kabupaten Brebes pada 1974 adalah 0,51 hektar; 11
kecamatan di Kabupaten Demak pada 1973 adalah 0,64 hektar;
4 kecamatan di Kabupaten Grobogan pada 1973 adalah 0,80
hektar; 16 kecamatan di Lembah Juwono pada 1971 adalah
0,89 hektar; 5 kecamatan di Semarang Timur pada 1973 adalah
0,74 hektar; 11 kecamatan di Glapan Sedadi pada 1973 adalah
0,85 hektar; 17 kecamatan di Lembah Lusi pada 1973 adalah
0,93 hektar.21) Dalam keadaan rata-rata pemilikan tanah se-
macam itu tidak menutup kemungkinan bagi terjadinya konsen-
trasi penguasaan tanah, seperti yang dijumpai penulis di Keca-
matan Sayunf, Kabupaten Demak di mana beberapa orang pe-
tani menguasai sawah lebih dari 30 bau atau kurang-lebih 21
hektar. Namun apa yang dikemukakan oleh Sulistyo tersebut
bisa terjadi dalam skala yang kecil, mengingat mayoritas petani
di pedesaan memiliki tanah yang sempit. Data LPIS itu diper-
kuat pula oleh Seyogyo,22) yang menunjukkan bahwa petani di
Jawa yang rata-rata pemilikan tanahnya 0,20 hektar pada 1963
sebanyak 61%. Jadi perbaikan taraf hidup bagi petani termiskin
di pedesaan lewat tersedianya kesempatan kerja dan peningkat-
an pendapatan masih harus dipertanyakan.

Persebaran teknologi di pedesaan dalam bidang pertanian,
pemerintah menggunakan petani maju sebagai partisipan. I-
novasi tersebut diharapkan akan tersebar ke segala penjuru dan
ke segenap lapisan masyarakat desa. Pendekatan ini mengandai-
kan bahwa proses pertebaran pengetahuan dan teknologi ber-
jalan secara bertahap dan bahwa the best agent dalam proses
evolusioner ini adalah orang yang paling maju di desa, yang
biasanya dari petani kaya atau well to do farmer yang mem-
punyai cukup pendidikan dan memberikan tanggapan baik ter-
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hadap saran-saran perbaikan produksi pertanian. Boeke23) ber-
pendapat pula bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan orang
pribumi di pedesaan tidak ada jalan lain kecuali lewat small elite
yang mempunyai sifat-sifat the vigorous, energetic, advenced
elements di dalam masyarakat pedesaan.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian
lewat berbagai program selama Pelita I, mendapat tanggapan
yang menggembirakan dari petani progresif, sehingga apa yang
diharapkan bisa tercapai. Sudah barang tentu keberhasilan ini
melegakan hati. Akan tetapi di balik keberhasilan itu, peru di-
pertanyakan siapakah yang menikmati hasil pembangunan ter-
sebut. Masalah serupa telah pula dilontarkan oleh H. Ten Dam
dalam penelitiannya di Desa Cibodas, Jawa Barat24) di mana ia
menyatakan bahwa mereka yang tergolong the large landow-
nerslah yang paling banyak meneguk manfaat dari berbagai fasi-
litas pembangunan. Lewat koperasi mereka memgeroleh pupuk
buatan dan berbagai bahan kimia dengan harga yang telah diten-
tukan, sedangkan petani menengah harus membayar harga
pupuk dengan harga lebih tinggi karena mereka harus membeli
kepada petani kaya. Adapun buruh tani sebagai tenaga upahan
tak memperoleh manfaat apa pun dari organisasi koperasi yang
dinilai sebagai koperasi elit tersebut.

Sentuhan program pembangunan yang dilaksanakan pe-
merintah sudah barang tentu mempunyai banyak segi, akan te-
tapi akan lebih jelas bila dilihat sentuhannya pada segi pelapisan
sosial ekonomi yang berlandaskan pada penguasaan tanah.
Beberapa program yang memberi sentuhan antara lain introduk-
si bibit VUTW, program Bimas, perbaikan prasarana pengairan,
serta BUUD/KUD.

: Penelitian LPIS di Klaten pada tahun 197225) menyimpul-
‘kan bahwa kenaikan produksi sebagai akibat pengetrapan tekno-
logi baru kurang dirasakan oleh mereka yang tak mempunyai
tanah sawah, yaitu kelompok penyakap murni dan buruh tani.
Hal ini dlsebabkan karena sistem penyakapan yang umum ber-
laku ialah mrarat yang amat memberatkan penyakap. Selanjut-
nya disimpulkan bahwa kenaikan pendapatan sebagai akibat
kenaikan produksi hanya akan memperkuat posisi petani pe-
milik sehingga oleh karena itu antara petani kaya pemilik tanah
dengan gclongan buruh tani semakin menyolok.

Lebih dari itu dilaporkan bahwa justru kelompok pemilik
sawah garapanlah yang terbanyak memperoleh pendapatan dari
sumber lain baik yang off farm maupun non-farm. Hal ini meru-
pakan petunjuk bahwa jika posisi ekonomi menjadi lebih kuat,
maka dari segi waktu dan tenaga terbukalah kelonggaran yang
memungkinkan diusahakan sumber di luar usaha tani yang da-
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pat memperbesar lagi pendapatannya. Dengan demikian terjadi-
lah efek kumulatif,

Tentang siapa yang memanfaatkan atau memperoleh ke-
untungan dari program Bimas telah disinggung pada bagian
depan, lihat halaman 5 dan 6. Adapun intensitas penanaman
juga naik. Dengan demikian akan memerukan tenaga yang lebih
banyak. Namun bila diperhatikan ketidak seimbangan penguasa-
an tanah, akan tampaklah segi lain dan akibat yang menyusuli
perbaikan prasarana pengairan.

Tidaklah terlalu sulit dimengerti bahwa fasilitas air yang
lumintu itu lebih banyak dinikmati oleh petani yang menguasai
tanah luas, misalnya dalam hal volume air. Lumintunya fasilitas
air ini membawa akibat naiknya nilai tanah. Naiknya nilai tanah
ini tercermin dari naiknya harga sewa tanah dan berubahnya
syarat penyakapan ke arah yang lebih menguntungkan petani
pemilik. Beralihnya sistem maro ke mertelu atau mrapat seperti
yang terjadi di Klaten atau Semarang merupakan contoh yang
dapat ditemukan di berbagai daerah di Jawa Tengah. Jadi per-
baikan prasarana pengairan ini ikut pula memperdebar jurang
perbedaan antara buruh tani dan petani miskin yang makin ter-
desak di satu pihak dan petani kaya yang semakin kaya di pihak
lain. Program BUUD/KUD nampaknya kurang-lebih juga meng-
hasilkan akibat yang sama.

Dalam penelitian di Kabupaten Demak, LPIS lebih jauh
melaporkan bahwa BUUD Kecamatan Gajah yang beranggota-
kan sebanyak 34 orang terdiri dari 22 orang petani kaya, 6 o-
rang pamong desa, 5 pegawai negeri, dan seorang purnawirawan
ABRI. Adapun dalam operasi kerjanya BUUD/KUD lebih ba-
nyak menguntungkan para pedagang/tengkulak oleh karena ia
lebih banyak bekerjasama dengan tengkulak daripada dengan
petani. Gejala yang sama juga terjadi di Banyumas sebagai yang
disaksikan sendiri oleh penulis. _

Mengingat program pembangunan di negara kita adalah
program yang menyeluruh, dengan demikian kecuali menyang-
kut pembangunan ekonomi juga mencakup bidang lain seperti
sosial, budaya, dan politik. Menyadari akan hal itu pemerintah
telah berusaha menata kembali bidang agraria. Penataan kembali
dalam bidang agraria bukan sekedar mendukung keberhasilan
program pertanian dalam arti meningkatkan produksi, tetapi
juga mendorong terwujudnya pembangunan desa secara kese-
luruhan. Angka tuan tanah yang semakin tinggi, sudah barang
tentu diikuti oleh konsentrasi penguasaan tanah di pihak lain.
Dengan semakin banyak permintaan untuk memperoleh tanah
garapan maka akan semakin berat persyaratan yang diajukan
oleh pemilik tanah. Di satu pihak terhadap sekelompok petani
miskin yang haus akan tanah garapan, masih pula dijumpai

55



tanah bero yang tak sempat digarap oleh tuan tanah. Maka ada-
lah bijaksana ketika pemerintah mengeluarkan UUPA dan
UUBH pada tahun 1960-an, di mana dengan tandas Presiden
Soekarno waktu itu menyatakan bahwa petani pemilik tanah
akan menggarap tanahnya secara lebih intensif, serta UUPA
akagémengubah tanah bero itu menjadi tanah yang produk-
tip.

Pemilikan tanah secara absentee merupakan kasus yang
telah ada pada menjelang dasa warsa 1960-an. Kabupaten
Brebes, tercatat sebagai pemilik tanah absentee yang paling luas
di Jawa Tengah, kemudian diikuti oleh Kabupaten Purworejo.
27) Adapun di Kabupaten Klaten landreform hanya dilaksana-
kan untuk mengatur tanah absentee saja, di tanah absentee yang_
dibagikan seluas 14.5235 hektar yang dimiliki oleh 34 orang
dan dibagikan kepada 43 orang petani penerima. 28) Meskipun
tanah absentee telah ditata menurut perundang-undangan yang
berlaku, tetapi orang masih bisa mempertanyakan siapa pene-
rima tanah absentee tersebut. Kasus di daerah Klaten menunjuk-
kan. bahwa penerima tanah itu pada umumnya masih keluarga
dekat dengan pemilik lama, yang sebelumnya tak pernah meng-
garap tanah tersebut. Adapun kasus di Purworejo menunjukkan
bahwa karena pelaksanaan landreform itu dinilai sebagai kebi-
jakan PKI setelah G30S tanah yang telah direstribusikan itu di-
minta kembali oleh pemilik lama. Petani tersebut tak bisa ber-
buat apa-apa karena persyaratan membayar cicilan ganti rugi
belum dilaksanakan, Jadi paling tidak dalam pelaksanaan landre-
form ini terdapat dua hambatan yaitu hambatan politis dan
hambatan ekonomis. Jelaslah bahwa petani miskin masih terlalu
sulit untuk menerima distribusi hasil pembangunan ini.

Perubahan struktur agraria ini diharapkan akan mendorong
tercapainya atau terwujudnya kesempatan kerja yang produktif
dalam lingkungan desa seperti peningkatan pendapatan golong-
an termiskin membendung perpindahan yang bisa mengosong-
kan pedesaan dari anggotanya yang paling dinamis serta bisa
mempunyai prasarana ekonomi dan sosial.29) Dengan dilaksa-
nakannya UUPA dan UUBH masyarakat diharapkan akan mem-
peroleh kesempatan menggarap tanah yang lebih luas maupun
pembagian hasil panen secara lebih adil, sehingga akan tercipta
keadaan yang cukup favorable untuk melaksanakan program
pembangunan prasarana yang mereka butuhkan.

Perlu disadari bahwa kegiatan pembangunan tidak akan se-
luruhnya ditangani pemerintah. Dalam batas-batas tertentu ma-
syarakatlah yang harus membangun untuk dirinya. Keterbatasan
dana dan personalia merupakan kendali bagi pemerintah untuk
menangani semua masalah yang ada di masyarakat. Dengan kata
lain pembangunan bukan hanya menjadi tanggung-jawab pe-
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memerintah tetapi juga menjadi tanggung-jawab seluruh bangsa.
Dalar konteks inilah kiranya bahwa pemerintah harus mulai
mempersiapkan segala sesuatunya. Sebagai dikatakan bahwa
pembangunan bukan sekedar pembangunan ekonomi tetapi
juga pembangunan manusia seutuhnya. 30) Dengan demikian
pemerintah perlu secara nyata merealisir kebijakan tersebut,
dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses pembangun-
an. Partisipasi bisa terwujud dalam tahap-tahapan pembangunan
yaitu tahap -perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan.
Karena sejak awal masyarakat telah dilibatkan dalam proses
pembangunan maka pendekatan ini disebut bottom up.

Pada dasarnya strategi ini adalah dalam rangka mencipta-
kan mekanisme pembangunan yang berakar pada masyarakat,
agar mekanisme yang sehat bisa melembaga yang pada giliran-
nya akan mendukung pemerintah guna mempercepat tercapai-
nya desa swa-sembada lewat desa swa-daya ke swa-karya. Usaha
dalam kaitannya dengan meletakkan dasar bagi mekanisme da-
lam pembangunan ini tampaknya telah dimulai sedini dasa
warsa 1950-an dengan diintrodusirnya LSD. Menciptakan
mekanisme yang sehat atau institusional building ini akan ber-
manfaat besar bagi masyarakat, karena dalam proses itu mereka
bisa belajar memahami persoalan yang dihadapi, mengidentifisir
potensi yang ada di desanya serta mencari jalan keluar guna
memecahkan persoalan yang dihadapi bersama. Di samping
menanamkan rasa handarbeni terhadap setiap program pem-
bangunan yang dilaksanakan di desanya, partisipasi masyarakat
bisa memupuk rasa solidaritas sosial mereka. Di sinilah peranan
partisipasi dalam mendidik masyarakat.

Partisipasi masyarakat terutama masyarakat pedesaan
dalam pembangunan merupakan strategi sentral dalam pem-
bangunan nasional. Bagaimanakah dinamika masyarakat pedesa-
an dilihat dari partisipasi mereka dalam pembangunan akan ter-
lihat antara lain dari hasil penelitian team dari Pusat Penelitian
dan Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada di
Kabupaten Boyolali pada tahun 1978.

Penelitian tentang partisipasi masyarakat desa dalam pem-
bangunan ini mencakup berbagai aspek, yaitu partisipasi masya-
rakat dalam bidang kredit, LSD, proyek Inpres, dan program
Bantuan Desa atau Bandes. Dalam bidang kredit hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun fasilitas kredit tertentu hanya
dimanfaatkan oleh lapisan masyarakat atas yaitu pengusaha
kaya, seperti KIK misalnya, tetapi ternyata kelompok masya-
rakat dari lapisan menengahlah yang paling banyak mengguna-
kan jasa fasilitas kredit formal.31) Sebagaimana diketahui di
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Propinsi Jawa Tengah pemerintah daerah tingkat I memberi
modal kepada Bank Kredit Kecamatan atau BKK untuk ber-
operasi di tiap kecamatan. Kredit Candak Kulak yaitu fasilitas
kredit yang ditujukan untuk lapisan miskin di pedesaan sudah
diman faatkan oleh masyarakat meskipun penggunaannya belum
berorientasi produksi. Adapun KIK dan KMKP yang memberi
kesempatan sebagai calon nasabah mengambil kredit sampai se-
jumlah Rp 5 juta pada umumnya dimanfaatkan oleh lapisan atas
seperti pemilik rice mill, pedagang, dan sebagainya.

Adapun LSD di desa sampel telah menunjukkan adanya
peranan yang positif yaitu 32) :

1. Lembaga itu telah merupakan inovator, dalam arti
menyampaikan hal-hal yang baru kepada masyarakat.

2. Lembaga itu telah berperan sebagai penumbuh akan
adanya kebutuhan baru. Sejak pendidikan modern be-
lum masuk ke desa, pengetahuan masyarakat tentang
kesehatan, gizi, dan sebagainya masih sangat rendah.
Dalam kondisi yang demikian LSD sebagai lembaga ka-
der yang dapat menggugah nurani masyarakat akan arti-
nya hidup sehat, gizi yang baik, dan sebagainya.

3. LSD telah berhasii membina solidaritas masyarakat.
Dengan lembaga ini masyarakat menyadari bahwa tuju-
an yang pada mulanya tak mereka bayangkan bisa ter-
capai, dengan Kkerjasama idaman itu bisa terrealisir.
Lembaga ini telah berhasil meningkatkan gotong-royong
masyarakat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Sedangkan pada program Bantuan Desa partisipasi masya-
rakat dari lapisan paling bawah yaitu petani, pedagang, dan
bakul cukup tinggi baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan,
maupun tahap pemanfaatan. Bisa diduga bahwa dalam tahap
perencanaan warga desa yang terdidiklah yang lebih banyak ber-
peran, meskipun kelompok ini tak mampu menumbuhkan par-
tisipasi dalam tahap implementasi dan pemanfaatan.33) Dalam
tahap implementasi dari program Bandes ini dapat dikatakan
segenap warga desa ikut terlibat, karena pada umumnya proyek
yang dibiayai dengan dana Bandes pada umumnya selalu lebih
kecil dari biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan yang di-
lakukan. Swadaya masyarakat dipungut berupa tenaga, uang
atau pun benda. Secara bergilir setiap warga desa wajib bekerja
pada proyek pembangunan, bila seseorang berhalangan bisa me-
wakilkan kepada warga desa yang lain. Dengan demikian mun-
cullah kesempatan kerja bagi buruh tani di desa tersebut. Ada-
pun benda yang harus disumbangkan bisa berupa batu, semen
atau apa saja yang diperlukan untuk pembangunan tersebut.
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Proyek Inpres yang dilaksanakan di Kabupaten Boyolali
adalah Program Bantuan Sarana Kesehatan, Program Bantuan
Pembangunan Sekolah Dasar maupun Program Bantuan Pem-
bangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Karena program ini
pada umumnya merupakan top down program, maka masyara-
kat hanya terlibat pada tahap pemanfaatan saja.34) Karena
sejak awal masyarakat tak diikutsertakan dalam proses pem-
bangunan maka kegagalan proyek ini sepenuhnya berada di
pundak pemerintah. Pemilihan jenis proyek maupun lokasi yang
seringkali tidak tepat merupakan akibat dari tiadanya keterlibat-
an masyarakat dalam proses pembangunan. Misalnya di satu
desa terdapat satu gedung sekolah yang digunakan oleh tiga
buah SD secara bersama-sama sehingga sejak pagi hingga sore
tempat dan gedung tersebut tak pernah sepi, di lain pihak di
dekat kecamatan terdapat empat buah gedung SD yang di-
bangun secara berderet-deret; merupakan contoh dari sekian
banyak kejanggalan dalam pelaksanaan program Inpres.

Dengan mengutip pendapat de Vries, Ki Hadjar Dewantoro
berpendapat bahwa kebudayaan daerah dalam hal ini termasuk
juga pedesaan bersumber kepada kebudayaan kota.35) Di sam-
ping adanya kecenderungan masyarakat desa untuk meniru apa
saja yang berasal dari kota, dalam program pembangunan di
negeri ini masih menceminkan adanya urban-bias. Salah satu
contoh dapat dikemukakan di sini adalah dalam bidang pen-
didikan. Pengamatan menunjukkan bahwa sistem pendidikan
kita berskala barat dan cenderung untuk menciptakan pola
tingkah-laku dan aspirasi yang konsisten dengan standard hidup
dan budaya kota negara industri. Sistem pendidikan semacam
itu akan mendorong makin cepatnya perpindahan besar-besaran
dari pedesaan ke kota dan pengrusakan komunitas petani tanpa
memberi kesempatan bagi proses transformasi teknologi di
daerah pedesaan yang merupakan dasar bagi jalan menuju indus-
trialisasi.

Perasaan tidak puas terhadap situasi pedesaan yang dinilai
tidak adil telah ada di kalangan masyarakat pedesaan. Reaksi
yang diberikan terhadap keadaan tersebut bervariasi berkisar
dari bersikap pasif tak memberikan tanggapan apapun sampai
pada tindakan agresif berupa aksi-aksi protes maupun gerakan
massal lainnya. Gerakan sosial yang meletus sebagai reaksi ter-
hadap keadaan masyarakat di pedesaan yang tidak adil telah
r)r(nun;:g% pada abad XIX dan secara sporadis tampak pada abad

X.

Gerakan protes yang muncul di daerah Klaten pada tahun
1960-an ditujukan kepada pemerintah dan tuan tanah.37) Aksi
massal petani yang bertujuan untuk mengubah sistem persewa-
an tanah bagi kepentingan perusahaan perkebunan meletus pada
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tahun 1962. Dalam sistem persewaan tanah bagi kepentingan
pabrik gula petani berada pada fihak yang dirugikan. Bukan saja
harga sewa yang sedemikain rendah, tetapi juga sistem pena-
naman yang merugikan petani. Uang sewa tanah selama 14
bulan yang diterimakan kepada kira-kira sama dengan harga
penjualan padi satu musim tanam untuk luas tanah yang sama.
Jadi harga sewa tanah sama dengan sepertiga dari jumlah uang
yang seharusnya diterima petani. Adapun sistem pertanaman
yang dipraktekkan di daerah Klaten sampai dengan tahun 1961
adalah sistem walik lubang. Tetapi pada tahun 1962 Bupati
mengeluarkan peraturan baru bahwa menurut peraturan terse-
but petani diwajibkan menyerahkan tanah separuh dari milik-
nya sekali dalam dua tahun. Sistem ini dikenal dengan sistem gle- -
bagan. Dengan dikeluarkannya peraturan baru tersebut petani
kecuali harus menerima uang sewa yang rendah dari perusahaan,
juga harus direpotkan dengan membersihkan sawahnya dari
tonggak pohon tebu setiap akan memulai menggarap tanahnya
yang diterima dari perusahaan. Meskipun untuk membersihkan
tonggak tebu tersebut petani menerima uang dongkelan tetapi
pada kenyataannya petani baru menerima uang lama setelah
penggarapan selesai.

Sebagai reaksi terhadap kebijaksanaan pemerintah tersebut
petani menolak dengan berbagai bentuk seperti memperlambat
waktu penyerahan tanahnya kepada perusahaan, tidak mau
menerima uang sewa, atau bahkan menolak sawahnya disewa
oleh perusahaan. 38) Gerakan protes timbul secara luas antara
lain di Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Karangnongko, dan
Kecamatan Gantiwarno. Reaksi petani kecuali berbentuk seba-
gai dikemukakan di atas juga berupa pengrusakan dan pencurian
tebu. Pembakaran kebun tebu terjadi antara lain di Desa
Ngawonggo, Kecamatan Ceper.

Sasaran gerakan massal protes petani terhadap perusahaan
perkebunan bukan hanya ditujukan terhadap perusahaan per-
kebunan gula, tetapi juga terhadap perusahaan tembakau dan
perusahaan rosella. Sehubungan dengan hal tersebut hasil pene-
litian penulis di daerah ini39) menunjukkan bahwa gudang
penyimpanan tembakau milik perusahaan menjadi sasaran aksi
petani. Sekurang-kurangnya dua gudang dan sebuah los milik
PT Wedi Birit berhasil dibakar oleh petani. Kerugian ditaksir
Rp 3 juta. Adapun akKsi protes petani terhadap perusahaan ro-
sella terjadi di Kecamatan Tulung dan Karanganom. Petani yang
terlibat dalam aksi massal ini mendekati angka 2000 orang.

Sebenarnya dalam menetapkan uang sewa tanah bagi ke-
pentingan perusahaan, Bupati didampingi oleh semacam dewan
pertimbangan yang beranggotakan wakil dari partai politik dan
perusahaan. Saran dan anjuran agar besarnya uang sewa serta
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sistem pembayaran, maupun sistem pertanaman agar dilaksana-
kan dengan mempertimbangkan nasib petani telah pula diberi-
kan. Kenyataan menunjukkan bahwa petani telah keluar sebagai
pihak yang dirugikan.

Gerakan massal yang ditujukan kepada tuan tanah di
daerah Klaten dikenal dengan nama aksi sepihak. Tujuan dari
gerakan ini ialah :

. merebut kembali tanah yang disewakan.

. merebut kembali tanah yang digadaikan

. merebut kembali tanah yang sudah dijual, dan
fertahankan tanah OG yang telah dibeli oleh orang

:puu—-

lam

Gerakan aksi sepihak meletus dengan skala yang lebih luas yaitu
di 6 dari 23 kecamatan yang ada, pada tahap awal. Pada saat
menjelang akhir bulan Maret 1964 gerakan mencapai puncaknya
dari segi kuantitas, adapun pada bulan yang sama di tahun ber-
ikutnya gerakan mencapai puncaknya dari segi kualitas. Hasil
dari gerakan aksi sepihak ini antaralain terdapat 26 keluarga
petani berhasil memperoleh kembali tanah yang disewakan atau
digadaikan.

Gerakan aksi sepihak di Klaten dilaksanakan secara seren-
tak berkat campur-tangan BTI di dalamnya. Sedangkan aksi
massa yang ditujukan terhadap perusahaan perkebunan masih
dilakukan secara tidak teratur dan belum tampak adanya tanda-
tanda keterlibatan BTI di dalamnya. Sehubungan dengan gerak-
an tersebut pemerintah berusaha menegikkan hukum di wilayah
ini dengan cara mengadili pelaku dari gerakan tersebut.

Dinamika masyarakat pedesaan bukan saja diarahkan un-
tuk memperbaiki keadaan yang timpang sebagai akibat dari
anasir dari luar tetapi juga dapat berupa aksi yang ditujukan
untuk memperbaiki d1r1 sendiri. Dalam penelitiannya di Purwo-
rejo, Gunawan Wiradi41) melaporkan bahwa dengan kepemim-
pinan lurah petani Ngandagan berhasil merubah struktur
penguasaan tanah sedemikian rupa sehingga petani miskin mem-
peroleh kesempatan memperoleh garapan secara lebih besar.
Dalam sistem baru itu, semua pemegang tanah kulian yang se-
luas 300 ubin harus dipotong 90 ubin untuk diserahkan kepada
desa. Tetapi pajak tanah dari 300 ubin untuk atau 0.3 hektar
bayar oleh pemilik lama. Sebagai gantinya pemilik tanah itu
tetap dibebas dari kewajiban dalam kerigan.

Setiap buruh tani memperoleh kesempatan menerima
tanah garapan seluas 45 ubin atau 0.064 hektar. Pemegang
tanah tersebut, tanah buruhan berkewajiban dalam kerigan dan
mereka disebut buruh tani. Bila pemilik tanah ingin ikut dalam
Kkerigan, ia juga berhak menerima tanah 45 ubin.
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Reformasi yang dilaksanakan di desa Ngandagan ini dimak-
sudkan untuk mengetrapkan prinsip bahwa setiap orang di desa
harus bekerja; dan bahwa setiap penggarap mempunyai jaminan
atas tanah dan setiap keluarga petani mempunyai tanah untuk
‘digarap. Dengan cara demikian kurang lebih 40% dari tanah desa
yang dikuasai orang dari luar desa dikurangi untuk kepentingan
warga desa. Demikian pula bengkok pamong desa berkisar an-
tara 150 ubin sampai 700 ubin. Bengkok lurah Ngandagan se-
luas 700 ubin atau satu hektar, sedangkan bengkok lurah di desa
Demak mencapai 12 hektar.

Pimpinan desa menyadari bahwa dalam sistem baru akan
terdapat hubungan kerja, dimana tatanan baru secara konsisten
harus pula diletakkan dengan prinsip bahwa setiap orang harus
bekerja . Upah tak digunakan dalam kerja. Kerja harus dihargai
dengan kerja. Dengan demikian sistem pertukaran tenaga telah
diintrodusir di desa ini sejak 1948.

Sebagai kesimpulan dapat disebutkan bahwa pembangunan
pedesaan yang selama ini dilaksanakan pemerintah masih lebih
banyak ditekankan pada pembangunan materi, meskipun secara
bertahap telah terlihat adanya usaha untuk meletakkan dasar
bagi pembangunan manusia - human investment. Strategi pem-
bangunan yang melibatkan masyarakat sedapat mungkin di-
usahakan dalam setiap tahapan pembangunan. Dengan menya-
dari bahwa sumber yang dimiliki negara ini semakin menipis
maka dilaksanakannya strategi ini tak bisa ditawar lagi. Tak bisa
diingkari bahwa pembangunan yang selama ini berjalan telah
berhasil menciptakan lapangan kerja, meningkatkan standar
hidup, dan sebagainya; meskipun pada sisi lain golongan yang
tertindas masih tertatih-tatih untuk turut menikmati manisnya
hasil pembangunan.
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”WONG CILIK”,
PROBLEMA DAN DINAMIKA SURAKARTA ABAD 19

Suhartono

Saya ingat dialog antara R. Dursosono dengan Petruk dkk.
dalam lakon “Brotoyudo Jambakan”, a.l. ia menghina Petruk
dengan kata-kata sebagai berikut : ”Kowe, wong cilik, ongklak
angklik, lungguh dingklik, pangane sethithik, kelakuane ora
becik”. Petruk membalas juga dengan kata-kata yang tak kalah
mendongkolkan. Di dalam peperangan itu R, Dursosono me-
nemui ajalnya, ditarik rambutnya oleh R, Werkudoro pada
waktu ia sedang melompat ke seberang sungai.

Kemudian, apa sebenarnya yang terjadi di belakang dia-
log itu; latar belakang kultural manakah yang dimiliki oleh
dua orang itu; selanjutnya dari kelompok sosial manakah dan
apakah sama-sama memiliki dinamika dengan berbagai mobili-
tas hanyalah berlaku bagi the rulling class. Tentu saja mereka
itu adalah golongan priyayi, Kemudian bagaimana kedudukan
wong cilik, apakah mereka itu tidak mempunyai peranan,
bagaimana kehidupan sosialnya, dan jaringan kerjanya. Yang
semacam ini hampir-hampir tidak pernah diungkapkan, padahal
mereka juga mempunyai kehidupannya sendiri, kulturnya
sendiri termasuk tingkah-lakunya. Baik Soemarsaid Moertono
maupun Anderson tidak banyak menyebut peranan wong
cilik. 1) Bukankah pernah kedengaran lakon “Petruk dados
Ratu”, 2) sebuah gambaran tentang mobilitasnya Wong cilik.
walaupun penuh kekonyolan-kekonyolan yang mengundang
ketawa karena tingkah-lakunya masih menunjukkan budaya
non priyayi, akan tetapi yang menjadi perhatian saya adalah
bagaimana mengembangkan dan mengamati budaya nnon
priyayi itu menjadi lebih jelas.

Sekaligus sasaran pengamatan saya tertuju pada gambar-
an wong cilik dengan dinamika sosialnya di Voerstenlanden
umumnya dan Surakarta khususnya. Di sini sejarawan harus
sudah siap menerima pertanyaan mengenai sasaran sejarah
lokal dengan gambaran sejarah mikro. Selanjutnya pertanyaan
yang “’mematikan’” kalau ditanyakan mana sumbernya dan
apakah sumber itu cukup representatif, Namun demikian hal
ini dapat dijawab secara tuntas dengan menunjukkan sumber-
sumbernya yang selalu diburu oleh setiap sejarawan yang
menekankan pada penelitian arsip, Sementara dapat terjawab
apabila dapat menunjukkan Algemeen Verslag (AV) dan Po-
litiek (PV). sehingga tidak sempat dikejar lagi. Sesungguh-
nya dua buah laporan itu hanya sedikit sekali menyebut dan
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membuat gambaran wong cilik, lebih-lebih kalau harus menja-
wab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Oleh karena itu
merekonstruksinya tidak semudah seperti yang diharapkan,
sebab harus rajin mengumpulkan gambaran yang berserakan
mengenai peranan wong cilik. Ceritera atau oleh-oleh perjalanan
walau pun hanya kunjungan selintas dapat juga memberi gam-
baran kehidupan wong cilik.3)

Sementara dapat dilihat bahwa yang labil adalah di atas
permukaan, yaitu golongan priyayi yang sempat melakukan
mobilitas, sedangkan wong cilik tak tampak dinamikanya.
Sesungguhnya wong cilik pun tidak berbeda dengan priyayi,
bahwa mereka tidak tetap tinggal di desanya, tetapi melakukan
kperpindahan ke desa lain. Biasanya wong cilik yang sebagian
besar petani, melakukan perpindahan karena desakan dari
luar desa, atau atas kemauan mereka sendiri, menghindari
tekanan gupermen dan ada yang secara bersama-sama me-
lakukan gerakan yang disebut perang desa. Jadi dapat dikatakan
bahwa dinamikanya wong cilik disebabkan oleh beberapa
dimensi yang berujud sosial-ekonomi, politik dan kultural;
singkatnya bahwa dimensi kehidupan masyarakat pedesaan
berbentuk multidimensional.4).

Dimensi Sosial-ekonomi

Orang harus menyebut pasar sebagai pusat kegiatan sosial-
ekonomi, Di sinilah terjadi jual-beli barang-barang yang tidak
dapat diproduksikan di suatu tempat, termasuk beban makanan
dan barang kerajinan, Pada abad 19 di Vortenlanden jumlah
pasar selalu bertambah. 5) Pertambahan ini mengikuti tumbuh-
nya berbagai ondermneming dan biasanya pasar-pasar ada di
dekatnya, di tempat-tempat persimpangan jalan dan di perbatas-
an dengan karesidenan lain seperti Kedu, Semarang, dan Mediun.

Pedagang-pedagang menjual barang dagangannya dari satu
pasar ke pasar lain, biasanya menyesuaikan dengan hari pa-
sarannya, misalnya kliwon, pasaran Klaten, paing, pasaran
Prambanan, pon, pasaran Bayat, demikian seterusnya sehing-
ga setiap kliwon pasar Klaten banyak dikunjungi pedagang
dari distrik-distrik sekitarnya. Kerajaan mendapatkan penghasil-
an dari pasar dan warung pada 1830 mencapai f 60.615,29;
berasal dari pasar Klaten f 22.041,05, pasar Ampel f
22.292,60.6)

Perbedaan harga antara pasar satu dengan pasar lainnya
untuk satu jenis barang atau bahan makanan menyebabkan
para pedagang menuju ke pasar-pasar tempat menujual dagang-
annya yang lebih tinggi dengan maksud mendapatkan keuntung-
an. Perbedaan harga bahan makanan mencapai 1 — 3 sen untuk
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Penelitian awal yang menghasilkan tulisan ini mengguna-
kan metode wawancara, dengan mempersiapkan terlebih dahulu
pedoman wawancara mengenai masalah-masalah yang ditanya-
kan. Selain itu juga dilengkapi dengan pengamatan lapangan,
serta acuan dari beberapa bahan pustaka.

Asal Usul Nama Desa Maribaya

Dari orang-orang tua yang masih mengenal legenda asal
usul nama desa ternyata terdapat beberapa versi. Di sini kami
kemukakan hanya 2 versi sebagai pembanding.

Versi 1: Pada jaman dahulu di daerah ini terdapat 3 orang
penguasa yang saling bersaing untuk menjadi
penguasa tunggal. Mereka bernama Karnadita, Sara-
lingga dan Patrajiwa, yang saling berperang satu
sama lain, Akhirnya Karnadita dapat dikalahkan
dan diasingkan di desa lain. Karena Karnadita
senang makan asinan, maka desa tempat ia diasing-
kan dinamakan Pengasinan. Sungai yang dipakai se-
bagai batas desa tersebut dinamakan Sungai Patra-
jiwa,menurut nama sangPatrajiwa. Akhirnya Patra-
jiwa juga dikalahkan, hingga Saralinggalah yang
menjadi pemenang. Karena peperangan tersebut,
rakyat mengungsi ke tempat yang aman, dan tem-
pat tersebut diberi nama Maribaya (Jawa : mari
seka bebaya, lepas dari bahaya). Saralingga diakui
rakyat sebagai pemimpin mereka dan menjadi pen-
diri desa (cikal bakal) Maribaya. Kini Pengasinan
merupakan salah satu dukuh dari desa Maribaya,
sedang sungai Patrajiwa merupakan batas desa sebe-
lah Selatan.

Versi Il : Alkisah, seorang utusan dari Majapahit akan me-
nyerahkan senjata keramat bernama Kudi Crenceng
Agung kepada seorang penduduk bernama Empu
Kasan (dalam versi lain bernama mbah Semodo).
Karena Kasan tidak di rumah, maka Kudi tersebut
ditanam di dalam tanah. Tempat tersebut kemu-
dian dinamakan desa Kramat (kini menjadi Keca-
matan Kramat). Setelah Empu Kasan kembali, ia
dapat menemukan senjata tersebut, berkat tanda
yang diletakkan di atasnya, yaitu sebuah kendang.

Suatu hari ketika Kasan bersemadi, seorang
wanita cantik datang menggodanya, namun Kasan
tetap teguh bersemadi. Kemudian datang serom-
bongan perahu bajak laut. Demi dilihatnya wanita
tersebut, mereka menanyakan siapakah wanita
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barang-barang kelontong, dan kain. Barangbarang yang dijual-
nya dapat dibayar dengan cicilan. Oleh karena itu di desa
muncul istilah cino klontong, cono mindring, dan yang mem-
bungakan uang disebut cino potang. Pada musim paceklik,
biasanya sebulan atau dua bulan sebelum panen, pinjaman
uang harus dibayar dengan bunga sekitar 40%. Di sekitar onder-
neming mereka membuka premben, tempat penjualan candu
dan sekaligus tempat menghisapnya.

Desenia terakhir abad 19 keadaan kehidupan masyarakat
desa menjadi sangat jelek dan hal ini menurut gupermen adalah
karena aktivitas orang-orang Cina di pedesaan. Oleh karena itu
gupermen berusaha mencegahnya sehingga pada 1892 muncul
laporan kegiatan ekonomi dan jumlah orang-orang Cina dipakai
sebagai data untuk menangani lebih lanjut. Akhirnya timbul
larangan kepada orang Cina agar mereka tidak melakukan ke-
giatan ekonomi d desa. Di Surakarta tidak terjadi rekasi, tetapi
di Yogyakarta terjadi kerusuhan. Sekitar 40 orang Cina ber-
senjatakan tongkat melalukan protes terhadap larangan ber-
operasi di desa. 11) Namun dalam waktu singkat kerusuhan itu
sudah dapat dipulihkan. Setelah itu orang Cina makin banyak
diawasi. Setiap mereka pergi ke desa harus membawa layang pas
yang diketahui oleh wijkmeesternya. Larangan tegas terhadap
orang Cina yang tinggal di desa dapat dikenakan hukuman. 12)
Sebenarnya masuknya Cina ke desa-desa dan setelah kehidupan
desa menjadi jelek kemudian gupermen mengeluarkan larangan
untuk mencegah mereka. Ini sebenarnya adalah sikap gubermen
yang ambivalen, terus terang saja merupakan sikap ragu-ragu
dan oportunistis.

Dimensi politik

Kalay pedesaan dilihat sepintas maka tak tampak adanya
dinamika. Akan tetapi sesungguhnya tidak demikian, karena
sejak lama sudah terjadi otodinamik bahwa wong cilik melaku-
kan perubahan dan gerakan sendiri. Kurang dapat dibenarkan
apabila masyarakat pedesaan statis dan tidak adil. Mereka sudah
dapat menyesuaikan dirinya dengan alam sekitarnya, bukan
hanya penyesuaian terhadap keganasan alam, banjir dan keke-
ringan, tetapi juga terhadap wabah dan penyakit menular.
Dengan kata lain mereka sudah tanggap terhadap lingkungan
dan langsung bereaksi untuk menghindari kesulitan dan bahaya
yang mengancan kehidupan mereka. Pada 1870—an orang-
orang di lereng Lawu sebelah timur, di Karesidenan Madiun,
melintasi perbatasan dengan menaiki Gunung Lawu dan me-
netap di Karesidenan Surakarta. Tidak diketahui motivasi per-
pindahannya, tetapi yang jelas orang-orang itu masih ada ke-
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gupermen dan mereka lebih dinamis dalam menghindari polisi.
Bagaimana tidak, mereka yang kemudian menjadi maling,
begal dan kecul7) beroperasi di daerah perbatasan, dengan
Yogyakarta, Kedu, dan Semarang. Setiap kali melakukan peng-
kecuan, mereka menghilang masuk ke karesidenan lain; dari
sebelah timur Kali Opak mudah sekali menghilang di sebelah
barat. Demikian pula mereka bersembunyi di desa-desa yang
ada di luar kepatuhan yang letaknya masih tumpang-paruk.

Di dalam Koloniaal Verslag (KV) dimuat banyaknya peng-
kecuan, dan antara 1855 — 1900 jumlahnya cukup tinggi kalau
dibandingkan dengan karesidenan lain. Hal ini dianggap meng-
ganggu ketenteraman masyarakat pedesaan khususnya karena
di situ berdiam landhuurders yang terancam harta dan nyawa-
nya dan pada suatu ketika keduanya lenyap tanpa diduga lebih
dahulw. Gupermen maupun penguasa setempat tidak mampu
berbuat banyak dan baru pada 1875 usaha untuk mencegah
meluasnya kecu digalakkan di pedesaan. 18) Ronda malam
digiatkan, jalan-jalan masuk ke desa dan pekarangan harus
ditutup pada waktu malam. Namun usahanya tidak membawa
hasil, sebab ternyata seperti pada tabel di bawah ini jumlah
pengkecuan cukup tinggi, sedangkan pencurian dan pembegalan
mencapai dua atau tiga kali jumlahnya kalau dibandingkan
dengan pengkecuan.

Pengkecuan, 1885 — 1900
Kabupaten 1885 1887 1892 1895 1898 1900 Jumlah

Surakarta 8 - 1 3 1 2 15
Klaten 2 8 11 2 - - 23
Boyolali - 1 1 1 6 4 13
Sragen 10 - 1 1 Z 2 16
Wonogiri 5 3 - = - - 8
Jumlah 24 12 14 7 9 8 75

Sumber : Angka-angka di atas dikumpulkan dari AV.,
' 1885 — 1900.

Di Vorstenlandeg, setelah Palihan Nagari (1755) sering
sekali terjadi prang desa (dessa oorlog), yang disebabkan oleh
pembagian lungguh yang tumpang-paruk. Di desa-desa sering
terjadi pergantian patuh sehingga para kawulo tidak tahu lagi
siapa patuh—nya. Demikian pula banyaknya pemancasan
desa sebagai akibat tambahnya birokrat baru, muncul pikiran
di kalangan wong cilik bahwa mereka kehilangan pegangan
yaitu gusti—nya yang melindungi mereka. Krisis ini tidak
menguntungkan wong cilik sehingga memudahkan mereka
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terseret dalam tindakan-tindakan kekerasan. Perselisihan kecil
antar desa atau patuh menimbulkan tindakan agresif berupa
bentrokan pisik yang disebut prang desa. 20) Ekses yang tidak
baik dari perang ini adalah terjadinya perampokan terhadap
desa yang lemah. Demikian banyknya perampokan di daerah
Yogyakarta disebutkannya bahwa perampokan itu hampir
setiap hari terjadi. 20)

Beberapa kasus prang desa dapat ditunjukkan dari sebuah
laporan yang khusus memuat kejadian itu antara Pebruari
sampai dengan Mei 1836. 21) Di dalam prang desa Wedi yang
menjadi sebab utama adalah karena pergantian patuh, sedang-
kan demang desa itu menggunakan kesempatan untuk tidak
membayar sewa sebanyak yang dibayarkan kepada patuh
sebelumnya. Prang desa Cepoko terjadi karena pergantian
status desa, yang semula desa perdikan kemudian dijadikan
desa biasa yang harus membayar pajak. Demikian prang desa
Macanan, Jiwonalan, Simping, dan Joso, penyebabnya tidak
berbeda dengan yang terjadi di Wedi dan Cepoko. Yang perlu
diperhatikan bahwa peperangan sampai melibatkan seperti
di Wedi, 500 orang dengan membawa beraneka ragam senjata.

Elite agama pedesaan rupanya tidak senang melihat ka-
pitalis asing sangat dominan di pedesaan. Oleh karena itu
mereka mendekati wong cilik yang dieksploitasikan oleh ka-
pitalis dan diajak menahan atau menentang gerakannya. Banyak
haji melakukan pengembaraan di desa-desa, sambil mengajar-
kan agama dan mengritik penguasa. Pada 1881, Haji Abdul-
kadir yang berasal dari Semarang mengembara di daerah Sura-
karta. Akan tetapi rupanya ia dicurigai gupermen dan akhirnya
ditangkap. 22) Di desa-desa berkembang guru-guru ngelmu
yang ajarannya banyak diikuti orang desa sekelilingnya maupun
dari afdeeling lain. Selain diajarkan ilmu agama juga ilmu
kekebalan, kawedhugan, kadigdayan dan disertai jimat-jimat,
Murid-murid itu berpindah-pindah perguruan karena guru yang
satu dianggap mempunyai kelebihan dibanding dengan guru
lain. Oleh karena itu seorang murid bertahun-tahun menyelesai-
kan atau ikut dalam beberapa perguruan. Jadi yang melakukan
pengembaraan bukan saja guru-gurunya tetapi juga murid-
muridnya.

Guru-guru ngelmu banyak terdapat di desa-desa, misal-
nya pada 1883 seorang bernama Subuh yang tinggal di Desa
Kejoran, Klaten, mengajarkan ngelmu kebal, Oleh karena
muridnya makin banyak maka ia dicurigai gupermen dan akhir-
nya dibuang ke luar Jawa. 23) Pada 1884, Somorejo dan Jaimin
menjadi guru pula, tetapi nasibnya juga tidak berbeda dengan
guru-guru lain. 24) Rupanya kecurigaan gupermen terhadap
para haji dan guru menyebabkan ketatnya pengawasan terhadap
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kegiatan mereka sehingga di dalam AV selalu dimuat banyak-
nya peziarah yang pergi dan datang dari tanah suci. 25)

Sejak desa-desa mempunyai kehidupannya sendiri maka
faksi politik akan terjadi dan tidak dapat dihindarkan; beberapa
kelompok yang timbul misalnya faksinya penguasa desa, dur-
jono, elite agama dan masih banyak lagi yang kecil-kecil. Per-
sekutuan dapat terjadi antara penguasa desa dengan para dur-
jono, penguasa desa dengan Kkiai dan santrinya. Dengan de-
mikian maka persekutuan itu sebenarnya merupakan perim-
bangan kekuatan-kekuatan politik pada tingkat desa. Apabila
ada ancaman kerusuhan maka dengan segera timbul kekuatan
mencegahnya. Salah satu kelompok dari memenangkan yang
dianggap penentangnya apabila mendapatkan bantuan dari
luar desa. 26)

Dalam menghadapi kekuatan atau tekanan dari luar
desa, khususnya memanifestasikan dirinya dalam bentuk
bentuk onderneming, memaksa kekuatan-kekuatan politik
di desa untuk bergabung dan menetangnya. Tekanan onder-
neming yang meretakkan lembaga dan kehidupan desa mengge-
rakkan gabungan elite desa untuk mencegahnya. Oleh karena
perubahan-perubahan terus-menerus terjadi maka gerakan pro-
tes terjadi secara sporadis. 27) Pada 1865, terjadi gerakan sosial
keagamaan di Desa Merbung, Kiaten. 28) Demikian pula gerak-
an Srikaton pada 1888 melibatkan persekutuan elite desa
setempat. 29) Selanjutnya masih terdapat gerakan penentang
perubahan walaupun bentuknya jauh lebih kecil. 30)

Dimensi kultural

Tidak diragukan bahwa wong cilik juga memiliki budaya-
nya sendiri yang lahir dan berkembang di pedesaan. Tentu saja
jenis budaya ini menunjukkan tempat asalnya yang serba
kasar geraknya, bahasa dan tingkah-lakunya. Ini mewakili
pandangan yang berpusat di keraton yang menganggap bahwa
di luar keraton, desa atau sabrang memiliki budaya non priyayi,
tetapi sebenarnya budayanya wong cilik dipedesaan ini otonom
dalam arti berdiri sendiri. Sebenarnya budaya pedesaan justru
menjadi wadah budaya keraton atau kota, yang kalau ditinjau
da_rl kelahirannya bahwa budaya kota diangkat dari desa, de-
mikian pula timbulnya penguasa-penguasa pada tahap per-
tama. 31) '

Sehubungan dengan pedesaan yang memiliki budayanya
sendiri maka yang banyak dipengaruhi oleh lingkungannya akan
menghasilkan jenis seni gerak misalnya yang sesuai dengan
kepentingannya. Salah satu jenis tarian yang biasa disebut
ronggeng 32) atau teledek adalah jenis tontonan pupuler di
pedesaan. Semacam tarian massal yang melibatkan orang ba-
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nyak disebut tayuban yang diselenggarakan pada upacara dan
pesta-pesta. Ini adalah salah satu ciri pertunjukan rakyat yang
mementingkan kebersamaan dan kepolosan sesuai dengan pan-
dangan hidup wong cilik.

Yang agak menarik teledek itu menjadi barangan, melaku-
kan pertunjukkan keliling dari satu desa ke desa lain. Biasanya
mereka mbarang pada musim-musim paceklik didesanya dan
setelah musim tanam atau musim panen mereka kembali.
Bagi rombongan teledek yang tidak terikat oleh sawahnya,
mereka mengebara sepanjang tahun. Rombongan ini tidak tentu
mendapat bayaran uang tetapi cukup mendapat imbalan makan
dan penginapan dan bahkan pecandunya dapat menahan sampai
berbulan-bulan.

Dengan demikian fungsi rombongan teledek memberi
hiburan pada masyarakat. Penguasa-penguasa desa pun tertarik
oleh rombongan ini untuk menyajikan pertunjukan di rumah-
nya. 33) Banyak diantara penonton yang jatuh hati pada
teledek itu sehingga tidak jarang terjadi pesaingan untuk mem-
perebutkan kekasihnya. Perkelahian sampai pada pembunuhan
mengakhiri perebutan itu. Oleh karena itu untuk mencegahnya
pemerintah Kasunanan tetap mempertahankan berlakunya
angger yang melarang birokrat istana dari tingkat desa sampai
penewu dan kliwon dikenakan denda yang cukup tinggi. 34)

Sebagai pengunci paper ini dapat ditarik kesimpulan
bahwa masyarakat pedesaan ternyata memiliki dimensi kehi-
dupan yang multidimensional. Hal ini diperlukan karena masya-
rakat desa pun menginginkan keseimbangan berbagai dimensi.
Jadi bukan dimensi politik saja yans dominan tetapi masih
banyak dimensi yang tak kalah peranannya. Tentu saja kalau
keseimbangan itu terganggu, masyarakat desa yang semuanya
adalah wong cilik sebenarnya sudah cukup sensitif dan mereka
akan menentang perubahan-perubahan apabila tekanan-
tekanan dari luar itu betul-betul meretakkan kehidupan lemba-
ga-lembaga tradisional.

Di dalam keseimbangan itu, wong cilik juga memerlukan
kehidupan sosial-ekonomi, politik, dan kultural berjalan sejajar
dan masing-masing kehidupan ini saling mengisi. Bukankah
aktivitas pasar berasal dari pedagang-pedagang yang berpindah-
pindah dan menyesuaikan hari pasaran. Wong cilik akan meno-
lak beban pajak yang terlalu berat, lebih-lebih dengan masuknya
onderneming ke pedesaan. Di sela-sela kehidupan ekonomi
dan politik, mereka juga memerdukan hiburan yang sekaligus
bahwa kehidupan kultural juga tidak kalah penting, Jadi gam-
baran masyarakat pedesaan juga tidak berbeda jauh dengan
sekarang. Wong cilik sudah dinamis menghadapi problemanya
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dan selalu menyesuaikan dengan lingkungannya. Namun untuk
mengungkapkannya diperlukan penggarapan sejarah pedesaan
dengan menampilkan peranan wong cilik yang tentu saja tidak
lepas dari sumber-sumber yang mendukungnya. 35)
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GERAKAN PROTES MASYARAKAT PEDESAAN DI ACEH
TERHADAP MILITERISME JEPANG DI ACEH
KASUS BAYU DAN PANDAAN

Muhammad Ibrahim
UNIVERSITAS SYAHKUALA BANDA ACEH

I

Pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 1942 sekitar jam
12.00 siang telah dilancarkan suatu penyarangan terhadap
pesantren (dayah) Cot Plieng, Bayu (termasuk wilayah Keca-
matan Syamtalira Bayu, Aceh Utara, sekarang) oleh oleh se-
pasukan tentara Jepang dengan persenjataan lengkap yang khu-
sus didatangkan dari kota Bireum, Lhok Seumawe dan Lhok
Sukon. Sebelumnhya, zaitu pada pagi hari, rakyat yang sedang
berkumpul di sana ( ¥ 400 orang terdiri dari para santri dan
warga kampung di sekitar pesantren tersebut 1) telah diminta
oleh komandan pasukan agar menyerah saja. Permintaan itu
disampaikan melalui utusan yang bernama Hayasi, seorang
kenpeitai (polisi militer) yang bertugas di Lhok Seumawe dan
pada hari itu ikut serta dalam pasukan. Namun permintaan
komandan pasukan tentara Jepang itu tidak digubris, bahkan
Hayasi sempat ditikam — kelompok pelawan yang semangat
tempurnya sedang “mendidih” itu hanya memiliki senjata
rencong, tombak dan pedang —, sehingga menderita luka
parah.2) Kejadian ini menyebabkan suasana semakin panas :
kedua belah pihak tenggelam dalam emosi yang meluap, sehing-
ga pertempuran tidak terelakkan lagi.

Segera tentara Jepang memuntahkan pelurunya ke arah
dayah Cot Plieng yang rupanya telah dipersiapkan untuk
dijadikan sebagai basis konsentrasi kekuatan dalam rangka
melancarkan serangan terhadap tentara Jepang yang dianggap
lebih kaphee (kafir) dari Belanda 3) yang telah pergi dari Aceh
sejak 8 bulan yang lalu (direncanakan, bertolak dari sini akan
dilakukan penyerangan terhadap tangsi-tangsi tentara Jepang
di kota-kota sekitarnya, seperti Lhok Seumawe, Lhok Sukon,
Bireun dan lain-lain. tetapi sedang mereka mempersiapkan
rencana tersebut, rupanya telah lebih dahulu diketahui oleh
pihak inteligen Jepang). Peluru yang dimuntahkan itu disambut
oleh pihak rakyat dengan pekikan takbir Allahu Akbar, Ya’juj
dan Ma’juj telah datang; mereka menyerbu dalam kawanan
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musuh sambil mempermainkan rencong, tombak dan pedang.
Tampaknya mereka tidak sedikitpun gentar menghadapi maut,
mereka telah nekat syahid untuk menghalau tentara Jepang
sebagaimana nekatnya Dzulgarnain memenuhi perintah Tuhan
—— tertera dalam Al - Quran —— menghancurkan Ya’jaj dan
Ma’juj. 4)

Pertempuran pada hari Selasa itu tidak berlangsung lama,
sekitar jam 16.00 sore tentara Jepang berhasil menghancurkan
seluruh komplek pesantren Cot Plieng dengan membakar
habis bangunan pesantren dan mesjid serta 11 buah rumah pen-
duduk yang berdekatan dengan pesantren. 5) Selama pertem-
puran berlangsung di pihak rakyat telah gugur 86 orang sedang
selebihnya berhasil meloloskan diri. 6)

Yang menjadi pemimpin dari aksi perlawanan tersebut
ialah Teungku Abdul Jalil, pengaruh pesantren Cot Plieng, se-
hingga karenanya ia lebih dikenal dengan panggilan Teungku
Di Cot Plieng. la dilahirkan pada tahun 1909 di kampung
Buloh Blang Ara (termasuk Wilayah Kecamatan Kutamakmur,
Aceh Utara, sekarang), sehingga ia dikenal juga dengan panggil-
an Teungku Di Buloh. Ayahnya bernama Teungku Peutua
Hasan, Kepala Kampung (Keuchiek) Cot Seumoyong (Ke-
camatan Kutamakmur) dan ibunya Nyak Cut Buleun, seorang
guru mengaji agama di kampungnya.

Teungku Abdul Jalil pada mulanya belajar di Bolksschool
dan tamat pada tahun 1921. Tetapi kemudian ia lebih memusat-
kan perhatiannya di bidang pendidikan agama Islam. Untuk ini
ia dengan tekun belajar dari satu pesantren ke pesantren lain.
Pesantren-pesantren yang pernah ia kunjungi, antara lain : Da-
yah le Rhot Bungkaih (muara Batu), Dayah Tonjong Samala-
nga, Mon Geudong, Cot Plieng, Teupin Punti, Krueng Kalee
(Aceh Besar) dan kemudian kembali lagi ke Dayah Cot Plieng.”)

Selama di Pesantren ia rajin membaca Hikayat Prang Sabi,
sehingga tidak mengherankan apabila ia sangat benci dan anti
kepada penjajahan (pada waktu itu penjajahan Belanda). Ia
menghayati benar-benar kewajiban seorang muslim untuk me-
merangi kaum penjajah (diungkapkan dengan indah secara pui-
tis) dalam Hikayat Prang Sabi) sebagaimana diperintahkan oleh
agama yang dianutnya. 8)

Sebagai hasil dariketekunannya, Teungku Abdul Jalil
dalam waktu yang relatif singkat telah menjadi seorang ulama
yang disegani, Ia paham dalam berbagai bidang ilmu Islam,
seperti : ilmu figh, tafsir, hadist, tasawuf dan sebagainya.
Karena itu ia mampu berdiskusi dengan ulama-ulama terkenal
di Aceh pada waktu itu, terutama dalam memecahkan berbagai
masalah keagamaan yang rumit, Bahkan ia pernah berdialog
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dengan Hamka pada akhir tahun 1929 dalam rapat akbar
di Lhok Seumawe mengenai paham Maszhab Salaf dan Ahlus
Sunnah wal Jamaah. 9)

Teungku Abdul Jalil mulai memimpin pesantren Cit Plieng
sejak tahun 1937. Sebelum itu pesantren tersebut dipimpin
oleh Teungku Ahmad, guru dan juga mertuanya. Selama asuhan
Teungku Abdul Jalil pesantren Cot Plieng mengalami banyak
kemajuan. Ia berusaha mengadakan beberapa pembaharuan,
terutama dalam struktur organisasi pesantren dan kurikulum
Untuk ini ia mengadakan peninjauan dalam rangka studi per-
bandingan ke beberapa pesantren yang dianggap lebih maju
sampai ke Aceh Selatan.

Masuknya Jepang ke Aceh tampakhnya tidak merobah
sikap anti penjajah Teungku Abdul Jalil. Ia sedikitpun tidak
terpengaruh oleh propaganda Jepang dan janjji-janji muluk,
berupa kemerdekaan dan kebesaran syiar Islam di Aceh. Secara
intuitif Teungku Abdul Jalil telah dapat meraba bahwa pada
akhirnya Jepang tidak akan memberikan kemerdekaan yang
dijanjikan itu, bahkan kalau keadaan memungkinkan penyiaran
syiar Islam-Pun akan dihambat Karena itu ia sejak semula tidak
sependapat dengan para pemimpin PUSA yang mendukung
dan melempangkan jalan masuknya Jepang ke Aceh. 10)

Dalam rangka menghadapi kemungkinan tindakan sewe-
nang-wenang militer Jepang, apalagi kalau tindakannya itu
bisa mengarah kepada penghambatan syiar Islam, Tengku Abdul
Jalil sejak awal kedatangan Jepang telah memompakan sema-
ngat patriotisme kepada santri-santrinya di pesantren Cot
Plieng. Selain itu ia giat mengadakan dakwah ke pelosok-pelo-
sok kampung, terutama di Aceh Utara. Dakwahnya yang di-
anggap paling berbahaya bagi Jepang — adalah yang dilakukan
di kampung Krueng Lingka pada bulan Juli 1942 (jadi 5 bulan
setelah Jepang masuk ke Aceh—. Dalam pidatonya di sana ia
mengemukakan bahwa agama Islam dalam bahaya, ekonomi
rakyat semakin merosot, hak-hak rakyat diperkosa oleh ten-
tara Jepang yang tidak mengenal perikemanusiaan. Ditegaskan
lagi, seperti yang selalu diingatkan kepada santri-santrinya,
bahwa Jepang itu adalah setan yang jahat, kafir laknatullah.
Karenanya fardhu ’ain bagi setiap muslim mengangkat senjata
melawan Jepang; jihad fi sabilillah harus segera dimulai. 11)
Akibat dari pidatonya itu, Teungku Abdul Jalil menjadi in-
taian pihak inteligen Jepang, gerak-geriknya selalu diawasi,
bahkan telah diperintahkan untuk menangkapnya. Tetapi
berkat pembelaan dari beberapa pemimpin Aceh (seperti
Teuku Abdul Aziz, bekas gurunya, Teungku Haji Hasan Krueng
Kalee, dll.)12) penangkapan itu ditangguhkan setelah bulan
Puasa (kira-kira satu setengah bulan kemudian.).
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Dalam pada itu Teungku Abdul Jalil telah nekat untuk
tidak membiarkan dirinya ditangkap atau menyerahkan diri
kepada Jepang tanpa perlawanan. Sejak saat itu ia mulai men-
siap-siagakan pasukan perlawanan yang selama ini telah dipom-
pa dengan semangat jihad di samping latihan secara sembunyi-
sembunyi tertuma untuk melatih ketrampilan teknik mengguna-
kan rencong, tombak dan pedang. Selain itu untuk lebih men-
dekatkan diri kepada Tuhan dalam rangka menghadapi perang
suci, limabelas hari menjelang bulan Puasa Teungku Abdul
Jalil melakukan semadi (Berkhalwat) di pesantrennya yang
kemudian dilanjutkan dengan ibadah puasa selama bulan Ra-
madhan. Di pihak lain masyarakat desa di sekitar dayah Cot
Plieng juga memberi dukungan kuat kepadanya. Secara spontan
mereka mendaftarkan diri untuk turut berperang, di samping
sumbangan material lainnya. 13)

Pada dasarnya sejak bulan Juli itu Teungku Abdul Jalil
bersama pengikutnya telah terkurung dalam kompleks pesan-
tren Cot Plieng. Sejak waktu itu mereka tidak leluasa lagi
bergerak keluar. Hal ini, selain disebabkan oleh adanya ancaman
penangkapan terhadap diri Teungku Abdul Jalil, juga disebab-
kan bocornya rencana perlawanan yang telah dipersiapkan.
Karena itu satu-satunya Kegiatan mereka yang cukup berarti
bagi peningkatan daya tempur adalah membaca Hikayat Prang
Sabi. Keadaan ini baru berakhir —— mereka meloloskan diri
dari sana —— setelah pertempuran tanggal 7 Nopember sebagai-
mana telah diutarakan di muka.

Mereka — termasuk Teungku Abdul Jalil —— yang ber-
hasil meloloskan diri pada waktu pesantren Cot Plieng terbakar,
menyingkir ke mesjid Paya Kambok (kecamatan Meurah Mulia
sekarang) untuk seterusnya menuju kampung Neuheun dan
bermarkas di rumah Panglima Prang Ahmad. Pada tanggal
8 Nopember 1942 untuk kedua Kkali terjadi lagi pertempuran
di sini yang menyebabkan 4 orang gugur (dua pria dan dua wa-
nita). 14) Dari kampung Neuheun Teungku Abdul Jalil bersama
pengikutnya mengundurkan diri ke Buloh Gampong Teungoh.
Dua hari kemudian, tepatnya tanggal 10 Nopember setelah
sembahyang Jum’at di Meunasah Blang Buloh Gempong Teu-
ngoh Teungku Abdul Jalil dan para pengikutnya kembali
harus menghadapi serangan tentara Jepang yang dilancarkan
untuk ketiga kalinya. Pertempuran sengit tidak bisa dielakkan
sampai jam 18.00 sore, Selama pertempuran berlangsung,
di pihak rakyat telah gugur 19 orang, termasuk Teungku Abdul
Jalil. 15) Jenazahnya bersama 5 orang tawanan —— yang tidak
pernah dikembalikan (ditembak?) —— diangkut ke Lhok Seu-
mawe. Dan baru besoknya, yaitu tanggal 11 Nopember diserah-
kan kembali kepada keluarga untuk dikebumikan di komplek
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pesantren Cot Plieng, Bayu, Dengan demikian berakhir pula
perlawanan yang telah menggemparkan pemerintah militer
Jepang, tidak saja di Aceh Utara tetapi juga sampai ke ibukota
K i .l

Apabila diperhatikan secara selintas perlawanan tersebut
kafihatannya lebih merupakan sebagai suatu mata rantai per-
juangan rakyat Aceh yang tidak pernah terputus sejak zaman
kolonial Belanda. Perlawanan bertujuan untuk  mengusir
penjajahan dan digerakkan oleh ulama yang mempunyai kha-
risma serta bertopeng kepada kekuatan masyarakat pedesaan
setempat (setidak-tidaknya ada 14 kampung yang terlibat
secara langsung 16)). Adapun sebagai motor penggeraknya,
seperti juga pada zaman kolonial Belanda, ialah : Kekuatan
sosial agama (Religious social force).

Tetapi apabila diteliti lebih jauh perlawanan yang dilan-
carkan itu pada dasarnya dilatar-belakangni oleh faktor-faktor
lain yang lebih mendasar. Setelah 8 bulan Jepang berkuasa,
pada masyarakat Aceh, terutama di daerah pedesaan, terlihat
ada gejala-gejala kegoncangan sosial-budaya; ada perasaan ter-
tindas yang melampaui batas, khususnya di bidang kehidupan
agama, pendidikan dan peradatan yang dapat diperhatikan dari
uraian berikut ini.

Pada awal kedatangannya di Aceh, Jepang dielu-elukan
oleh rakyat, seakan-akan “dewa penyelamat” telah datang
untuk melepaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda.
Namun kemudian setelah beberapa bulan berkuasa Jepang
bertindak sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan nilai-
nilai sosial-budaya masyarakat Aceh yang sudah berurat berakar
sejak lama. Para ulama, terutama yang bergabung dalam orga-
nisasi PUSA, yang berjasa dalam proses pendaratan Jepang
ke Aceh tidak didudukkan dalam birokrasi, bahkan ada gejala
yang menunjukkan bahwa Jepang sedang berusaha untuk me-
nyingkirkan dan mematahkan kekuatan mereka. 17) Padahal
para ulama itu adalah merupakan kelompok elite yang paling
akrab —— lahiriah dan batiniah —— dengan rakyat. Sementara
itu tentara Jepang yang hampir tiap hari beroperasi di desa-
desa berlaku kasar, melampaui batas-batas adat dan ajaran
agama Islam yamg dihayati dan dimuliakan masyarakat Aceh.
Penduduk desa pada pagi hari dikumpulkan, diperintahkan
menghadap ke Timur (angapan orang Aceh disuruh menyembah
matahari yang sangat terlarang menurut agama Islam) sambil
menyanyikan lagu-lagu Jepang yang sama sekali tidak dimenger-
ti makna dan maksudnya (antara lain lagu kebangsaan Jepang,
Kimigayo). Demikian juga yang diperlakukan terhadap anak-
anak sekolah, sambil di sekolah tidak diperkenankan tulisan
Arab—Melayu untuk diajarkannya. Selain itu ada gejala, bahwa
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Jepang sedang menghambat perkembangan pendidikan Islam.
Memang benar pesantren (dayah) masih diizinkan hidup dan
melangsungkan kegiatan mengajar-belajar seperti biasa, namun
kegiatannya itu tidak luput dari pengamatan dan pengawasan
pihak Jepang. 18)

Adanya kenyataan-kenyataan seperti dingkapkan di atas
telah memberi kesan yang sungguh meyakinkan pada masyara-
kat Aceh, bahwa Jepang sedang mengembangkan agama majusi
(agama penyembah berhala) dan berusaha untuk menghancur-
kan agama Islam di Aceh. Akibatnya timbul kegiatan sosial
dalm masyarakat yang pada gilirannya menjadi eksplosif untuk
segera berobah, apabila muncul seorang pemimpin sebagai
penggeraknya, menjadi perang terbuka, seperti yang telah ter-
jadi di Bayu, Selanjutnya bagaimana dengan perlawanan Pan-
drah, akan dipaparkan di bawah ini.

II

Pada malam hari tanggal 2 Mei 1945 sejumlah warga kam-
pung Lheui Simpang (sekitar 40 orang) di bawah pimpinan Pang
Akob (Panglima Prang Teungku Yakob) dan keuchek Johan
melancarkan serangan terhadap tangsi tentara Jepang di Pan-
drah (termasuk wilayah Kecamatan Jeunib, Aceh Utara, se-
karang). Tentara Jepang yang kebetulan berjumlah tiga orang
- saja tidak dapat berbuat banyak selain daripada berusaha me-
nyelamatkan diri, namun hanya satu orang yang berhasil me-
loloskan diri dan lari ke tangsi Jeunib. Peristiwa ini segera di-
laporkan ke Bireun, Lhok Seumawe, Sigli dan Kutaraja (sekarng
Banda Aceh). 19)

Sebelumnya, yaitu pada bulan April 1945 telah terjadi
pemukulan terhadap kemenakan Pang Akob, Nayk Umar, di
depan matanya sendiri. Atas kejadian itu Pang Akob bersumpah
untuk melawan Jepang Maka, dalam rangka menepati sumpah-
nya itu, pada tanggal 24 April di rumah kepala kampung (Keu-
chiek) Lheue, Usman, diadakan suatu rapat guna merencana-
kan pelaksanaan perlawanan dalam waktu secepat mungkin.
Rapat yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat kampung
di sekitar daerah itu membahas hal-hal yang menyangkut
dengan tempat konsentrasi kekuatan dan waktu yang lebih
tepat untuk melangsungkan perlawanan serta masalah persenja-
taan yang lebih memungkinkan untuk menghadapi perang.
Telah diputuskan bahwa sebagai tempat konsentrasi kekuatan
ialah Glee (Gunung) Banggalang. Ditentukan juga, bahwa di
sana akan digiatkan pembacaan Hikayat Prang Sabi dan sebelum
perlawanan dimulai, lebih dahulu akan dilakukan khalwat
(semadi) selama tujuh hari. Kemudian, tepat setelah masa
semadi berakhir, malamnya seperti telah disebutkan di muka
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dilancarkanlah serangan terhadap tangsi Pandrah sebagai awal
dimulainya aksi perlawanan mereka. 20)

Satu hari setelah peristiwa penyarangan tersebut, pada
tanggal 3 Mei 1945 satu kompi tentara Jepang yang didarangkan
dari Bireun bersama dengan pasukan dari Jeunib tiba di Pan-
drah. Dalam pasukan itu turut serta juga guntyo Bireun, Teuku
Muhammad Yakob, dengan dua regu Polisi. 21) Seluruh pasuk-
an ditempatkan di kampung Lheue Simapang yang dianggap
sebagai sumber kekuatan gerakan perlawanan. Tetapi rupanya
mereka yang turut melakukan penyerangan pada malam hari
tanggal 2 Mei yang lalu telah menyingkir ke Glee Banggalang.
Karena itu komandan pasukan Jepang memerintahkan agar
mereka yang membangkang segera turun untuk menyerah.
Perintah itu tidak dihiraukan, sehingga tentara Jepang me-
nangkap keluarga mereka serta sejumlah penduduk kampung
Lheue Simpang dan sekitarnya.

Tindakan kejam tentara Jepang terhadap warga kampung
yang tidak bersalah itu mendorong peara pejuang rakyat yang
berpusat di Glee Banggalan untuk segera bertindak. Pada tanggal
5 Mei 1945 dengan didahului oleh gema suara azan para pejuang
itu sambil mengundangkan tahlil dan takbir (Subhanallah —
Allahu Akbar) menyerbu ke tempat pemusatan tentara Jepang
di kampung Lheue Simpang, Pertempuran seru berlangsung
selama beberapa jam dan telah menyebabkan jatuh korban
sejumlah besar serdadu Jepang (104 orang) dan juga Guntyo
Bireun, Teuku Muhammad Yakob. 22) Di pihak rakyat telah
gugur 43 orang, di antaranya terdapat seorang wanita (Siti
Aminah) yang sedang dalam keadaan hamil tua. 23) Mereka
yang gugur ini dikebumikan di kamgpung Lheue Simpang,
sekarang dikenal dengan nama Kuburan Peuet Plooh Peuet
(kuburan empat puluh empat), karena diperhitungkan bayi
dalam kandungan Siti Aminah (di sini kita lihat adanya kecen-
derungan untuk menjadikan jumlah 44, berhubung pada masya-
rakat Aceh angka 44 itu mempunyai nilai magis —— dalam hal
ini dengan jumlah 44 orang yang gugur, kendatipun seorang
dalam kandungan, berarti perjuangan mereka diridhai Allah
SWT dan sebagai imbalannya adalah surga jannatun—naim
sehingga tidak mustahil kuburan mereka dianggap keramat).

Setelah pertempuran berakhir tentara Jepang melakukan
penangkapan terhadap penduduk kampung yang diduga terli-
bat dalam aksi-aksi perlawanan selama ini. Adapun mereka
yang ditangkap itu berjumlah 33 orang; 9 di antaranya ditawan
di Jeunib dan selebihnya (24 orang) dibawa ke Bireun untuk
seterusnya ke Medan. Dari 9 orang yang ditawan di Jeunib,
tiga diantaranya dibunuh 24); sedang yang dibawa ke Medan
12 orang dihukum mati 25) dan selebihnya dihukum antara
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5 — 15 tahun. Mereka ini kemudian dipenjarakan di Pematang
Siantar dan setelah Jepang menyerah hanya 6 orang yang se-
lamat kembali ke kampung halaman mereka. 26)

Dari uraian di atas nampak, bahwa perlawanan Pandrah
terjadi menjelang berakhirnya pendudukan militer Jepang di
Aceh; jadi kebalikan dari perlawanan Bayu yang meletus pada
awal kedatangannya. Selain itu, yang juga erat kaitannya de-
ngan faktor waktu, faktor-faktor yang melatar-belakangi terjadi-
nya kedua perlawanan tersebut juga nampak berbeda, di sam-
ping tidak dapat dimungkiri adanya faktor-faktor yang sama.

Kalau pada awal pendudukannya di Aceh, penindasan-
penindasan dari segi kehidupan sosial-ekonomi belum terasa,
kendatipun sudah ada, pada masyarakat Aceh, maka setelah
tiga tahun mendatang keadaannya akan berlainan sekali.
Setelah tiga tahun Jepang berkuasa berbagai tindakan kekeras-
an, khususnya di bidang ekonomi, telah diperlakukan terhadap
rakyat Aceh. Penduduk dikerahkan sebagai romusya bagi
kepentingan militer. Mereka dipaksa bekerja membuat kubu-
kubu pertahanan (pertahanan Gunung Setan di Tanah Alas,
pertahanan pantai), lapangan-lapangan terbang (Lhok Nga,
Tambue yang tidak seberapa jauh dari tempat kejadian peristiwa
Pandrah), jalan-jalan raya dan sebagainya, sehingga praktis
kegiatan produksi tidak berjalan secara wajar. Sebagian besar
sawah-ladang menjadi terlantar; kalaupun ada petani yang
sempat mengerjakan sawahnya sebagian besar hasil panen harus
diserahkan kepada Jepang. Dalam keadaan demikian bahaya
kelaparan tidak bisa terelakkan lagi, sementara kebutuhan
akan sandang praktis tidak dapat terpenuhi sebagian besar
penduduk kampung pada waktu itu telah memakai goni) 27

Semua faktor-faktor yang dikemukakan di atas telah me-
nyebabkan terjadinya semacam tekanan psikologis —— lebih-
lebih pada masyarakat pedesaan —— yang pada gilirannya
bisa meledak melalui berbagai bentuk aksi perlawanan yang
semata-mata ditujukan untuk melepaskan diri dari keadaan yang
tidak menentu itu. Dari segi inilah kiranya dapat dipahami
kenekatan rakyat di daerah Pandrah bertempur menentang
kekejaman militerisme Jepang. Rupanya tekanan ekonomi yang
telah melampaui batas peri kemanusiaan dan yang seakan-akan
tidak tertahankan lagi pada waktu itu memotivisir perjuangan
mereka, kendatipun untuk itu mereka rela memilih alternatif
mati dari pada hidup dalam keadaan hak miliknya diperkosa
oleh pihak lain (Jepang). Dengan mempertaruhkan jiwa, mereka
mengharapkan akan segera tiba masa keadilan dan kemakmuran
yang selalu dirindukannya.
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I

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat
disimpulkan bahwa aksi perlawanan yang dilancarkan rakyat
di daerah Bayu dan Pandrah itu agaknya kurang tepat apabila
dikaitkan sebagai suatu matarantai perjuangan rakyat Aceh
yang tidak pernah terputus dalam menentang penjajahan
sejak zaman kolonial Belanda dulu. Tetapi nampaknya kedua
aksi perlawanan tersebut lebih merupakan gerakan protes ma-
syarakat setempat terhadap penguasa (dalam hal ini pemerintah
militer Jepang) yang dirasakan akan membawa ~malapetaka
bagi kelangsungan hidup rakyat Aceh secara keseluruhannya.
Ini tidak berarti bahwa dalam gerakan protes itu sama sekali
tidak mengandung anasir anti penjajahan; hanya saja di sini
yang dapat membedakannya adalah faktor-faktor yang melatar-
belakangi digerakkannya aksi protes tersebut serta tujuan utama
dan harapan yang hendak diwujudkan dalam waktu sesingkat
mungkin oleh penggerak-penggeraknya. Selain itu juga proses
keberlangsungan perlawanan yang relatif tidak lama dan kemu-
dian berakhir tanpa kelanjutannya.

Rakyat Aceh yang menyambut kedatangan Jepang dengan
penuh kegembiraan, kemudian dikecewakan sebagai akibat
dari berbagai kekejaman yang dipraktekkannya. Bahkan ber-
bagai kebijakan pemerintah militer Jepang itu dirasakan oleh
rakyat Aceh sangat membahayakan dalam keseluruhan aspek
keberlangsungan kehidupan mereka (politik, ekonomi, sosial
dan budaya). Hal ini telah menumbuhkan konflik kejiwaan dan
kegelisahan eksplosif dalam masyarakat yang menjadi pangkal
pecahnya perang terbuka. Kalau pada aksi protes yang pertama
(perlawanan Bayu) lebih digerakkan oleh faktor kegelisahan
sos1a1-budaya maka pada yang kedua (perlawanan Pandrah)

rupanya faktor kegehsahan sosial-ekonomilah yang telah memo-
tivisir meletusnya gerakan tersebut. Namun sebagai motor
penggerak utama kedua aksi protes yang dilancarkan itu adalah
sama, yakni faktor kekuatan sosial agama (religious sosial
force).

Di samping dua gerakan protes yang telah diutarakan,
sebenarnya masih ada beberapa gerakan protes lain, kendatipun
tidak sebesar kedua gerakan tersebu, yang permnah muncul
selama masa pendudukan militer Jepang di Aceh. Umpamanya
dapat disebutkan, yang digerakkan rakyat Blang Ara tahun
1943, rakyat di daerah Lhong tahun 1944, pemberontakan dua
peleton Giyugun tahun 1944 di bawah pimpinan Teuku
A. Hamid Meureudu dan beberapa lagi yang semestinya memer-
lukan penelitian lebih lanjut.
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Sebagai akibat dari gerakan protes itu, pemerintah militer
Jepang telah menempuh beberapa kebijaksanaan baru dalam
urusan pemerintahan yang diharapkan dapat membendung
kegelisahan masyarakat Aceh. Kiranya pengangkatan Teuku
Abdul Aziz (seorang tokoh masyarakat yang disegani sebagai
penasehat pemerintah dalam urusan agama Islam pada bulan
Januari 1943, pembentukan MAIBKATRA (Majlis Agama Is-
lam untuk Bantuan Kemakmuran Asia Timur Raya), Maret
1943, dan pemberian kesempatan menjalankan ibadat puasa
kepada para tawanan, tidak daapt dipisahkan dari aksi perlawan-
an rakyat Bayu yang terdiri beberapa bulan sebelumnya. Namun
kebijaksanaan apa yang akan ditempuh agar peristiwa Pandrah
tidak terualang lagi nampaknya belum sempat terpikirkan,
berhubung beberapa bulan kemudian pemerintah militer Jepang
berakhir di Aceh untuk tidak pernah terualang lagi.
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172.

Mengenai penelitian dan kehidupan sosial-budaya pada masa Jepang,
lihat lebih lanjut, Ibid., hal. 178 — 190; 199 — 200.
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ben Rahman, Nyak Zulkifli Yusuf, Saleh Gampong Blang, Su’ud
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KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 611/FL.IV/T 82
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SEMINAR SEJARAH LOKAL
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

bahwa salah satu kegiatan Proyek Inven-
tarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran
1982/1983 adalah mengadakan Seminar Seja-
rah Lokal di Denpasar Bali.

. bahwa untuk dapat tercapainya tertib kerja

yang berdaya guna dalam penyelenggaraan
Seminar tersebut, maka dipandang perlu
membentuk Panitia Seminar Sejarah Lokal”.

Keputusan Presiden Republik Indonesia:

a. Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana
telah diubah/ditambah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia
nomor 15 Tahun 1982;

¢. Nomor 237/M Tahun 1978;

d. Nomor 14 A Tahun 1980 beserta penyem-
purnaannya;

. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-

yaan:

a. Nomor 0222 ¢/0/1980 tangggal 11 Sep-
tember 1980;

b. Nomor 0110/P/1982 tanggal 29 Maret
1982;

. Surat Pengesahan DIP Tahun Anggaran

1982/1983 Nomor 472/XXIII/3/1982 tanggal
11 Maret 1982.



Menetapkan :
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN

a. Membentuk "Panitia Seminar Sejarah Lokal™
yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut
“Panitia Seminar” dengan tugas memper-
siapkan, melaksanakan serta menyelesaikan
Seminar Sejarah Lokal di Denpasar Bali;

b. Panitia Seminar terdiri dari :
1. Panitia Pengarah;
2. Panitia Penyelenggara.

. Susunan/keanggotaan serta kedudukan dalam

kepanitiaan “Panitia Seminar” tersebut pada
pasal "Pertama” seperti tersebut dalam Lam-
piran Keputusan ini:

: ”Panitia Seminar’ harus telah menyelesaikan

tugasnya pada akhir bulan Agustus 1982,
dan mewajibkan Ketua Panitia menyampaikan
laporan tertulis tentang penyelenggaraan semi-
nar, hasil seminar serta pertanggungjawaban
keuangan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan;

Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan
ini dalam rangka penyelenggaraan seminar
dibebankan pada anggaran yang disediakan
dalam Daftar Isian Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Nasional tanggal 11 Maret
1982 nomor 472/XXIII/3/1982;

. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan

ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan
tersendiri;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di-
tetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1
Juli 1982.

DITETAPKAN DI: JAKARTA
PADA TANGGAL: 12 AGUSTUS 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A.n.b.
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

PROF. DR. HARYATI SOEBADIO

NIP. : 130119 123



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL . 12 Agustus 1982
NOMOR © 611/FLIV/T 82

Daftar Susunan/Keanggotaan Panitia Seminar

Pelindung . Prof. Dr. Haryati Soebadio
Penasehat (teknis/
administratif) : — Drs. Bastomi Ervan

— Dr. S. Budhisantoso
Panitia Pengarah
Ketua . Dr. T. Ibrahim Alfian
Sekretaris . Drs. A.B. Lapian
Anggota : - Dr. Taufik Abdullah

— Dr. Kuntowijoyo

— Drs. F.A. Sutjipto

— Drs. Abdurrachman Surjomihardjo
— Drs. R.Z. Leirissa. MA

— Drs. Bambang Sumadio

Panitia Penyeleng-
gara . Drs. M. Soenjata Kartadarmadja

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBDUYAAN
A.n.b.
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

PROF. DR. HARYATT SOEBADIO
NIP: 130119123
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. Sekretariat Negara

. Sekretariat Kabinet,

. Semua Menteri Koordinator

. Semua Menteri Negara

. Semua Menteri

. Semua Menteri Muda

. Sekjen Dep.P dan K.

. Inspektur Jenderal Dep.P. dan K.

. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep.P dan K.

. Kepala BP3K pada Dep.P dan K.

. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman.
. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan

Dep.P dan K.

. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam ling-

kungan Dep.P dan K.

. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K di Propinsi
. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam

lingkungan Dep.P dan K.

. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

. Badan Administrasi Kepegawaian Negara

. Ditjen Anggaran

. Ditjen Pajak

. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran

Dep. Keuangan

. BAPPENAS

. Ketua DPR-RI

. Komisi IX DPR—RI )

. Pengurus Pusat KORPRI

. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
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15,
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nal,
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LAPORAN PANITIA PENGARAH SEMINAR SEJARAH
LOKAL DI DENPASAR
v
31 Agustus — 4 September 1982

Setelah mengikuti pembciaraan-pembicaraan selama 4 hari,
kami menyatakan kegembiraan karena partisipasi yang penuh
dari semua peserta seminar. Kegembiraan ini bertambah karena
walau pun waktu persiapan relatif terbatas, dan sidang-sidang
berjalan dari pagi sampai jauh malam, kegairahan dalam berdis-
kusi tetap tinggi.

Disamping itu selama seminar, terjalin hubungan profesi
dan persahabatan yang lebih akrab antara tenaga-tenaga sejara-
wan dari berbagai daerah. Barangkalai tak perlu kami tegaskan
lagi bahwa salah satu suasana yang akan dapat meningkatkan
kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan ialah terjalinnya
komunikasi yang baik antara para pendukungnya.

Seminar ini selanjutnya ternyata dapat memperkenalkan
tenaga-tenaga baru yang selama ini belum tampil ke dalam per-
temuan yang bertarap nasional. Disamping itu yang lebih meng-
gembirakan lagi ialah bahwa seminar ini sesuai dengan yang di-
harapkan, telah menjadi forum bagi dikemukakannya pengeta-
huan yang lebih mendalam dan akrab tentang berbagai aspek
dari dinamika masyarakat di beberapa daerah di tanah air kita.

Pokoknya seminar ini bukan saja kami rasakan telah men-
capai sasaran yang dikehendaki oleh proyek, tetapi juga nam-
paknya memperkaya cakrawala intelektual para peserta.

UMUM

1. Studi sejarah lokal merupakan pengenalan yang lebih intim
dengan dinamika masyaraka setempat, sehingga memungkin-
kan kita untuk mempertemukan secara strategis hasrat dan
rencana pembangunan nasional dengan realitas setempat.

2. Dalam rangka integrasi nasional, studi sejarah lokal dapat
mengindentifikasi potensi-potensi nasional yang terbaik yang
memungkinkan pemanfaatan secara optimal, potensi masya-
rakat lokal dalam konteks pembangunan nasional secara ke-
seluruhan.



3.

Dilihat dari segi akademis, studi sejarah lokal bisa memperce-
pat pengindonesiaan (indigenization) dari pada ilmu-ilmu
sosial. Dengan demikian teori-teori dari ilmu-ilmu sosial men-
dasarkan generalisasinya atas realitas Indonesia, sehingga
dapat membantu penyusunan konsep-konsep ilmu sosial
dengan masyarakat kita. Dalam usaha “indigenization™ dari
pada konsep-konsep ilmu sosial, maka sejarah adalah disiplin
yang sangat strategis, karena sejarah sangat peka tidak hanya
terhadap pola perilaku manusia, tetapi juga terhadap interaksi
antara manusia dengan kekuatan-kekuatan yang berada di
luar kekuasaannya.

KESAN—-KESAN

1.

2.

Seminar sudah lebih terarah bila dibandingkan dengan semi-
nar-seminar sejarah sebelumnya.

Walaupun membicarakan sejarah lokal, permasalahan seminar
didasari wawasan integrasi nasional.

. Seminar ini memberikan kemungkinan kepada Proyek IDSN

untuk mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan penelitian dan
penulisan sejarah di daerah-daerah, sekaligus memberi ke-
mungkinan kepada sejarawan lokal menguji hasil penelitian-
nyakdengan rekan-rekannya sebelum diterbitkan dan disebar-
luaskan.

~

. Memberi gagasan-gagasan baru kepada para pengajar sejarah

pada waktu menyusun silabus.

. Merupakan langkah permulaan yang menggembirakan karena

makalah-makalah yang disampaikan tidak lagi terbatas pada
deskripsi saja.

. Merupakan sarana untuk talent scouting dari potensi penulis-

an sejarah di daerah.

BEBERAPA KELEMAHAN

Dengan menyadari bahwa masa persiapan sangat singkat,

panitia pengarah mencatat beberapa kelemahan dalam pem-
buatan makalah :

1.
2.

3.
4.

Ketajaman dalam perumusan permasalahan masih kurang.

Karena kurang tajam dalam perumusan permasalahan ini,
maka seleksi dari fakta-fakta yang relevan belum memuaskan.

Konsep-konsep ilmu sosial belum dikuasai dengan baik.

Adanya kelemahan dalam metodologi penelitian dan penulis-
an.



1.

8.

. Kekurangan imajinasi dalam menanggapi TOR, yang dicermin

kan pada pemilihan judul makalah yang harus mengkut: ju-
dul-judul TOR.

. Sistimatik dalam penyusunan argumen dengan fakta-fakta re-

levan perlu ditingkatkan

Akibat dari kekurangan waktu maka exhaustiveness dari
penggunaan sumber sangat minim.

Penggunaan sumber primer masih sangat terbatas.

SARAN

Berhubung dengan hal-hal yang disebut tadi, maka diusul-

kan untuk mengadakan langkah-langkah tindak lanjut sebagai
berikut :

1.

Agar supaya makalah-makalah diperbaiki dan dilengkapi un-
tuk diterbitkan kemudian. Untuk melaksanakan maksud ini
perlu ditunjuk dewan redaksi yang akan mengadakan seleksi

daripada makalah yang dapat diterbitkan. ‘

. Usaha yang dirintis ini perlu dilanjutkan dengan memberi

perhatian kepada daerah-daerah yang belum dijangkau dalam
seminar pertama ini.

. Disamping penyelenggaraan seminar sejarah lokal seperti ini

perlu diadakan seminar yang khusus membicarakan metodo-
logi untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan penulis-
an sejarah.






